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Di - Tempat

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Momor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta bentuk
pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DL
Yogyakarta (terlampir)..

Demikian atas perhatiannya di sampaikan terima kasih.
Kepala Kantor Wilayah,

@tﬂmhﬂl?ﬁ“

Agung Rektono Seto
NIP 197012021939031001

Tembusan :

1. Inspekiur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;

2. Para Pimpinan Unit Eselon | Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI.
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KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, atas berkat dan anugerah- Nya, sehingga
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta dapat
tersusun dan diselesaikan tepat wakiu, sebagai
wujud akuntabilitas dar pelaksanaan tugas dan

fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang

dipercayakan kepada Kementeran Hukum dan
Hak Asasi Manusia atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2022

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM D.l. Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistemn Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan
Aparatur Negara Momor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Disamping itu, Laporan Kinerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta ini disusun
mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Momor 33 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-
2024,
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Laporan Kinerja ini Menggambarkan dinamika Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM D.. Yogyakarta sepanjang tahun 2022,
dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh
sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam
rangka mencapai tujuan dan Sasaran Kinerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagaimana tertuang di dalam Rencana Sirategis
Kememterian dan RPJMN 2020-2024. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga
berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur,
serta alat untuk mendorong peningkatan kinerfa demi terwujudnya
pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta Tahun 2022 dapat
memberikan informasi mengenai program dan kKegiatan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta sepanjang tahun
2022, dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku
kepentingan. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia D.l. ¥ogyakarta Tahun 2022 ini juga merupakan bahan evaluasi dan akan
digunakan untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia D.|. Yogyakarta di tahun-tahun berikutnya.

Yogyakarta, 15 Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah,

Glﬁmmﬁ

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta untuk membantu
pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana
yvang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis RENSTRA Kementerian

Hukum dan HAM 2020-2024 yang terdir dari:

.-"( 1. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan
efisien;

[ 2. Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum;
3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MENW, MPW dan MPD;

4. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM;

5. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal;

6. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan
hukum dan hak asasi manusia;

7. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah;
8. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;

9. Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjavanianalisis
dan evaluasi produk hukum di wilayah;

10.Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi
hukum masyarakat di wilayah;
11.Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM;

12.Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di
Wilayah;

13.Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di
wilayah;
14.Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar;

15.Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan
Penanganan Marapidana Resiko Tinggi;

16.Meningkatnya Pelayanan Pengelelaan Basan Baran di wilayah sesuai standar;

1T.Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak
pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar;

18.Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LFKA dan Pengentasan Anak di
wilayah sesuai standar;

18.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan
Ketertiban; |

20.Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar; P

21.Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah. /
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' INDIKATOR KINERIA PENILAIAN IKPA 2022
Indikator Diemban
Kinerja Melalui
Kegiatan 9 Program
:ﬂ
Kinerja Keuangan 2022

- r//’i%ui@

|I :| |
| o |

Pencapaian Sasaran Program tersebut diukur melalui 21 (dua puluh satu)

Sasaran Kegiatan dan 52 (ima puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan,

capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l.
Yogyakarta sebagai berikut:
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Anggaran
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi | Capaian {dalam ribuan
rupiah}
Terwujudnya layanan administratif Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan | 3,1 Indeks 389 125%
dan fasilitatif Kantor Wilayah yang Kantor Wilayah Indeks 22 205,771,000
efektif dan efisien
Terwujudnya layanan adminitrasi Persentase peningkatan PMBP Adminisirasi 5% 16,12% 322%
hukum wmum di wilayah yang Hukum Umum di wilayah
berkepastian hukum 2 113.000.000
Meningkatnya efektivitas Perseniase penyelesaian laporan pengaduan 82% 90,60% 111% B
pelaksanaan tugas MEKNW, MPW dan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku
MPD dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
Terselenggaranya pelayanan Jumlah permohonan Kl yang difasilitasi kantor 631 ar4r 1545%
kekayaan intelektual yang wilayah Layanan Layanan
berkualitas di Kantor Wilayah _ i 1,367.171,000
Kementerian Hukum dan HAM Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi 1 Lokus 11 Lokus 1100%
kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
Terselenggaranya Penegakan Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran 100% 100% 100%
Hukum di Bidang Kekayaan Kekayaan Intelektual
Intelektual oleh HKantor Wilayah Jumlah Pelaksanaan Kegiaten Pencegahan | 2 Lokus 18 Lokus GO0
Kementerian Hukum dan HAM yang Pelanggaran Kekayaan Intelekiual yang Dilakukan
Handal oleh Kantor Wilayah
Kegiatan  Pemantauan Produk  Kekayaan | 3 Laporan | 3 Laporan 100%
Intelektual di Wilayah
Rekomendasi hasil kajian di wilayah Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah T0% 100% 143%
sebagai bahan penelitian dan sabagai bahan peneliian dan pengembangan
pengembangan hukum dan hak hukum dam hak asasi manusia 216,853,000
asasi manusia Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia 1 Buku 3 Buku 300%
yang disosialisasikan di wilayah
Terfasilitasinya rancangan produk Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh B0% 126.25% 158%
hukum di dasrah kantor wilayah kemenkumham
Terselenggaranya pembinaan Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga | 25 Orang 27 Orang 108%
perancang peraturan perundang- perancang peraturan perundang-undangan 240,000,000
undangan
Terselenggaranya fasilitasi Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan | 2 Kegiatan 2 100%
perencanaan serta pemantauan dan pemantauan produk hukum daerah Kegiatan
LKiIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA wii
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peninjauanfanalisis dan ewvaluasi
produk hukum di wilayah
Meningkatnya kesadaran hukum Persentase permohonan bantuan hukum litigasi B1% 9B 97 % 122%
serta terpenuhinya akses keadilan yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-
dan infermasi hukum masyarakat di undangan
wilayah Persentase permchonan bantuan hukum non BO% B2,36% 103%
litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 76.61% 95,62% 125% 1,784,050,000
Persentase desa'kelurahan sadar hukum yamng TO% 100% 143%
terbentuk di masing-masing wilayah
Perseniase website anggota JDIHM akif yang 20% 100% 500%
terintegrasi dengan portal'sistemn integrasi JOIHN
Meningkatnya pemerintah daerah Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan | 3 Instansi | 6 Instansi 200%
yang melaksanakan program aksi program aksi HAM Pemerintah | Pamerinta
HAM h
Jumlah kab/kota peduli HAM 3 Instansi 5 Instansi 167%
Pemerintah | Pemearinta
h
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti | 2 Instansi 12 GO0 220,385,000
hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui | Pemerintah Instansi
pelayanan publik berbasis HAM Pemerinta
h
Meningkatnya rekomendasi Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan 3 G 200%
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah Rekomendasi| Rekomen
Asasi Manusia Di Wilayah dasi
Terwujudnya penyelenggaraan Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di B81% 104% 145%
pelayanan pemasyarakatan yang wilayah
berkualitas di wilayah
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Persentase menurunnya tahanan yang B0% 100% 125%
di wilayah sesuai standar overstaying 1,008.050,000
Persentase Tahanan yang mempercleh Layanan BO0% 111% 139%
Penyuluhan Hukum
Persentase Tahanan yang mempercleh Fasilitasi BO0% 111% 139%
Bantuan Hukum
LKiIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA Wil



Meningkatnya Pelayanan Persentase narapidana yang memperaleh nilai 65% a7 % 150%
Pembinaan Kepribadian, Pelatihan baik dengan predikat memuaskan pada
Vokasi, Pendidikan dan instrumant penilaian kepribadian
Penanganan Narapidana Resiko persentase narapidana yang mendapatkan hak 98% 9B8% 106%
Tinggi TR
persentase narapidana yang mendapatkan hak B0% 156% 195%
integrasi
persentase narapidana yang mendapatkan hak B0% - -
Pendidikan
Persentase Marapidana resiko tinggi yang 15% 100% 100%
berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan
Dispilin
Persentase narapidana yang memperoleh 28% 41% 144%
Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
Persentase narapidana yang bekerja dan 67% 153% 220%
produktif
Jumlah Marapidana yang mengikuti Pendidikan 30 orang - -
Tinggi
Meningkatnya Pelayanan Persentase benda sitaan dan barang rampasan T0% 100% 144%
Pengelolaan Basan Baran di wilayah yang terjaga kualitas dan kuanfitasnya
sesuai standar Persentase benda sitaan dan barang rampasan 60% 93% 156%
yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang
berkuatan hukum tetap
Meningkatnya pelayanan Persentase klien usia produktif yang memperaleh 50% B1% 161%
pembimbingan klien atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
pemasyarakatan dan pemenuhan Persentase Menurunnmya Anak yang mendapatkan 60% T2% 120%
hak pendidikan klien anak pada luar putusan pidana penjara
lembaga di wilayah sesuai standar Parsentase klien Anak yang terpanuhi hak 30% T1% 236%
pendidikannya
Meningkatnya Pemenuhan Hak Persentase Anak yang mengikuti kegiatan T5% 100% 133%
Pendidikan Anak di LPKA dan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
Pengentasan Anak di wilayah Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi 100% 214% 214%
sesuai standar
Persentase Anak yang memperoleh Hak B0% 100% 125%
Pengasuhan sesuai standar
Persentase anak yang mengikuti pendidikan B0% 100% 125%

formal dan non formal
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Meningkatnya Kualitas Persentase pengaduan yang diselesaikan B0% 100% 125%

Penyelenggaraan Pemasyarakatan

di Bidang Keamanan dan Ketertiban Persentase pencegahan gangguan kamitib T0% 100% 14.3%
Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata B0% 100% 125%
tertib oleh Tahanan/Marapidana'Anak Pelaku
gangguan Kamitib
Persentase pemulinan kondisi keamanan pasca T0% 100% 14.3%
gangguan kamiib secara tuntas

Meningkatnya Pelayanan Keamanan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuli sesuai B0% 100% 125%

dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

standar Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah T0% 100% 143%
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata B0% 100% 125%
tertib oleh Tahanan/Marapidana/Anak pelaku
gangguan kamtib
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca T0% 100% 143%
gangguan kamiib secara tuntas

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 320 3a 122%

tugas dan fungsi keimigrasian di Keimigrasian di Wilayah

Wilayah i Wi

¥ Indeks Kepuasan Internal di Wilayah 312 .87 127% 1.335,000,000
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 312 3,04 126%
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Selama tahun 2022, secara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja
Kegiatan tersebut sudah tercapai sesuai dengan target yang telah
ditetapkan dan diperjanjiakan dengan pagu anggaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta sebesar Rp.
30.599.299.000 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 30.548.923.224
(99,84%). Kualitas pemanfaatan anggaran fidak direfleksikan dengan sekadar
menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian oufput
serta upaya efisiensipenyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan
dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan
berlandaskan tata nilai "PASTI yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan,
dan Inovatif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja keras
menghasikan beberapa pencapaian penting, antara lain: penyederhanaan
prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas
peraturan perundang-undangan, layanan hukum wyang mudah, cepat, dan
menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi
{layanan Administrasi Hukum Umum Online, Paspor dan ljin Tinggal Oniline,
Layanan Pemasyarakatan Online, Layvanan Permohonan Kekayaan Intelektual
Online). Beberapa layanan lainnya misalnya layanan bantuan hukum,
perpustakaanhukum, pelayanan pengaduan masyarakat, layanan komunikasi hak
asasi manusia, dan publikasi penelitian, kini sudah dapat diakses masyarakat

gecara mudah dan cepat.
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"PRESTASI YANG DIPEROLEH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022"
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Karmwil Kemenkumham DY mempercleh predikat
sehagai Kantor Wilayah yang telah melaksanakan
secara menyshuruh UPT PAS BERSIMAR (Bersih
dari Narkoba dan HP) Di tingkat UPT Lapas
Markotika Yogyakarta sebagai Terbaik || Bidang
Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan,
Bapas Kelas | Yogyskarta sebagai Balai
Pemasyarakatan (Bapas) Terbaik I, LPKA
'Yogyakarta sebagai Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA) Terbaik | Rutan Kelas [IB Wates
sehagai Terbaik Il Dalam Lomba Film Pendek. dan
Lapas Kelas IlA Yogyakarta sebagai Terbaik Il
Dalam Lomba Film Pendek serta Terbaik || Dalam
Lomba Inovasi Pelayanan Publik_

Predikat Kantor Wilayah Terbaik | diberikan
kepada Kanwil Kemenkumham DIY dalam
Pelaksanean Winena dan Anggaran Program
Pembinaan Hukum Masional di Wilayah Tahun
2021.

Penghargaan  tersebut  diberikan  Badan
Pembinaan Hukum MNasional [(BPHM) kepada
Kantor Wilayah yang telah efekiif. efisien, dan
inovatif dalam pelaksanaan program dan
anggaran Tahwn 2021. Pembenan penghargaan
kepada Kantor Wilayah didesarkan pada hasil
evaluasi dua aspek, yaitu SMART TA 2021 dan
IKPA TA 2021.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil
Kemenkumham DY, Gusti Ayu Putu Suwardani
meraih  penghargean pada acara  "Malam
Syulwran dan Anugerah Kemenkumham HOKD
Ke-TT Tahun 2022° yang diselenggarakan secara
virtual.

Pada malam anugerah tersebut, Kadiv PAS DIY
telsh meraih penghargaan Karya Dhika Madya.
Penghargaan tersebut dilberikan gtas
keberhasilannya dalam menciptakan Aplikasi
SIMONAS. SIMOMAS itu sendii  merspakan
gkronim dari  Sistem Informasi  Monitoring
Marapidana Asimilasi dan Integrasi.

Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham
O meraih penghargaan dalam acara Grand Prix
Penilaian 2022 vyang diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Megara (DUKN)
Kementerian Kewvangan RI.

Dralam kesampatan tersebut. Divisi
Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DY
meraih penghargaan atas partisipasinya sehagai
penyelenggara dalem  kegiatan  Workshop
Penilaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan di
Rupbasan Yogyakarta pada tanggal 12-13 Juni
2022,

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA xi



YN ‘A & SEPTEMBER 2022
E

1, 58 CETORER EFBR 30T

ax’ ofaT F L]

L E

Zii' KEMEMELIMH &M

Karwil Kemenkumham DIY kembali menorehkan
prestasi membanggakan. Penghargaan berhasil
diraih dalam kontestasi Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Award.

Kontestasi IKFA dan LKKL Award ini
diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi DIY. Tujuannya yaitu
memacu  satuan  kerjg  dapat  menyajikan
pengelolaan anggaran secara akuntabel dan
berkualitas.

Penghargaan yamg berhasd dirsih  Kanwil
Kemenkumham DIY peringkat terbaik 1 IKPA
Award kategori pagu besar (diatas 15 miliar)

Karmwil Kemenkumham DIY kembali menorehkan
prestasi membanggakan. Penghargaan berhasil
diraih dalam kontestasi Laporan Keuangan
Kemenierian'Lembaga (LKKL) Award Tahun
2022,

Kontestasi IKPFA dan LKEKL Award ini
diselenggarakan oleh Kanwi Ditjen
Perbendaharaan Provinsi DIY. Tujuannya yaitu
memacy  satuan  kerja  dapat  menyajikan
pengelolaan anggaran secara akuntabel dan
berkualitas.

Penghargaan yamg berhasd dirsih  Kanwil
Kemenkumham DIY peringkat 3 LEKL Award
kategori satuan kerja kecil.

Kantor Wilayah Kementerian Hukem dan HAM
DY kembali meraih prestasi membanggakan di
bidang kekayaan intelekiual. Kanwil
Kemenkumham DIY meraih penghargaan Terbaik
I Peniaian Indikator Kinera Pelaksanaan
Anggaran (IKPA} Bidang Kekayaan Inbelekiwal
Tahun 2022.

Kantor Wilayah Kementerian Hukem dan HAM
DN kembali meraih prestasi membanggakan di
bidang kekayaan intelektual Kanwil
Kemenkumham DIY meraih penghargaan Terbaik
Il Penilaian SMART Bidang Kekayaan Intelekiual
Tahun 2022.

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA xiii



KEMEMNKLIMH AR
EANWIL D, | YOG N R LAET A

Kamwil Kemenkumham DIY juga menerima
TRLRTL et L penghargaan  karena  telah  melaksanskan

B AR 8 g

e e = program unggulan terwujednya Kink Kekayaan

— — i B
- L 1

Intelektual melalui Klinik Kekayaan Intelekieal
Bergerak (Mobile Intellectual Property Clinic)
Kepala Karmwil Kemenkumham DIY Imam Jauhari
memberikan apresiasi tinggi atas dwadhnya
penghargaan ini dan berharap jajaran Kanwil tetap
bersemangat meningkatkan dan membserikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat.

-

Kantor Wilayah Kementerian Hukem dan HAM
o kembali menarehkan prestasi
membanggakan di bidang kearsipan. Kanwil
Kemenkumham DIY meraih Peringkat |
Pengawasan Kearsipan Intemnal Kantor Wilayah
Kementerian Hukuwm dan HAM Tahun 2021,
Piagam penghargaan Terbaik | Pengawasan
Kearsipan Internal diserahkan secara langsung
kepada Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Imam
Jauhar.

Prestasi membanggakan kembali dirath oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hukem dan HAM
DY Kantor Wilaysh yang dipimpin Imam Jauhari
itw berhasil meraih penghargaan Terbaik Il atas
Kinerja Berdasarkan Parameter I[KPA. SMART,
Nilai SAKIP, Nilai WBKMBBM, dan Target
Kinerja.

Rapat Koordinasi dalam rangka Pengendalian
Capaian Kinerja TA 2022 dan Penyusunan Targst
Kinerja TA 2023 Kementerian Hukum dan HAM
dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum dan
HAM Yasonna H Laoly di Grand Mercure.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
OfY yang juga meraih penghargaan Pembina
Kabupaten¥ota Paduli HAM turut berbangga dan
mengapresiasi pemernintah daerah dalam wpaya
pemajuean HAM.

Peringatan Hari HAM Sedunia ke-T4 dipusatkan di
Jakarta. Kepala Karwil Kemenkumham DIY imam
Jauhar menegaskan pihaknya selaku pembina
KabupatenMota Peduli HAM akan tems
berkomitmen memajukan hak asasi manusia
unituk sEMAa orang.
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A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instasni Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuanfsasaran
strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja merupakan salah satu sub sistem SAKIP yang akan
menghasilkan suatu laporan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan salah
satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan
kepada setiap manajer/pejabat pada organisasi sektor publik. Pelaporan
kinerja adalah bentuk akuntabilitaz dari pelaksanaan tugas dan fumgsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Hal terpenting yang diperukan dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja. Pelaksanaan penyusunan laporan
kinerja didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Momor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Peranjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan pelaporan kinerja selain memberikan
informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai juga sebagai wupaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam hal peningkatan kinerja.

Kondisi Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia vaitu Aparatur Sipil Negara
mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi
mengingat tugastugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 1
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berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2022.

1) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT D.. Yogyakarta berdasarkan jenis

kelamin

Gambar 1.1 Total Pegawai Kanwil Kemenkumham D.l. Yogyakarta

TOTAL PEGAWAI 1.323

1 Kantor Wilayah JUMLAH PEGAWAI

1 Kantor Imigrasi PRIA : 913

3 Lapas WANITA : 410

1 Lapas Narkotika

1 LPKA . QSTRUKTUR.&L : 159

1 Lapas Perempuan L JFT : 2535

2 Bapas JFU : 909

3 Rutan

4 Rupbasan KANTOR WILAYAH : 220
UPT : 1103

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Jajaran Kanwil Kemenkumham D.l. Yogyakarta

NO SATUAN KERJA LAKI-LAK] |PEREMPUAN | TOTAL
1 KANWIL KEMENKUMHAM DL YOGYAKARTA 120 100 220
Z | KANIM KELAS I TPl YOG YAKARTA 61 42 103
3 | LAPAS KELAS IIAYOGYAKARTA 103 20 132
4 | LAPAS NARKOTIKA KELAS 1A YOGYAKARTA og 23 121
5 | LAPAS KELAS IIB SLEMAN oo 22 112
G | LAPAS PEREMPLUAN KELAS IIB YOGYAKARTA 18 48 56
7 | LPKAKELAS Il YOGYAKARTA 45 -] o6
2 | BAPAS KELAS | YOGYAKARTA ar 43 a0
2 | RUTAM KELAS IIA YOGYAKARTA 74 1 85
10| RUTAM KELAS IIB WATES 51 15 56
11| RUTAN KELAS IIB BANTUL 62 18 a0
12 | LAPAS KELAS IIB WOMNOSARI 68 11 70
13 | RUPBASAN KELAS | YOGYARARTA 19 10 20
14 | RUPBASAN KELAS Il WATES 14 5 10
15 | RUPBASAN KELAS Il BANTUL 16 7 23
16 | RUPBASAN KELAS [l WONOSARI 13 ] 18
17 | BAPAS KELAS Il WOMNOSARI 21 13 34

TOTAL 213 410 1323

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 2
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Grafik 1.3 Jenis Kelamin Jajaran Kanwil Kemenkumham D.l. Yogyakarta
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2) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT D.l. Yogyakarta Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
D.l. Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 1.4 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

NO SATUAN KERIA SMA| D1 | D2 | D3 | D4 | 51 | 52 | 53
1 | KANWIL KEMENKUMHAM D.LY EE il E] 1 |107] 70 1
2 | KANIM KELASITPIYOGYAKARTA | 15 | O il [ 12 (60 ] 10| 0
3 | LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA 72| 0 0 3 1 |47 | 10| 0
4 | LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YK 7 | D 0 7 0 || 7 0
5 | LAPAS KELAS IIB SLEMAN L] 1 ] 6 o | 46| & ]
6 | LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YK 41 | o0 il 3 o | 19 ? 0
7 | LPKA KELAS Il YOGYAKARTA 17| D il ? I EE 1 0
8 | BAPAS KELAS | YOGYAKARTA 11 | 0 0 4 p | 52|13 |0
9 | RUTAN KELAS 1A YOGYAKARTA 1 | 0 ] 3 o | 24 z 1
10 | RUTAN KELAS |IB WATES 40 | O i 2 oo 22 ? 0
11 | RUTAN KELAS |IB BANTUL 48 | 0 il 3 o | ? 0
12 | LAPAS KELAS IIB WONOSARI 43| o i] 3 L] 1 0
13 | RUPBASAM KELAS | YOGYAKARTA | 12 | 0O 0 4 1 1 1 0
14 | RUPBASAN KELAS Il WATES 7 0 1] 0 o |1 1 ]
15 | RUPBASAN KELAS Il BANTUL 12 | D i] 0 0 |11]| o 0
16 | RUPBASAMN KELAS Il WONOSARI [ 0 il 0 o |w]| o0 0
17 | BAPAS KELAS || WONOSARI & o i 2 | t 0

TOTAL 530 | 1 0 | 57 | 15 (577|145 2
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Grafik 1.5 Jumlah pegawai Kanwil dan UPT D.l. Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan
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3) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT D.l. Yogyakarta Berdasarkan Eselon
Tabel 1.6 Jumlah pegawai berdasarkan Eselon

3

SATUAN KERJA

F
F
5
5
=
w
=

KANWIL KEMENKUMHAM DY

KANIM KELAS | TPl YOGYAKARTA

LAFPAS KELAS 1A YOGYAKARTA

LAPAS NARKOTIKA KELAS 1A YK

LAPAS KELAS IIB SLEMAN

LAPAS PEREMPUAMN KELAS 11B YK

LPKA KELAS Il YOGYAKARTA

BAPAS KELAS | YOGYAKARTA

=Rl Rl L=l LN B R L R

RUTAM KELAS IIA YOGYAKARTA

o

RUTAM KELAS IIB WATES

-
=y
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-
2% ]
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-
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o
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Grafik 1.7 Jumlah pegawai berdasarkan eselon
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4) Jumlah Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada Kantor Wilayah

Tabel 1.8 Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada Kantor Wilayah

NO MNAMA JABATAN JUMLAH
1 | Perancang Peraturan perundang-undangan Pertama 16
2 | Perancang Peraturan perundang-undangan Muda 1"
3 | Penyuluh Hukum Pertama 1
4 | Penyuluh Hukum Muda 12
5 | Penyuluh Hukum Madya 1
& | Analis Hukum Pertama -
7 | Analis Hukum Muda 4
8 | Analis Hukum Madya 3
9 | Analis Keimigrasian Madya 1
10 | Analis Keimigrasian Muda 2
11 | Analis Kepegawaian Pertama 2
12 | Analis Kepegawaian Muda 5
13 | Arsiparis Ahli Pertama 6
14 | Arsiparis Ahli Muda 2
15 | Analis Anggaran Pertama 1
16 | Paranata Komputer Pertama kS
17 | Paranata Komputer Muda 2
18 | Pengelola Pengadaan Barang dan JAsa Pertama 3
19 | Pengelola Pengadaan Barang dan JAsa Muda -
20 | Pranata Humas Pertama 1
21 | Pranata Keuangan APBN Trampil 1
22 | Pembimbing kemasyarakatan Madya 1

TOTAL a7
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Perancang Peraturan perundang-undangsn Pertama
FPerancang Peraturan perundang-undangan Muda
Penyuluh Hukum Pertsma

Penyuluh Hukum Muda

Pemyuluh Hukum Madya

Analis Hukum Pertama

analis Hukum Muda

Analis Hukum Madya

Analis Keimizrasian Madya

Analis Keimigrasian Muda

Analis Keperawaian Pertama

Analis Kepepa Muda
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Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Buda
Pranats Humas Pertama

Pranata Keuangan AFEN Trampil

Pembimbing kemasyarakatan Madya
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3) Jumlah Pegawai Kanwil dan UPT D.l. Yogyakarta berdasarkan Golongan
Tabel 1.10 Jumlah pegawai Kanwil dan UPT D.l. Yogyakarta berdasarkan Golongan

NO SATUAN KERJA Il mn v
1 | KANWIL KEMENKUMHAM DU, YOGYAKARTA 26 159 36
2 | KANIM KELAS | TPI YOGYAKARTA 10 89 -
3 | LAPAS KELAS 1A YOGYAKARTA 38 89 6
4 | LAPAS NARKOTIKA KELAS 1A YOGYAKARTA 43 64 5
5 | LAPAS KELAS |1B SLEMAN 33 75 -
& | LAPAS PEREMPUAMN KELAS IIB YOGYAKARTA 43 21 2
7 | LPEA KELAS Il YOGYAKARTA 35 21 1
& | BAPAS KELAS | YOGYAKARTA 7 63 10
% | RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA 32 3l 0
10| RUTAN KELAS IIB WATES 24 42 0
11| RUTANM KELAS IIB BANTUL 30 49 1
12| LAPAS KELAS 1B WOMNOSARI 30 50 0
13 | RUPBASAN KELAS | YOGYAKARTA 7 22 0
14 | RUPBASAN KELAS Il WATES L 14 1
15| RUPBASAN KELAS Il BANTUL L 19 0
16 | RUPBASAN KELAS I WONOSARI 9 9 0
17| BAPAS KELAS Il WONOSARI 5 28 1

TOTAL 386 837 71

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA
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Grafik 1.11 Jumlah pegawai Kanwil dan UPT D.l. Yogyakarta berdasarkan Golongan
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Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Momor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan instansi veriikal
Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yvang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh secrang Kepala
Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah waitu melaksanakan tugas dan fungsi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl dalam wilayah provinsi dengan
berdasarkan dari kebijakan Mentern Hukum dan HAM Rl vaitu perundang-
undangag vyang berlaku. Dalam melaksanakan ftugasnya, Kantor Wilayah
menyelenggarakan fungsi antara lain :

4. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;

b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan
intelektual, dan pemberian informasi hukum;

c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah , pengembangan
budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis
di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang
Keimigrasian dan Bidang Pemasyarakatan;

e. Penguatan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan
penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak
asasi manusia; dan

f. Pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh
para koordinator yaitu Koordinator Administrasi, Koordinator Pemasyarakatan dan
Koordinator Keimigrasian. Pada saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia istilah
Koordinator dirubah menjadi Divisi masing-masing divisi dipimpin oleh seorang

Kepala Divisi. Divisi-divisi tersebut terdiri dari:

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 13
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1. Divisi Administrasi, yang mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah

dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan wyang
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;

2. Divisi Pemasyarakatan, yang bertugas membaniu Kepala Kantor Wilayah
dalam melaksanakan sebagian tugas HKantor Wilayah di bidang
Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pemasyarakatan;

3. Divisi Keimigrasian, vang beriugas membaniu Kepala Kantor Wilayah dalam
melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi;

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang bertugas membaniu Kepala Kantor
Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang
Pelayanan Hukum dan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DL
Yogyakarta saat ini mebawahi sebanyak 16 (enam belas) Unit Pelaksana Teknis
yang terdiri dari 3 (tiga) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), 1 ({satu) Lembaga
Pemasyarakatan Markotika (LAPAS NARKOTIKA), 1 (satu) Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPEA), 1 (satu) Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan (LPP), 3 (tiga) Rumah Tahanan Negara (RUTAN), 2 (dua) Balai
Pemasyarakatan (BAPAS), 4 (empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Megara (RUPBASAMN), 1 {satu) Kantor Imigrasi (KANIM}).

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional yang terdapat di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.. Yogyakarta ©
1. Fungsicnal Perancang Peraturan perundang-undangan Pertama;

2.  Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan Muda;

Fungsicnal Penyuluh Hukum Pertama;
4. Fungsional Penyuluh Hukum Muda;
Fungsicnal Penyuluh Hukum Madvya;

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 14
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6. Fungsional Analis Hukum Pertama;

7. Fungsional Analis Hukum Muda;

8. Fungsional Analis Hukum Madya;

9. Fungsional Analis Keimigrasian Madya;

10. Fungsicnal Analis Keimigrasian Muda;

11. Fungsional Analis Kepegawaian Pertama;

12. Fungsional Analis Kepegawaian Muda;

13. Fungsional Arsiparis Ahli Pertama;

14. Fungsional Arsiparis Ahli Muda;

15. Fungsicnal Analis Anggaran Pertama;

16. Fungsional Paranata Komputer Pertama;

17. Fungsional Paranata Komputer Muda;

18. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan JAsa Pertama;
19. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan JAsa Muda;
20. Fungsional Pranata Humas Pertama;

21. Fungsional Pranata Keuangan APEN Trampil;

22. Fungsional Pembimbing kemasyarakatan Madya.

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 15
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5. Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unit
vang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis
penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala
Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Divisi Terkait.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta
terdiri atas 16 (enam belas) Unit Pelaksana Teknis diantaranya:

Unit Pelaksana Tekniz Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta

Tabel 1.12 Alamat Kantor Wilayah dan UPT di D.L. Yogyakarta

1 | KANWIL KEMENKUMHAM D1 JI. Gedonghkuning Mo 148 Yogyakarta 55171
YOGYAKARTA Telpon (0274) 378431 Faximile ([0274)
aTe432
3 | LAPAS KELAS A YOGYAKARTA Jalan Tamansiswo Momor 6 Yogyskaria
55111 Telp. (0274) 376126-375802 Fax
(0274) 376126
Email 1 iogiaffigyal

Alamat Bedingin, Sumberadi, Miati, Slaman
55288 Yogyakarta TelpFax : (0274) B67585
Email : lapas slemani@yahoo.co.id
Website - www lapassleman. com

55811 Telp/Fax : (0274) 391210 Email :
Ipkajogia@omail. com

0 | RUTAM KELAS A YOGYAKARTA Jalan Taman Siswa MNo. 6A Yogyakarta Telp.
(0274) 450247 Fax (0274) 450248
Email : rutanjogiai@amail.com
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11 | RUTAN KELAS lIE BANTUL

15 | RUPBASAN KELAS |l BANTUL

13 | RUPBASAN KELAS | YOGYARARTA

Jalan  Guwosari Bantul Telp.
(0274) 6462012 Faks : 6461011
Email : rutan.bantul@yvahoo.co.id

Jalan Tamansiswa Mo. 8 Yogyakarta 55111
Telp. (0274) 410435 - 389170
£ rupbasanykiflgmail.com,

Website : www.rupbasanjogja.com

Jalan Srandakan Pandak Wijrejo Pandak
Bntul 55761 Telp'Faksimile - (0274) 6462378
Email : rupbasanbantul@yahoo.com

17 | BAPAS KELAS 1| WOMNOSARI

55811 Telp./Fax : (0274) 302020
Email : bapaswonosarif@yahoogmail.co.id

C.Mak=sud dan Tujuan

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

D.l. Yogyakarta memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Sebagai acuan Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta dalam menyusun

laporan kinerja;

b. Terdapat keseragaman Laporan Kinerfa Instansi Pemerintah (LkjIP) di

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia D.l. Yogyakarta;

c. Untuk memantau keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia.
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Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap
Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu
pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel,
Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

1. Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas
sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai
hasil prima melalui kerja sama;

2. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan,
perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;

3. Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yvang
harmonis dengan pemangku kepentingan wuntuk menemukan dan
melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;

4. Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkaitkebijakan,
proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas
publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai denganketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

5. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui
inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia D.I. Yogyakarta yaitu:
1. Pembentukan Hukum
2. Pelayanan dan Penegakan Hukum
3. Pemajuan Hak Asasi Manusia

4. Dukungan Manajemen

E. Isu Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D..
Yogyakarta wajib melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia
sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden

dan Wakil Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Momor 44 Tahun 2015

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 18
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Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Rl dalam wilayah provinsi dengan berdasarkan dari kebijakan

Menteri Hukum dan HAM Rl yaitu perundang- undangan yang berdaku.

Beberapa isu strategis di dalam pelaksanaan tugas Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia antara lain:

1. Perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan sebagai landasan
operasional seluruh aktivitas pemerintah;

2. Penguatan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai
Ceniral Authority;

3. Peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik;

4. Peningkatan kualitas penindakan pelanggaran keimigrasian, kekayaan
intelektual, dan pemasyarakatan;

5. Rekomendasi penanganan penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi
manugia serta peningkatan kesadaran hak asasi manusia;

6. Peningkatan kualitas kesadaran hukum masyarakat; dan

7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomeor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Megara dan Peraturan Presiden Momor 44 Tahun
2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian
Hukumdan Hak Asasi Manusia menjalankan tugas dan fungsi di bidang hak
asasi manusia, bidang peraturan perundang-undangan, bidang administrasi
hukum umum, bidang kekayaan intelektual, bidang pemasyarakatan, dan

bidang keimigrasian.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Permasalahan’ Hambatan, Upaya dan Saran Pelaksanaan Tugas dan Fungsii
Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta antara

lain :
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Tabel 1.13 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Administrasi

PERMASALAHAN 2022

1. Satuan Kerja belumn melakukan input SK

PSP kedalam aplikasi SIMAMN

2. Satuan Kerja belumn melakukan input SK

PSP kedalam aplikasi SIMAN

3. Adanya pergantian operator BMM sehingga

usulan Penetapan Status Penggunaan
BMM yang sudah dibuat cleh operator lama
balum dilanjutkan cleh operator yang baru

4. Banyaknya Satuan Kerja yang kurang

menyadan adanya ketidaksesuaian
realisasi dengan Rencana Penarikan Dana
yang tercantum pada Hal Il DIPA sehingga
berpotensi menimbulkan GAP mebebihi 5%
yang akan berakibat pada rendahnya nilai
indikator Rewisi Hal lll DIPA

5. Banyaknya Satuan Kerja yang belum

memahami adanya perubahan target
penyerapan anggaran per triwulan yang
pada tahun - tahun sebelumnya hanya
dihitung 15% dan total realisasi tiwulan 1,
namun sekarang dihitung berdasarkan akun
belanja 51

sebesar 20%,

belanja 52

sebesar 15% dan

belanja 53

sebesar 10% di triwulan |- Hal ini berpotensi
pada rendahnya nilai indikator penyerapan
Bnggaran.

.Jangka waktu antara usulan dan terbitnya

5K PSP, baik di pengelola barang (KPEMNL
‘fogyakarta) maupun di pengguna barang
(Sekretariat Jenderal Kemenkumham)

.Pagu kegiatan belanja barang dan maodal

terkena blokir (tanda bintang) sehingga
satuan keria tidak dapat merealisasikan

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA

. Terlaksananya  pembayaran

CAPAIAN TAHUN 2021
Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan secara tepat
wakiu;

2. Terselesaikannya pagu minus belanja pegawai

pada Kanwil dengan cepat;

Gaji dan
Tunjangan Belanja Pegawai secara tepat
wakiu;

; P'eng.;nanan BMN pemasangan papan nama

untuk Tanah Megara dan Rumah Negara di
lingkungan Kanbtor Wilayah Kemenberan
Hukum dan HAM D.1. Yogyakaria;

1.

a.

B
10

h KEMENKUMHAM

Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2022

CAPAIAN TAHUN 2022
Pelaksanaan  kegiatan Pengusulan
Pen Status  Penggunaan BMN
sejak usulan hingga diterbitkannya Surat
Keputusan Penatapan Siatus
Penggunaan BMN sebagaimana data
terlampir, maka masih ada beberapa
Satuan Kera yang belum mealakukan
usulan PSP BMN dan ada pula yang
sudah melakukan usulan PSP BMN
namun Surat Keputusan belum keluar

_ Milai IKPA Kantor Wilayah Kemenierian

Hukum dam HAM DUl Yogyakara TA.
2021 adalah sebesar 85,50.

Kanwil HKemenkumham DIY kembali
menorehkan prestasi  membanggakan.
Penghargaan berhasll diraith dalam
kontestasi Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Award.

. Penghargaan yang berhasil diraih Hamwil

Kemenkurmham DIY peringkst terbaik 1
IKPA Award kategon pagu besar (diatas
15 miliar).

. Penghargaan yang berhasil diraih Kaneil
Kemenku

mham DM peringkat 3 LKKL
Award kategor satuan kena kecil

. Terlaksananya Kegiatan Rekonsiiasi dan

PenyusunanLaporan Keuangan secara
akurat dan tepat wakiu

. Terlaksananya pembayaran Gaji dan

TunjanganBelanja Pegawai secara tepat
waku

Terselesaikannya pagu minus belanja
pegawai pada

Kanwil DIPA Setjen secara tepat wakiu

Terlaksananya Inventarisasi BMN di
sehunuh satuan keria Kanrevil
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anggaran padahal pagu kegiatan yang
terkena blokir masuk dalam penghitungan
nilai realisasi anggaran sehingga
menyebabkan rendahnya nilai realisasi

anggaran.

B.Realisasi anggaran yang tidak
memperhatikan perencanaan (Rencana
Penarikan Halaman Il DIPA) sehingga
menyebabkan adanya gap/sslisih/ deviasi
antara realisasi anggaran dengan rencana
penarikan dana.

9. Operator yang kurang tanggap untuk segera
mengusulkan PSP karena di UPT operator
juga merangkap tugas yang lainnya

10. Operator BMN tidak segera melakukan
usulan PSP BMN ke Kanwil segera setelah
adanya pembelian atau transfer masuk BMN

11. adanya gap/selisih/ deviasi antara realisasi

anggaran dengan rencana penarikan dana

12. Pﬂnggunaﬂn UPITUP yang tidak maksimal
(realisasi belanja UPITUP tidak sama
dengan permintaan UPTUP)

Subbagian 1. Sempat terjadi kendala dikarenakan yang

Kepegawaian, Tata melaksanakan kegiatan dan yang menyusun

Usaha, dan Rumah laporan berbeda bagian

Tangga 2. Wakiu pelaksanaan kegiatan
workshop/sosialisasi mengingat banyaknya

kegiatan

3. Banyaknya instansi yang berkepentingan
terhadap lalu Entas ocrang. kebijakan instansi
yang beragam, beragamnya program dan
kegiatan pengawasan, data dan informasi
yang tersebar di berbagai instansi tidak
adanya keseragaman standar pelayanan dan
prosedur pemeriksaan lalu lintas orang,
sistem perlintasan orang yang behsm
terintegrasi, dan keterbatasan sumber daya
(orang. anggaran dan Sarana prasarana).

4. Unit Pelaksana Teknis belum secara penuh
menerapkan dan mempedomani 4 Pilar
Kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis

5. Pejabat dan Pengelola Arsip balum
sepenuhnya memahami dan melaksanakan

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA

. Terselenggaranyan

pelayanan publik di
subbag kepegawaian, tata usaha dan rsmah
tangga:

. Terselesalkannya proses kenaikan panghat

tepat wakiu;

. Penyelesaian administrasi surat masuk dan

keluar pada subbag kepegawaian.

4 KEMENKLUMHAM

Kemenkumham D Yogyakarta

1. Terselenggaranyan pelayanan publik
dengan penggunaan Aplikasi berbasis
papper less (intemal dan eksiernal) di
subbag kepegawaian, tsta usaha dan
rumah tangga

2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM DY kembali menorehkan prestasi
membanggakan di bidang kearsipan.
Kanwi Kemenkumham DIY meraih
Peringkat | Pengawasan Kearsipan
Internal Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Tahun 2021,

3. Terselesaikannya  proses  kenaikan
pangkat tepat waktu dengan penggunaan
aplikasi berbasis papper less

4 Terselesaikannya Proses Pensiun
Pegawai yang tepat waktu dan sesuai
ketentuan, dengan aplikasi berbasis
papper less.

5 Penyelesaian administrasi  surat



. Masih luwrangnya pemahaman

peraturan terkait pengalolaan arsip dinams

. Barana dan prasarana yang belum
memenuhi standar
. Kegiatan sosialisasi  belum dapat

menghadirkan narasumber baik dan BPKEP
ataupun dari Inspektorat Jenderal

. Belum adanya akun anggaran khusus untuk

pengawasan kearsipan (akun tersendiri);
tentang
Pengelolaan Kearsipan di Unit Pelaksana
Teknis.

10.Wakiu pelsksanaan yang singkat dan fdak

11.Milai pengawasan
Subbagian Program 1.

dan Pelaporan

hadimya kepala satuan kerja baik langsung
maupun virtual

mayoritas  mendapat
predikat C (kurang).
Kioordinasi Unit Eselon | terkait Penyusunan,

Pengelolaan anggaran serta
PerencanaanAnggaran befum terstruktur

. Sering teradi revisi yang menyesuaikan
butuhan

denganke

Perubahan Postur  anggaran  yang
berdampak pada penyusunan RKA-
K/L;Ketidakpastiannya wakiu penganggaran;

. Belum adanya SOP penyelesaian TLHP

Audit ljen maupun Pemeriksaan BPK

. Kurangnya koordinasi satker yang terdapat

temuan dalam kesesuaian pemenuhan
rekomendasi pen

yelesaian
. Kurang optimalnya peran satgas SPIF dalam

melakukan pemantauan
kegiatan pengendalian

pengawasan

. Terdapat ketidaksesuaian Format
penyusunan laporan  sesuai  dengan
Parmenkumham yang berlaku
Pengawssan dan  koordinasi  dalam

pelaksanaan tusi pengadaan barang dan
jasa pada satuan kerja masih bedum opimal
sehingga masih  berpotensi  teqadinya
kesalahan dalam penggunaan akun belanja
modal yang tidak sesuai

. Belum adanya pendampingan dalam

penyusunan  Penilsian  Lembar Kerja
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3. Penandatanganan Pe

NCANENGaEn
Pembangungan Zonalntegritas dan Pakta
Integritas serta Sosialsasi Pembangunan
Zona Integritas;

. Peneliian Pagu Indikatif TA 2022;

4
5. Rapat evaluasi serapan anggaran semester I;
6. Supervisi RIAKL Pagu Anggaran TA 2022;
T
B

. Rapat Evaluasi Semester || TA 2021;
. Menyusun DB, PP, dan kalender kenja;

9. Terlaksananya Supervisi analisa Kebutuhan

Tahun 2023;

10.Tersusunnya berbagai Laporan pada Kantor
Wilayah (Rencana Strategis Kantor Wilayah
Tahun 2021, Perjanjian Kinerja, Laporan
Kinerja, Laporan Target Kinerja;

4 KEMENKLUMHAM

masuk dan keluar
kepegawaian.

pada subbag

1. Presiasi membanggakan kembali diraih
oleh Kantor Wilayah Kementarian Hukum
dan HAM DI¥. Kantor Wilayah yang
dipimpin Imam Jauhari itu berhasil meraih
penghargaan Terbaik Il atas Kinerja
Berdasarkan Parameter IKPA, SMART,
MNilai SAKIP, Nilai WBHK/WBEBM, dan
Target Kinerja.

2. Perjanjian kinarja tahun 2022;

3. Analizsa  kebutuhan  Anggaran

Rencana Kena TA 2023;

Penandatanganan Pencanangan

Pambangungan Zona Integritas dan Pakia

Integritas serta Sosialisasi Pembangunan

Zona Integritas;

Panelifian Pagu Indikatif TA 2023;

Supervisi RKAKL Pagu Anggaran TA

2023;
. Rapat Evaluasi Semester Il TA 2022;
Menyusun DB, PP, dan kalender kerja;
Terlaksananya Supervisi analisa
Kebutuhan Tahun 2023;
10.Tersusunnya berbagai Laporan pada
Kanior Wilayah (Rencana Strategis Kantor
Wilayah Tahun 2022. Perjanjian Kinera,
Laparan Kinerja, Laporan Target Kinerja);
11.Teraksananya Monitoring Penginputan

dan

-

mme @
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Subbagian Hubungan
Masyarakat,
Reformasi Birokrasi,
dan Teknologi
Infarmasi

Evaluasi SPIP  pada saluan  kera
dikarenakan belum terdapat petunjuk teknis
dalam penyusunan di tingkat Unit Pelaksana
Teknisi

10.LHE penilsizn Mandiri Maturitas SPIP belum

11.Kurangnya kordinasi Pen
1.

. Terdapat

dapat diterapkan secara menyeluruh pada
UPT di Ingkungan Karwil Kemenkumham
D.1.¥ogyakarta

SPIP
di kanwil Kemenkumham 0| Yogyakaria
Belum tersedianya alokasi anggaran khusus
pengelolaan pengaduan melalui  aplikasi
LAPOR! seperti anggaran peningkatan
kompetensi pelugas layanan pengaduan.
ketidaksasuaian Format
penyusunan laporan  sesual  dengan
Permenkumham yang berlaku

. Kurangnya tingkat pemahaman dari masing-

msaing unit  pemilik rsiko  dalam
mengidentifikasi msiko.penyebab  dampak
serta bentuk pengendaliannya

. Pengendalian mnsike yang telah disusun

dalam Matriks Manajemen Risiko belum
sepenuhnys dilaksanankan secara optimal
dalam satiap pengambilan kebijakan maupun
pelaksanaan tusi dalam ranghka
meminimalisir terjadinya risiko

. Belum dilakukannya sosialisasi terhadap

hasil dari proyek persbahan “Aplikasi Dataku”
dikarenakan masih diperiukan
pengembangan fitur pada aplikasi dimaksuwd.

. Pengendalian mnsike yang telah disusun

dalam Matriks Manajemen Risiko belsm
sepenuhnys dilaksanankan secara optimal
dalam satiap pengambilan kebijakan maupun
pelaksanaan tusi dialam rangka
meminimalisir terjadinya risiko
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2.

3.

Terlaksananya pengelolaan Website,
Videotron, Media Sosial, Penanganan
Pengaduan dan Pencetakan Spandukmaupun
banner sebagai sarana dalam pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik Kantor Wilayah
Kemenkwmham D.1. Yogyakaria;
Terlaksananya berbagai kegiatan
teleconference sehagal bentuk dukungan
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kanior
Wilayah terviama selama masa Pandemi
Cowid 19;

Terlaksananya pengelolaan Teknologi
Informasi Kantor Wilayah Kemenkumham D.1
Yogyakaria (pengelolaan jaringan, instalasi file
sarver, dll)

KFMFMELIMH &M

12_Terlaksananya monitoring den evaluasi
evaluasi pelaksanaan anggaran tahun

2022
13.Terlaksananya pelaporan Target Kinerja
Tahun 2022 secara tepat wakiu_

1. Teraksananya pengelolaan Websita,
\ideokron, Media Sosial

Pengaduan dan Pencetakan Spanduk
maupun banner sehagal sarana dalam

pelaksanaan Keterbukaan Informasi
Publik Kantor Wilayah Kemenkumham
D.1. Yogyakaria:

2. Terlaksananya kegiatan

berbagai
teleconfarence sebagai bantuk dukungan
terhadap sanaan fugas dan fungsi
Kantor Wilayah terutama selama masa
Pandermi Covid 19;

3. Teraksananya pengelolaan Teknologi
InformasiKantor Yilayah Kemenkumham
D.. Yogyakarta (pengelolaan jaringan,
instalasi file server, dil)
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2. DIvISI PELAYANAH HUKUM DAN HAM

KEMENKUMHAM

Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2022

Tabel 1.14 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

SUB ORGANISASI PERMASALAHAN 2022 CAPAIAM TAHUN 2021 CAPAIAN TAHUN 2022
Subbidang Pelayanan |1. Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa |1. Sosialisasi' Desiminasi Benefecial Ownership |1. Sosialisasi Kepatuhan Terhadap Profesi
Administrasi Hukum kegiatan dilaksanakan secara daring/hybrid Ambarukmo Plaza Senin, 12 Aprl 2021 Motaris  dalam Prinsip
Umum 2. Karena banyaknya Notaris yang tidak 2. Rakor MPW/MPD Peride | Royal Ambanskmo Jasa Rabu, 2 Maret

paham dalam pengisian COD dan EDD. Plaza Kamis, 25 Maret 2021 2022 14.00 WIB =/d selesai
Sehingga resiko para Notaris menjaditingdl (3 Pelaniikan Motaris Pengganti Ruang Kepals (2. Penanganan permasalshan kenotariatan
dan sangat tinggi. Kantor Wilaysh Jurm'at, 4 Juni 2021 padaMKNW
3. Banysknya masyarakat yang belum 4. Pengambilan sumpah Kewarganegaraan |3. Koordinasi dengan instansi terkait
MeTaharmi penggunien spias AU Ruang Aula Kantor Wiaysh Jum'at 17 |4. Koordinasi dengan unit pusat
Online dalam pendaftaran Perseroan 0 5 Loy T
Perorangan SEEE N
4 Susahnya mengumpulkan barkas yang 5. Sosialisasi Persercan Perorangan Hotel East (G, Pelanfikan PPNS
sudah lama, mengingat pengarsipan masih Parc Yogyakarta Selasa, 16 November 2021 |7, Pelantkan Motaris
il i 6. Rakor MPWI/MPD Periode |l Tahwn 2021 Hotel |8. Layanan AHU lainnya
%. Kurang pahammya para Motaris dalam East Parc Yogyakarta Jum'at-Sabtu, 19-20 (9. Migrasi data layanan AHU
pengisian formulir SRA sshingga membuat MNovember 2021 ) 10.Rakor MFW dan MPD
tingkat resike Motaris menjadi inggi dan 7. Pelantikan Motaris BarufNotars Pengganti 11.Diseminasi
sangat tinggi. Dinas Koperasi S5e DIY dan Persatuan (12 5osializsasi Perseroan Perorangan
6. Kaitan Perseroan Perorangan masih ban;nk Pengusaha Wanita Jum'at, 28 Okiober 2021  13. PublikasiiPameran/Helpdesk
pelaku usaha yang tidak mau mendaftar PP (8. Pelantikan Motaris Baru/Notaris Pengganii |14.Pengawasan kenotanatan pada MPD
karena takut terhadap pengenaan pajak. Dinas Koperasi Se DIY dan Persatuan
7. Kaitan dengan Pewarganegaraan dan Pengusaha Wanita Senin. 20 November 2021
Kewarganegara an masih banyak 9. Pelanfikan Motaris BaruMotaris Pengganti
W bnlugnrr_mmﬂtahm Dinas Koperasi Se DIY dan Persatuan
yanan Sacara Linline. Wanita Kamis, 2 Desember 2021
B. Pengarsipan Database para PPNS yang |4 Pelanfikan Motaris Baru/Notaris Penggant
et Dinas Koperasi Se DIY dan Persafuan
il - R Pengusaha Wanita Jum’'at, 3
8. Kmm%mdfw partai Politk | pocimkar 2021
Eda'““h‘“"“m' E“Pmd"" ik e, -,;""“""“'“" 11.Pelantikan  Motaris BaruNataris Penggant
yang masi : -
: Dinas Koperasi Se DIY dan Persatuan
NSRBI Warnita Selasa, 7 Desember 2021
10.Pengarsipan berkas data padaKantor Pangussha Wania o ¥ Dos
wilayah dan instansi terkait masih belum 12.P‘_8|.Hi]hﬂ'l Huta.na Baru/MNotaris Penggani
maksimal. Dinas Koperasi Se DIY dan Persatuan
Pengusaha Wanita kamis, O Desember 2021
Subbidang Pelayanan |1. Kondisi saat ini menunjuikkan bahwa inovasi | 1. Penanganan sduan Pelanggaran Kekayaan | 1. Direkborat Jenderal Kekayaan Intelekiual
Kekayaan Intelektual di Indonesis masih  cukup  rendah " ; og Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dibandingkan dengan potensi-potensi yang In Hakeanshan bk mecarn dan HAM Daersh Istimews Yogyakarta

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA
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ada yaiu secara administrative Indonesia
terbagi menjadi 34  Provinsi, 514
kabupaten'kota. Tersebar sebanyak 1.300
suky yang tersebar di seluruh wiaysh
Indonesia

. Jumlah permohonan semakin meningkat dan

kegiatan  implementasi  kerjasama  yg
semakin banyak, terkendala jumlah SDM
pada subbidang Pelayanan Kl

. Penyusunan deskripsi IG jambu Dalhari

terkendala penentuan pemerniksa lab standart
internasional yang berada diluar wilayah
karmia

yogys . .

. Akses data hasil kuesinoer yang masuk
sebagai  penilaian  kelayakan  pusat
perbelanjaan

. Kuota peserta Drafting Patent Camp dinilai
lkwrang banyak

. Dalam penyusunan draft Deskripsi Indikasi
Geografis dibutuhkan uji laboratorium yang
berbiaya mahal

. MIC tdak dianggarkan secara khusus
sehingga membutuhkan kolaborasi dengan
stakeholder lain

. Penyebaran  kuesioner
sampling yang banyak

membutuhkan

'y

langsung oleh pemohon kepada PPNS bidang
kekayaan intelekiual dan permohonan saksi
ahli oleh HKepolisian Daersh Istimewa
Yogyakarta pada kasus pelanggaran hak cipta
dan merek Senin, 25 Januan 2021

. Penanganan aduan Pelanggaran Kekayaan

Intedektual  dilaksanakan balk secara
langsung oleh pemohon kepada PPNS bidang
kekayaan inelekiual dan permohonan saksi
ahli oleh Kepolisian Daersh Istimewa
Yogyekarta pada kasus pelanggaran hak
cipta dan merek Senin, 26 Aprl 2021

. Penanganan aduan Pelanggaran Kekayaan

Intedektual  dilaksanakan bak secara
langsung oleh pemochon kepada PPNS bidang
kekayaan intelektual dan permohonan saksi
ahli oleh Kepolisian Daersh Istimewa
Yogyakarta pada kasus pelanggaran hak cipta
dan merek Selasa. 18 Mei 2021

Sosialisasi Pemcegahan Pelanggaran
HKekayaan  Intelekiual dengan  tema
“Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan

Musik di Indonesia” cleh Kantor Wilayah,
dengan Marasumber Agung Damar Sasongko
selaku Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan
LME  Direkiorat  Jenderal  HKekayaan
Intelektual, Yessy Gunawan  salaku
HKomisioner dari Lembaga Manajemen Kolektif
Wasional, dan Cristopores Yulianto selaku
General Manajer Hotel Tentrem Yogyakaria
serta dikuti oleh 50 peserta terdin dari :

1) pengelola pusat perbelanjaan

2) pengelola tempat karaoke

3) pengelola tempat wisata/rekreasi

_ Promosi

telah melaksanakan perjanjian Kerjasama

dengan 14 Perguruan Tinggi dan

Pemerniah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta og Dinas Penndusitnan dan

Perdagangan DIY, diantaranya adalah :

1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Istimewa Yogyakarta

2) Universitas Gajah

3) Universitas Negeri Yogyakarta

4) Universitas
Yogyakarta

5) Universitas Proklamasi 45 Yogyakaria

6) Universitas Alma Ata

T) UPN Veteran Yogyakarta

8) Universitas Atma Jaya ‘fngyd:ﬂrta

9) Institut Seni Indonesia

10) Universitas Ahmad Dahlan Tagyﬂhﬂriﬂ

11) Politeknik Kesehatan Yogyakaria

12) Universitas Amikom Yogyakarta

13) Universitas Janabadra Yogyakarta

14) Universitas Mercubuana Yogyakaria

dan Diseminasi Kekayaan

Intelektual Komunal dengan tema

“Mendorong Polensi Indikasi Geografis di

Di¥ : Tanfangan dan Rencana Aksi™

berjurniah 60 orang yang tendin dari :

1} Kepolisian Daerah D] Yogyakarta;

2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
D.1.¥ogyakarta;

3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sleman;

4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bantul;

5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kulonprogor;

Kabaspaten

G) Dinas  Perdagangan
Gunung kidul;

7) Dinas Koperasi dan UKM Daerah
Istimewa Yogyakarta;

8) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaien
Sleman;

9) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaien
Bantul;
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4) pengelola cafe dan restoran

5) managermen TViradio

G) Balai Pengelolaan Kekayaan Intelekiual

T} Kepolisian Daerah DIY

8) dan PPNS Bidang Kekayaan Intelekiual
Hotel Tenirem Yogyakarta Senin, 26 Apnl
2021

5. BEdukasi Pencegahan Pelanggaran

Kekayaan  Intelektual dengan tema
“Intelectual Property : To Promobke, To
Serve, To Protect” oleh Kantor Wilayah,
demngan Marasumber dari Dinas Koperasi dan
UMKM Daersh Istimewa Yogyakaria,
Akademisi Universitas Janabadra
Yogyakarta, dan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Daersh lsmewa Yogyakaria,
dikuti oleh 50 peserta ferdii dar Dinas
Koperasi dan UMKM DIY, UMKM se-DIY
dan Kanwil Kemenkumham DY The
Wesllake Resort Yogyakarta Kams, 19
Agustus 2021

6. Kenasama Pengawasan Potensi

Pelanggaran Kekaysan Intelektual dengan
terma “Pelindungan Program Komputer Dan
Tantangan Di Era Revolusi induskn 4.0° olsh
Kantor Wilayah, dengan Marasumber Prof
Dr. Kusrini, M.Kom dan  Universitas Amikom
Yogyakarta, Agung Damarsasongko dan
Direkiorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
dan AKBF Rianto, SH. dari Kepolisian
Daerah |stimewa Yogyakarta serta dikufi
oleh 60 peserta terdin dari;

1) Kepolisian DOaerah Daserah Istimewa

Yogyakarta;

. Koordinasi antara Kantor Wilayah

. Pelaksanaan sosialisasi dan audensi

10)Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulonprogoa;

11)Dinas Perindustrian. Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, dan Tenaga
Kerja Kabupaten Gunungladul;

12)Dinas Pertanian D.1.Yogyakaria;

13)Dings  Pertanian Pangan dan
Parikanan Kabupaten Sleman;

14)Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul;

15)Dinas ~ Pertanian dan  Pangan
Kabupaten Kulonprogo;

16)Dinas Pertanian dan Pangan Bidang
Ketahanan Pangan Kabupaten
Gunungladul;

17)Bappeda Daerah Istimews
Yogyakarta;

18)Bappeda Kabupaten Sleman;

19)MPIG Salak Pondoh Sleman;

201MPIG Gula Kelapa Kulonprogo;

21)MPIG Batik Mitik Yogyakarta;

22)MPIG Jambu Dalhari Sleman;

23)MPIG Gerabah Kasongan Bantul;

24)MPIG Kopi Merapi Sleman;

25)PPNS Kanwil Kemenkumham Daerah
Istimewa Yogyakarta;

26)Pegawai  Kanwil Kemenkumham
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta
dan Pemenntah Kabupaten Sleman ini
dilaksanakan s=bagai langkah awal terkait
penilaian potensi Jambu Dalhari unbuk
didaftarkan sebagai produk  Indikasi
Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan HAM
Rl Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-9
Jakarta Rabu-Jumat, 2-4 Februar 2022
Puloul 0800 WIB s/d selesai

potensi Indikasi Geografis di wilaysh
Daerah lstimawa Yogyakarta bertempat di
Bappeda Kabupaten Sleman pada tanggal

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA

27



KFMFMELIMH &M

2) Kejgksaan Tinggi Deersh Isfimewa
Yogyakaria;

3) Dinas Perindusirian dan Perdagangan
Daarah |stimewa Yogyakaria;

4) Dinas HKoperasi dan UKM Dasmah
Istimewa Yogyakaria:

5) Dinas Komunikasi dan Informatika
Daerah |stimewa Yogyakaria;

G) PPMS Kanwi Kemenkumham DIY;

T) Pranata Komputer Kamnwil Kemenkumham
oY,

8) Sentra Kl Universitas di Daerah lsimewa
Yogyakarts;  Hotel Grand Ashon
‘Yogyakaria Kamis, 16 Seplember 2021

7. Pemantsuwan produk kekayaan intelekiual
wilayah Pelaksanaan kegiatan diarahkan
pada pengelola pusat perbelanjaan.
pemngelola tempat karscke. pengelola tempat
wisata'rekreasi, hotel, pengelola cafe dan

restoran, manajemen TViadio oleh PPNS
Bidang Kekayaan Intelekiual Queen Resort
Kamis, 20 Mei 2021

B. Pemantsuan produk kekayaan intelekiual
wilayah Pelaksanaan kegiatan diarahkan
pada pengelola pusat perbelanjaan.
pengelola termpat karsoke, pengelola tempat
wisata'rekreasi, hotel, pengelola cafe dan
restoran, manajemen TViradio oleh PPNS
Bidang HKekayaan Intelekiual HehaSky
Jurm'at. 21 Mei 2021

0. Pemantsuan produk kekayaan intelekiual

wilayah Pelaksanaan kegiatan diarahkan
pada pengelola pusat perbelanjaan.
pengelola fempat  karaocke, pengelola
temipat wisatarekreasi. hotel, pengelola cafie

-

T Apnl 2022
Berdasarkan pengamatan  dilapangan
pada pusat perbelanjaan yang telah
dibarikan kuesioner dan penilaian hasal
kuesioner yamng masuk

bahwa terdapat 5 (§ma) Mall sahagal
pusat perbelanjaan wyang memenuhi
persyaratan layak serta dan dapat
dikategorikan mendapathan  serifikasi
pusat perbelanjaan, sebagai berikut

1} Jogja City Mall

2} Hartono Mall ¥ogyakaria

3} Mahoboro Mall

4) Plaza Ambarrukmo

5) Sleman City Hall

Pelaksanaan koordinasi persiapan Mobile
IP Clinic dilaksanakan pada tanggal 6 Mei
2022 dengan  stakeholder  Balai
Pengelolaan Kekayaan Intelekiual DY

. Pelaksanaan kegiatan Edukasi dan

Adwokasi Hak Kekayaan Intelektual Tahun
2022 bertempat di Hotel Lynn Yogyakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

_ Hasil analisa menunjukan dan

merekomendasikan 7 (tujuh) Mall fersebut
patut dan layak mendapatkan sertfikat
pusat perbelanjaan, sebagai berikut

1) Jogja City Mall

2) Harlono Mall Yogyakarta

3) Malioboro Mall

4) Plaza Ambarrukmo

5) Sleman City Hall

6) Lippo Plaza Joga

T) Galeria Mall

Kegiatan Mobile Intellectusl Propery
Clinic (MIC) / Klinik Kekayaan Intelektual
Bergerak bekenasama dengan Direkiorat
Jenderal Hekayaan Intelekiual pada
tanggal 8-12 Agustus 2022 di Hotel Royal
Ambarmukmo  Yogyekarta, Hotel Dafam
Fortuna dan Hotel Mufiara Malioboro
i

agyakarta ) )
10. Kegiatan Edukasi dan Advokasi Kekayaan

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA
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dan restoran, managemen TWiradio oleh
PPNS Bidang Kekayaan Intelektual Sugar
Excutive Club Selasa, 25 Mei 2021

. Pemantauan produk kekayaan intelektual

wilayah Pelaksanaan kegiatan diarahkan
pada pengelola pusat  perbelanjaan,
pengelola fempat karscke. pengelola tempat
wisata'rekreasi, hotel, pengelola cafe dan
restoran, manajgemen TViadio oleh PPNS
Bidang Kekayaan Intelekiual Radio Star
Jogja FM and Karacke Selasa, 25 Mei 2021

. Pemantsuan produk kekayaan intelekiual

wilayah Pelaksanaan hegiatan diarahkan

pada pengelola pusat perbelanjaan.
pengelola fempat karsoke. pengelola tempat
wisata'rekreasi, hotel, pengelola cafe dan
restoran, manajgemen TViadio oleh PPNS
Bidang Kekayaan Intelektual Turga Family
Karacke Selzsa. 25 Mei 2021

Intelakiual sebagai implementasi
Parjanjian Kerjasama antara DJKI dengan
Pemda DIY pada pasal 2 ferkait
Sosialisasi dan Penyebarluasaninformasi
di bidang Kekayaan Intelekiual berempat
di Hotel Satoria Yogyakarta pada tanggal
20 Septemnber 2022

.Koordinasi dengan stakeholder terkait
diantaranya Kabupaten Sleman
dan MPIG Jambu Air Dalhari pada tanggal
22 September 2022

12. Impelementasi pedganjian Kerjasama di

bidang pemanfaatan kekayaan intelektual
tahun 2023 mengacu peda Sasaran
Strategis Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelekiual. Unbuk
Kantor Wilayah Kementerian Hulkum dan
HAM Daerah lstimews Yogyakaria telah
13 Perguruan Tinggi dan 1
Pemenniah Daerah yaitu -
1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Istimewa Yogyakarta
2) Universitas Gajah Mada
3) Universitas Negeri Yogyakarta
4) Universitas Muhammadiyah
‘Yogyakarta
5) Universitas Proklamasi 45 Yogyakaria
6) Universitas Alma Ata
T) UPN Veteran Yogyakarta
8) Universitas Atma Jaya Yogyakarta
9) Institut Seni Indonesia Yogyakarta
10) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
11) Politeknik Kesehatan Yogyakarta
12) Universitas Amikom Yogyakarta
13) Universitas Janabadra Yogyakarta
14) Universitas Mercubuana Yogyakarta
13. Penanganan  aduan  Pelanggaran
Kekayaan Intelekiual dilaksanakan baik
secara langsung oleh pemohon kepada
PPMNS bidang kekayaan intelekiual dan
permohonan saksi shli oleh Kepolsian
Daerah Istimewa Yogyakarta pada
kasus pelanggaran hak cipta dan merek

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA
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diantaranya permintaan meadiasi kasus
pelanggaran merek “Mdalem”™ pada
tanggal 26 April 2022 dan permintaan
mediasi kasus pelanggaran hak cipla
buku “LovRinz" pada tanggal B
Desember 2022

. Kerjasama Pengawasan Pelanggaran

Kekayaan Intelektual dengan tema

“Sertifikasi Pusal Perbelanizan sebagai

Sarana  Pencegahan  Pelanggaran

Kekayaan Inielekiual” olsh Hantor

Wilayah dilaksanakan pada tanggal 25

Juni 2022 bertempat di Hotel Indoluxe

Yogyakarta.

Marasumber kegiatan i bequmlah 4

{empat) orang yang berasal dari:

1} Direkiorat Jenderal Kekayan
Intelekiual;

2) Kepolisian Dasrah DIY;

3) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan DIY';

4) Asosiasi Pengelola Pusat Belanja
Indonesia DY,

Sedangkan peserta berumlah 100 orang

yaing berdin dari -

1) Kepalisian Daerah DIY

2) Kepolisian Resort se-DIY

3) Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah Penindustrian dan
Perdagangan se-DIY

4) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan se-DIY

5) Dinas Pariwisata se-DIY

6) Manajemen Pusat Perbelanjaan se-
oy

T) PPHNS Kanwil Kemenkumham DY

Edukasi Pencegahan Pelanggaran

Kekayaan Intelektual dengan tema

“Urnpensi  Pelindungan Kekayaan

Intetekival Pada Sekior Propert™ oleh

Kantor Wilayah dilaksanakan pada

tanggal 14 September 2022 di Hotel

Eastparc Yogyakarta.
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Marasumber kegiatan i bequmiah 3

{Bga) orang yang berasal dari:

1} Direktorat Penyidikan dan
Penyelesaian Sengketa DJKI

2) DPP APERSI DIY

3} Akademis diari Universitas
Janabadra Yogyakarta

Peserta barjumlah B0 orang yang terdiri

dari :

1) Real Estate Indonesia DIY

2) Apersi DIY

3) Appemas DIY

4) APSIDIY

5) Wkatan Arsitek DIY

6) Dinas Pemukiman dan Pekerjaan
Umum DY

T) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan DIY

B) Dinas Koperasi dan LIKM DY

%) Kepalisian DIY

10) Korwas PPNS Polda DIY

11) Kejaksaan Tinggi DIY

12) PPNS Kanwil Kemenkumham DY

. Penyerahan Sedifikasi Pusat

Perbelanjaan  Berbasis  Kekayaan
Intelekiual.

_ Penyerahan Sedifikasi Pusat

Perbelanjaan  Berbasis  Kekayaan
Intelekiual di wilayah Daerah lstimewa
Yogyakarta dilaksanakan pada

14 Septemmber 2022 bertempat di Hotel
Eastparc Yogyakarta kepada 7 (tujuh)
pusat perbelanjaan diantaranya :

1) Lippo Plaza Joga

Maliobono Mall

3) Harlono Mall

4) Ambarrukmo Plaza

5) Sleman City Hall

6) Galeria Mall

7) Jogja City Mall

Pemantauan produk kekayaan
intebektnal wilayah Pelaksanaan
kegiaian diarshkan pada pengelola

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA
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Subbidang
Penyuluhan Hukum,
Banmtuan Hukwum, dan
JaringanSubbidang
Penyuluhan Hukum,
Bamtuan Hukum, dan [2.

Dokumentasi
Informasi Hukum

. Belum

. Sampai dengan tanggal 27 Maret 2022, surat

balasan (pengisian matrk Monev) dar
Pemerintah Kabu telah diterima
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DL
‘fogyakarta

Proses pembinaan swatu  Kelurahan'
kahwahan sadar hukum di DIY belum
sepenuhnya  teraksana 100%, masih
terdapat 12% dari pmilsh Kelurahan
kalurahan yang belum dilakukan pembinaan
hal tersebut terhalang dengan kondisi
Geografis dan Demografis dan Kelurahan'
Kalurahan tersebut. sehingga JFT Penyuluh
Hukum bkurang optimal dalam melakukan
pembinaan kepada Kelurahan' Kalurahan
tersabut.

adanys  koordinasi
pelaksanaan tarja Eselon | (BPHM) yang
harus dilaksanakan juga oleh Kantor
Wilayah.

. Mohon adanya kesesusian anggaran untuk

kegiatan Peresmian Kelurahan/®alurahan
Sadar Hukum pada KRO Fasiitasi Kelompok

. Pemantauan dan

Kontrak Direkir OBH
dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM DIY Tahun 2021 Jumat, 22
Januari 2021 Aula Kanwil kementerian Hukuwm
dan HAM D.1. Yogyakarta
Vitual Diseminasi  Penjaringan
Pengidentifikasian Calon Pemberi bantuan
Hukum Periode 2022-2024 10. 18, 10 februari
Aula Kanwil kementerian Hukum danm HAM

dan

Penyuluhan Hukum Rabu. 31 Maret 2021 Den
Nany Garden Restaurant Jl. Taman Siswa Mo.
T35 Yogyakarta

Pengawas Daerah di satuan kerja Kamwil
Kemenkwmham D.1. Yogyakarta Verifikasi dan
Akreditasi OBH di Wilayeh (Penjaringan dan
Pengidentifikasia n Calon Pemberi Banbuan,
Verivikasi Pemberi Bantuan Hukum Periode
Tahun 2022 s/d 2024) Selasa, 27 April 2021

pusat parhelanjaan_ pengelola tempat
karaoke, tempat
wisata/rekreasi, hotel, pengelola cafe
dan restoran. manajermen TV/radio oleh
PPMNS Bidang HKekaysan Intelekiual,
dilaksanakan pada tahwn 2022
diantaranys Hotel Dafam Signature,
Hotel Santika Wonosari, Sleman City
Hall, Jogja City Mall dan sebagainya.

. Koordinasi dengan Kepolisian Daerah

Daerah |stimewa Yogyakaria sebagai
instansi pembina Pemyidik Pegawai
Megeri Sipi dan upaya kerja sama dalam
rangka penanganan kasus pelanggaran
kekayaan intelektual serta menghimpun
data-data terkait kasus pelanggaran
kekayaan intelektual yang  telah
ditangani pemydik Kepolisian Daerah
Daerah lstimewa Yogyakarta pada tahun
2022,

1. Kegiatan Penyusunan Hasd Evabuasi

Desa Sadar Hukum Berdasarkan Syarat
Administratif berdasarkan Surat Kepala
Badan Pembinaan Hukum Masional
Momor: PHN-HN.04.04-04 Tanggal 18
Januari 2022 Perihal Pelaksanaan
Monitoring/Evaluasi serta Pembentukan
dan Pembinaan Desa'Kelurahan Sadar
Hukum dilaksanakan pada Senin, & Juni
2022 Pukul 09.00 - 12.00 WIB Ruang
Rapat Kanior Wilayah

Telah dilakukan penyerasian database
Badan Pembinaan Hukum Masional
dengan database Kantor Wilayah Daerah
Istimews Yogyakarta, dari sejumish 168
{sembilan puluh sembian) desakelurahan
yang ada di database B4
(delapan puluh empat) sudah diresmikan
sehagai Desallelurahan Sadar Hukum,
11 (sebelas) desakelurahan beham
diresmikan, sera 62 (enam puluh
sembilan) desakelurahan yang akan
diresmikan  sebagai  Desa/Kelurahan
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n dan Evaleasi Pemeriksaan

Pengawasa

Vaktuall Survey Peningkatan
Asistensi Penggunaan Layanan Informasi
Kamis, 03 Juni 2021 Aula Kanwil Kementerian
Hukwem dan HAM D.l. Yogyakarta Kegiatan
Ceramah Penyuluhan Hukum Senin, T Juni
2021 Den Many Garden Restaurant JI. Taman
Siswa Mo. 75 Yogyakarta Melaksanakan

. Kioordinasi dan Konsultasi Pengelolaan JOIH,

Perpustakaan Hukum Kamis, 01 Juli 2021
Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo

. Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah

dan Pengidentifikasia n Calon

(Penjaringan

Pemben Bantuan. Verivikasi Pemberi Bantuan
Hukum Perode Tahun 2022 sid 2024); Jumat,
27 Agustus 2021

. Verifikasi Faktual Dokumen OBH Rapat

Paripurna Pembentukan Kalurahan Sadar
Hukum (Kadarkwm) Kamis, 19 Agustus 2021
Warung Bu Baha JI. Garueda No. 3 Jogoragan,

, Yogyakarta

Kotageds ) i
. Pemantauan dan Evaluasi Oleh Panitia

Pengawas Daerah Selasa, 05 Okiober 2021
Rutan Wonosari dan LPP Yogyakaria

. Bantuan Hukwm Litigasi dan Mon Libgasi

Oktober — Desember 2021

1)

2)

Telah diaksanakan 93 (sembdan puluh
tiga) kegiatan bantuan hukum Bigasi oleh
21 (dua puluh satu) OBH Terakreditasi
Penode 2019-2021 yang berupa
kegiatan bantwan hukum litigasi perkara
pidana dan perkara perdata pada tahap
penyidikan dan persidangan;
Telah dilaksanakan 48 (empat puluh
delapan) kegiatan bantuan hukum non
litigasi obeh 21 (dua puluh satu) OBH
Terakreditasi Periode 2019-2021 yang
berupa kegistan penyuluhan hukum,
penelitian hukum, pendampingan di luar
parlgudllun pemberdayaan masyarakat.
negosiasi, mediasi, konsultasi hukum,
imvestigasi kasus, dan draffing dokumen.

dan HAM uniuk dietapkan dalam
Keputesan Menteri Hukum dan HAM
. Adapun 11 (sebelas) desakelurahan

KFMFNMIMHHIM

Sadar Hukwm pada 23 Juni 2022
mendatang

Adapun p-erini::iun dari sebanyak B84
(delapan puluh empat) Desa¥elurahan

yang sudah diresmikan  sebagai
Desafehmwahan Sadar Hukum tersebut
adalah i berikut:

1) 32 (tiga puluh dua) desa'kelurahan
diresmikan seperti terfuang dalam
Surat Keputesan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Momor: M.HH-
03.KP.07.05 Tahun 2011 pada tanggal
12 Februari 2011 dan Swrat Keputusan
Gubemur Daerah Istimewa
Yogyakarta Momor 1BZKEPR2010
tanggal 31 Juli 2010; dan

2) 52 (lima puluh dua) desa'kelurahan
diresmikan seperi teriuang dalam
Surat Kepubusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Momor. M.HH-
13.KP.07.05 Tahun 2013 pada tanggal
22 Agustus 2013 dan Surat Keputusan
Gubemur Daerah Istimewa
Yogyakarta MNomor S5/KEPR2013
tanggal 2T Maret 2013

Adapun 68 (emnam puluh Sembilan)

desa/kehwrahan yang akan diresmikan

telah ditetapkan dalam Surat Keputesan

Gubermur Daerah Istimewa Yogyakarta

MNomor 22/KEPY2022 tanggal 24 Januari

2022 dan telsh diajukan ke Menber Hukum

belum diakukan pembinaan sebagai
Desa¥ehwrahan Sadar Hulkum

Penandatangan  prasasfi  peresmian
kahwahan/kelurahan sadar hukum secara
mimbolis oleh Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia dalam hal ini diwakili
oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Daersh [stimews
‘Yogyakarta  disaksikan  oleh  Wakil
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. Penyerahan Anubhawa

. Penyerahan penghargaan Anubhawa

penghargaan |
. Penyerahan Surat Keputusan Menieri

KFMFNMIMHHIM

A WA

Gubermur Daerah |stimewa Yogyakarta
dan Para Kepala Divisi jajaran Hanior
¥Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Daerah lstimewa Yogyakarta

penghargaan
Sazana Kalurshan { Kelurahan berupa

piagam kepada: i

1) Gubemur DOaerah Istimewa
Yogyakarta diwakili Wakd Gubemur
Daerah Istimewa Yogyakarta;

2) Bupati Bantul;

3) Bupati Sleman melalui Sekretariat
Daerah Kabupaten Sleman;

4) Bupati Gasnungkidul melalui
Salkretariat Daerah Kabaspaten
Gununghadul;

5) Bupati Kulonprogo melalui Sekretariat
Daerah Kabupaten Kulonprogo:,

i) Pemerintah Kota Yogyakarta melalui
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sasana Kalurahan { Kelurahan berupa
medali kepada 13 (Gga belas) Mantri
Pamong Praja beseria 21 (dua puluh satu)
Panewu se-Daerah Istimewa Yogyakarta
yang ditelapkan sebagai penerima
penghargaan:

Penyerahan penghargaan Anubhawa
Sasana Kalurahan { Kelurahan berupa
medali kepada &9 (enam puluh sembilan)
Lurah se-Daerah |stimewa Yogyakarta
yang ditetapkan sebagai penenma

Hukum dan HAM Repubdk Indonesia
Momor: M.HH-04_ KP.05.03 Tahun 2022

Pemberian Penghargaan
Anubhawa  Sasana  DesaKelurahan
Prowinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2022 kepada  Gubermur,
BupatiWalikota, PanewuMantr bmma
Lurah yang ditetapkan sebagai penenma
penghargaan
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'ID.PanImimhapn:hmtm puluh
sembilan) LLurah yang
Kalurahan/Kelurahannya ditetapkan
sebagal  Kahwshan/Melurahan  Sadar

Hukum Tahun 2022

Subbidang Fasilitasi
Pembentukan Produk
Hukum Daerah

. Terkait

. Keterbatasan

kelangkapan pengajuan
permohonanan  untuk  harmonisasi  Perda
tidlek s=emua lengkap. &da beberapa

peraturan daerah yang tidak dilengkapi
Maskah akademik maupun ketengan

penjelasan.

. Proses harmonisasi di kantor wilayah behsm

sepenuhnys diaksanakan sesuai SOP dan
untuk S0P harmonisasi belum
dikomunikasikan kepada semua perancang.

. Adanya tumpang tindih kewenangan antara

kantor wilayah dengan biro hukum dalam
pelaksanaan harmaonisasi dengan
mekanisme evaluasi produk hukum yang ada
di Biro hukum.

. Perlu dilakukan pembahasan S0P terkait

pasal 58 Undang-Undang Momor 13 Tahun
2022

. Anggaran dan jumlah rneang rapat di Kanwil

tidak dapat mancukupi
kebutuhan rapat harmonisasi JF Perancang,
yang mana dalam sehari
dapat melaksanakan 5 kali rapat

sarana dan  prasarana
khususnya jumlah ruang rapat di Kanwil tidak
dapat mencukupi
kebutuhan rapat harmonisasi dibandingkan
dengan semakin banyaknya permohonan
harmonisasi yang masuk ke kanbor wilayah.

. Keterbatasan ~ SDM ik
Perancang mEupun JFU sabagai
pengadminitrasi

6.

Raker perda miesm bahas
Raperda Inisiatif DFRD Kab. Sleman tahun
2021 Ruang Sekretariat DPRD Kab. Sleman
Selasa, 05 Januari 2021

. Rapat Koordinasi Kapan Peraturan Daerah

Kab. Gunungkidul tahun 2021 Ruang Rapat

Bagian Hukum Kab. Gumsngkidul Jumat, 26
Februari 2021

. Rapat Kajian Beberapa Peraturan tentang

Penanaman Modal dan Perizinan di Daerah
terkait dengan UL Cipta Kerja dan Peraturan
Pelaksananya Ruang Rapat Lt. 2 DPMPPT
Kab. Gunungkidul Rabu. 17 Maret 2021

. Rapat Audit Kinerja Kepariwisataan DY

(Pembagian Kewenangan di Daerah terkait
Partwizata) Ruang Rapat Dinas Parwisaia
DN Senin, 28 Maret 2021

. Rapat Pengumpulan  Data Dukungan
Pemantsuan dan Ewaslussi Peraturan

n dan Raperda dengan

tema Inventarsasi  Materi  terhadap

Pemantauan dan Peninjauan UU Cipta Kerja
di DIY Ruang Rapat Lt | Biro Hukum Setda
DN Rabuw, 31 Maret 2021

Rapat |dentifikasi Perda/Perkada Tindak
Lanpst Uu Mo. 11 Th. 2020 tentang Cipia
Kerja Ruang Rapat Lt | Biro Hukum Setda
DY Kamis, 01 April 2021

. Rapat Pendampingan Produk Hukum Daerah

Tindak Lanjut UU Mo, 11 Tho 2020

tentang Cipta Kera Fuang Rapat A Biro
Hukum Setda DIY Rabu, 0T Aprl 2021

. Rapat Inventansasi Produlk Hukum Berkaitan

dengan Kemuwdahan Perzinan Berusaha
Tindak Lanjut PP Mo. 6 Th. 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berussaha di
Daerah Ruang Rapat Bagian Hukum Kota
Yogyakarta Jumat 09 Aprl 2021

1. Rapat Koordinasi dengan Bapemperda
DPFRD DIY terkait propemperda Tahun
2022 Senin, 24 januar 2022 Pukul 13.00
wib Tempat di Ruang Rapat

2. Melakukan Harmonisasi terhadap
Perancangan Peratwan Daerah. a.
Raperda fentang Cowid, b.Raperda
tentang UMililas, c.Raperda teniang
Pengelolaan Keuangan Dasrah

3. Melakukan Pemetaan terhadap 27
Rancangan Peraturan Daerah sesuai

Surat Keputusan Propemperda tahun

2022

4 Melskukan Hajian Perda
Ketertiban Limum

5. Melakukan kegiatan penilaian angka kredit
bagi perancang peraturan perundang-
undangan dengan memberikan sosialisasi
terhadap perancang fterkait penialian
angka kredit secara elektronik dan butir-
bufir kegiatan perancang peraturan
perundang- wdangan.

tentang
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9. Rapat Kgjian Perda dan Perkada Dinas PU
Kab. Gunungkidul Aula DPUPRKF Kab.
Gunungkidul Senin, 12 April 2021

10.Raker Komisi A DPRD DIY penyusunan
rekomendasi atas status kedudukan staf
pamong kahwahan Ruang Rapat Paripurna
Lt Il DFRD DIY Rabu, 05 Mei 2021

11.Rewview Perdais Mo. 1 Th. 2018 tentang
Kelembagaan Pemda DIY sebagai tindak
langt PP MNo. & Th. 2021 {tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah Ruang Rapat Lt. 2 Biro Hukum Setda
DY Kamis, 03 Juni 2021

12.Rapat Identifikasi dan Kajian atas Perda
Kabupaten Baniul Momor3 Tahun 2018
tentang Badan Usaha Milik Desa dan Perda
Kabupaten Bantul Momor 15 Tahun 2019
tentang Penyelenggaran Rwmah Susun
Ruang Rapat Komisi D DPRD Kabupaten
Bantul Jumat, 4 Juni 2021

13.Rapat Penerimaan Kunjungan DPRD Dkl
Jakarta Dalam Rangka Siudi Banding
mengenai Implikasi Undang-Undang Momor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ruang
Rapat Lt. 1 Biro Hukum Satda DIY Kamis, 10

Jumni 2021
Subbidang 1. Keterbatasan SDM diruang layanan, karena | 1. Kapan Hukwm dan Hak Asasi Manusia di | 1. Anggaran kegigtan pada
Pengkajian, Penelitian, petugas layanan juga melaksanakan tugas Wilayah Senin 1 Maret 2021 Aula Kantor penyelenpgaraan penelitian dan
dan Pengembangan dan fungsi administrarif fasilitatif Wilayah Kementerian Hukwm dan HAM Daerah pengembangan hukum dan ham diwilayah
Hukumdan Hak Asasi |2. Diberlakukannya system online sehingga Istimewa Yogyakaria pada tahun 2022 telah tercapai sesuai
Manusia jumlah pengunjung sebagai responden | 2. Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan dengan target yang diharapkan
sangat terbatas Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM | 2. Koordinasi dengan beberapa instansi

3. Berdasarkan rumusen masalash  dan (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan terkait terjalin sangat baik sehingga
pembahasan di ates penelitian ini mampu kebijakan di Wilayah Selasa. Jum'at, Jurmat, sehuruh  pelaksanaan  kegiatan dan
mengeksplorasi dan mengklarnfikasi pobensi 26 Januari, 26 Pebruari, 26 Maret Ruang Rapat koordinasi benalan baik
pelanggaran yang terqadi dengan pada dan Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum | 3. Hasil penefiian dan kajian pada tahun
berdasarkan situasi sosial yang ada saat ini, dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 tercapaisesuai dengan target yang
yaiu: 3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualiatas diharpakan.
1) Bahwa kebjakan M-Paspor merupakan Pelayanan Publik Berbasis Indeks Perspsi

bagian dar Grand Design Reformasi HKorupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Barokrasi  2010-2025 dan Road Map (IPH-IKM) Jurm'at. Jum'at, Senin 29 Januari, 26

Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan Pebruari, 20 Maret Ruang Rapat dan Aula
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bidang HKeimigrasian sebagaimana

dalam Keputusan Menter

Hukum dan Hak Asasi Manusia Momor

Mhh-1.PR.01.03 Tehun 2022 dalam

rangka memenuhi kewajiban pemerintah
dan hak konstitusi masyarakat:

2) Bahwa berdasarkan tingkatan

pengembangan, aplikasi  M-Paspor

merupakan aplikasi super app berbeda

dengan aplikasi sebelumnya  yaitu
aplikasi APAPD
3) Bahwa fasitas dan  kemudahan

pelayanan melalui aplikasi M- Paspor ini
belum dapat diakses dan dimanfaatkan
olleh WNI yang tinggal dan berada di luar

Teeged;

4) Fibwr yang terdapat dalam aplikasi M-
Paspor belum mengakomodir
perindungan kepada anak-anak dan
perempuan yang berpotensi  menjadi
korban perdagangan orang;

4. Bahwa kebijakan SPBE dalam layanan
paspor  biasa berpotensi tidak dapat
diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok
masyarakat adat yang belum mampu
menggunakan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi.

5. Kurangnya pengawasan dan pengendalian
Internal Petugas

pealayanan public;

6. Pegawai bisa memiliki akun layanan
sehingge dapat melakukan prakiek
percaloan diluar jam layanan;

7. Pembinaan fterhadap pegawai yang
melanggar etika kurang efekd.

8. Belum adanya konsep yang jelas terkait
due diligence, dan Lembaga peniaian aset
HEKI

Daerah |stimewa Yogyakarta

. Sosialisasi Hasil Peneliian Hukum dan Hak

Asasi Manusia di Wilaysh Kamis 04 Pebruan
2021. Ruang Kerja PimTi. Ruang Rapat,
Ruang Kerna Marasumber, Ruangan Masing-
masing peserta

Kajian Hukwm dan Hak Asasi Manusia di

" Wilayah Selaza, 27 Aprl 2021 Ruang Rapat

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
D Yogyakarta

. Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan

Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM
(SIPEUMHAM) yang mendukung pembuatan
kebijakan di Wilayash Rabu, 28 Aprl 2021

Ruang Rapat Kanwil
. Rapat Pembshasan Laporan Analiasis
kebijakan dan  reporting  pemanfaatan

SIPKLUMHAM April 2021

. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualiatas

Pelayanan Publik Berbasis Indeks Perspsi
Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IPK-IKM) Kamis, Kamis, Jumat 20 April. 28
Mei, 24 Juni 2021 Ruang Rapat Kanwil

KEMENKUMHAM

Subbidang Pemajuan
Hak Asasi Manusia

1. Belum tersedianya database penyandang
disabilitas beserta kompetensinya dan
Izwongan kerja yang seswal demngan ragam-
ragam disabilitas.

2. Keterbatasan fasilitas/akomodasi
penyandang disabiliias

unbuk

. Petunjuk

Pelaksanaan penyebenggaraan
program Pemajuan HAM dan Penegakan
HAM di Wilayah Ruang Rapat Kanwil peseria
15 orang Rabu. 3 Februari 2021

. Rapat Evaluasi dan persiapan Pelaporan

Capaian Aksi HAM Aula Kanwil Kementerian

2. Memberikan

1. Selalu melakukan monitoning dan evabeasi

terhadap survey IPK IKM Unit Pelaksana
Teknis secara berkala dan kontinu.

pendampingan  kepada
Satuan Kerja agar nilai hasil survey IPK
IKM dan integritas bisa maksimal guna
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. Penanguung jawab pelaporan KKPHAM
pada Kabupaten Kota bayak berubah dan
baru

. Masih banyaknya data Kabupaten hkota
yang belum sesuai dengan Indikator

. Penanguung jawab pelaporan KKPHAM
pada Kabupaten Kota bayak berubah dan
ba

ru

. Beberapa surat koordinasi belum mendapat

tanggapan dan balasan dati instansi terkait

= Pemerintah Dasrah mengalami kendala
dalam melakukan pengumpulan dan
pelaporan data pelaksanaan FAMHAM di
Daerah.

= Adanya mutasi pegawai di OPD yang
belum permah menangani aksi HAM atau
RANHANM.

_ Data dukung administrasi (selain format

pelaporan) yang cukup banyak sehingga
periu hehati-hatian

dan
ketelitian  dalam  menyiapkan  atau
melaporkan data dukung.
. Pemerintah Daerah mengalami kendala
dalam melakukan pengumpulan  dan
pelaporan data penilaian Kab'Kota Paduli
HAM di Daerah.
. Setiap OPD melakukan mulasi pegawai
tanpa adanya kaderisasi tentang Kab./kota
Paduli HAM.
= Banyaknya kasus dugaan permasalahan
HAM yang belum teraporkan.
= Anggaran untuk melakukan sosialisasi,
koordinasi, dan klarifikasi di lapangan
tidak mencukupi.
= Pemerintah Dasrah mengalami kendala
dalam melakukan pengumpulan dan
pelaporan data pelaksanaan FAMHAM di
Daerah.
= Adanya mutasi pegawai di OPD yang
belum permah menangani aksi HAM atau
RANHANM.
« Data dukung administrasi (selain format
pelaporan) yang cukup banyak sehingga

Hukum dan HAM DIY Senin, 22 Februan 2021

3. Rapat Evaluasi dan persiapan data Kabfota

Peduli HAM Resto Jogjo Khasanah Jalan

‘Wonosari Rabu, 24 Maret 2021

4. Rapat Koordinasi Keb/Kota Peduli HAM

Rumah Makan Goebog Resto, Komplek Ruko

Tandana Raya, JI. Wonosar, Banguntapan,

Bantul Selasa, 08 Aprl 2021

|5. Rapat Aksi HAM Daerah Tahun 2021 Rumah

Makan Goebog Resto. HKomplek Ruko

Tandana Raya, J. Wonosan, Banguntapan,

Bantul Kamis, 15 April 2021

6. Petunjuk Pelaksanaan penyslenggaraan
program  Pemajuan HAM dan Penegakan
HAM di Wilayah Ruang Rapat Kanwil pesera
13 orang Rabu, 3 Februari 2021

7. Rapat Evaluasi dan persiapan Pelaporan
Capaian Aksi HAM Aula Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM DIY Senin, 22 Februari 2021

8. Rapat Evaluasi dan persiapan data KabfKota

Peduli HAM Resto Jogjo Khasanah Jalan

Wonosari Rabu, 24 Maret 2021

9. Rapat HKoordinasi Keb/Kota Peduli HAM
Rumah Makan Goebog Resto, Komplek Ruko
Tandana Raya, JIl. Wonosar, Banguntapan,
Bantul Selasa, 08 Aprl 2021

10. Rapat Aksi HAM Daerah Tahun 2021 Rumah
Makan Goebog Resto. Komplek Ruko
Tandana Raya, JI. Wonosar, Banguntapan,
Bantul Kamis, 15 Aprl 2021

11. Diseminasi Hak Asasi Manusia Penguatan
Unit Pelaksanaan Teknis dalam
mengimplementasikan Pelayanan  Publik
Berbasis HAM (P2ZHAM) Wisma Tamu Dhalem

, JL Tamen SEwa Mo, 23

Yogyakaria Rabu, 16 Juni 2021

12.Rapat Telaahan Rancangan Produk Hukum
Daerah dari Berspektif HAM tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Wisma
Tamu Dhalem Pengayoman, JI. Taman Siswa
No. 23 Yogyakarta Kamis, 24 Juni 2021

13.Rapat Koordinasi persiapan Penilaian KKP
HAM Rumah Makan Bu Baha JI. Gansda,

. Melakukan

mendukung Peambangunan Zona
Integritas menuju predikat WEK WBBM.
evaluasi berkala dan
berkelanjutan unkuk tetap
mempertahanlan nilai hasil survey IPK dan
KM

. Kiegiatan analisis kebijakan dan reporting

pemanfaatan SIPKUMHAM dilakukan tiap
tiwulan oleh Tim Kapan Sipkumham
Kantor Wilayah Kementerian Hulkum dan
HAM D.1 Yogyakarta.
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periu kehati-hatian dan ketelitian dalam
menyiapkan atau melaporkan  data
dukung.

= Pemerintah Daerah mengalami kendala
dalam melakukan pengumpulan dan
pelaporan data peniaian Kab/kota Peduli
HAM di Daerah.

= Setiap OPD melakukan mutasi pegawai
tanpa adanya kederisasi tentang
Kab.kota Preduli HANM.

= Banyaknya kasus dugaan permasalahan
HAM yang belum teraporkan.

= Anggaran untuk melakukan sosialisasi,
koordingsi, dan klarifikasi di lapangan
tidak menculupi.

= Pemerintah Daerah memiliki
keterbatasan anggaran untuk perjalanan
dinas ke Jakaria.

« Banyaknya kasus dugaan permasalahan
HAM yang belum teraporkan.

« Anggaran untuk melakukan sosialisasi,
koordinasi, dan klarifikasi di lapangan
tidak mencukupi.

Plumbon, Banguntapan Bantul Yogyakarta
Senin, 23 Agustus 2021

14. Rapat Diseminasi Hak Asasi Manusia dalam
Analisis Pelayanan Publik Berbasis HAM
(PZHAM) dan kreteria Peniaian KEKP HAM
‘Wisma Tamu Dhalem Pengayoman. JI. Taman
Siswa Mo. 23 Yogyakarta Rabu, 14 September
2021

15. Rapat terkait dengan pelaksanaan hari HAM
Sedunia Ditjen HAM Senin 5.d Rabu, G-8
Desembar 2021
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Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022

Tabel 1.15 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Pemasyarakatan

5UB ORGANISASI

PERMASALAHAN 2022

CAPAIAN TAHUN 2021

CAPAIAN TAHUN 2022

Pembinaan,
Teknolegi Informasi,
dan Kerja Sama

1. Kendala masih kurangnya tempat

dan
sarpras yg harus dicerbaiki dan ditambah
guna menunjang kegiatan tersebut

. Kapasitas SDM masih kekurangan. terutama

dalam pengoperasian IT:

. Absensi pembinaan belum optimal
. Terbatasnya tempat pembinaan Pendataan

dari wali belum optimal.

1.
2.

Kenasama dengan stakeholder dalam
meningkatkanketrampilan narapidana;
Terlaksananya pemindahan narapidana keluar
wilayah DI Yogyakarta;

Terlaksanya kegiatan @ssessment dan
penempatan  narapidana dari  Lapas
umumikhusus ke lapas medium;

. Terlaksananya pemberian remisi antara lain

remisi wmum, remisi khusus hari raya. remisi

anak;

. Terlaksananya tindak lanjut pembserian ijin atas

permintaan Riset dan kunjungan Ke Lapas dan
Rutam;

. Terlaksananya kegiatan sidang TPP;

Terlaksananya kagiatan SOP

1.

Pelaksanaan  pelatihan  narapidana
berserifikat pada tahwn 2022 ini mencapai
530 narapida yang telah melaksanakan
pelatihan dan mempercleh serfifikat. Pada
pelaksanaannya disamping menggunakan
anggaran yang ada dalam DIFA masing-
masing WPT pelasthan narapidana
tersebut juga melibatkan pihak ketiga,
dengan bl.n'_yu pelatihan ditanggung oleh
pihak ketiga tersebut seperti di Lapas
Kelas 1A Yogyakarta melibatkan Rumah
BUMN Yogyakarta dan Lapas Kelas |IB
Slerman menggandeng FT. Pertamina
Lubricants guna melakukan pelatihan
tersebut. Dengan rincian i barikut
a. Lapas Kelas A Yogyakarta sebarnyak
189 orang
b. Lapas Markotika Kelas llA Yogyakaria
sebanyak 120 orang
c. Lapas Perempuan HKelas [IB
‘Yogyakarta sebanyak 70 orang
d. Lapas Kelas IIE Sleman sebanyak 92

orang
g Lapas Kelas IIB Wonosari sebanyak

79 orang
Kegiatan pelatihan kemandirian ielah
terlaksana dengan sangat baik dan dapat
diimpementasikan dalam kegiatan sehari-
hari terbukdi dengan capaian pemenuhan
Target Penyetoran PNBP kegiatan kerja
pada Lapas dan Rutan dilingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dari
target Rp. 26.005.000.- sudah terpenuhi
sebesar Rp. 31.314.100- (116,39%)
dengan catatan seluruh Lapas dan Ruian
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. Dari  kegistan-kegiatan yang telah

"ol KEMENKLMHAM

telsh mencapai kebih dari 100% dari target
utama.

dilaksanakan, dapat dilaporkan hasil

penilaian SPPN yang telah dicapai:

1} Seluruh UPT Pemasyarakstan yang
berada di Wilaysh Kemenierian
Hukum dan HAM Dasrah Istimews
Yogyakarta SEMUANYE telah
menggunakan  instrument  SPPN
(Sistem Penilaian Pembinaan
Marapidana);

2} Seluruh i telah
mendapatkan haknya berdasarkan
dari hasil penilaian pembinaan dan
tidek  mendiskriminasikan  hasil
pembinaan;

3} Hasil rekapitulasi penilaian pembinaan
narapidana di Lapas dan Rutan pﬂda
Kanwil Kemenkumham

Pambinsan Marapidana di  Kantor
Wilayah Kemenkumham DL
i

Subbidang . Belum adanya kesamaan persepsl tenfang [1. PK melakukan pengawasan melalui darng

Bimbingan dan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam sesuai dengan kontak telepon di surat jaminan D.1¥ogyakarta unktuk mengetahui

Pengentasan Anak Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan  melakukan pengawasan dengan Progress Pelaksanaan Keadilan
. Belum adanya dasar Hukum dalam bentuk |  kunjungan ke rumah klien/penjamin; Restorative Dalam  Pemyelenggaraan

undang-undang terkait mekanisme R.J

3. Telah melaksanakan kegiatan bimbingan tentang RJ yang disepakad oleh

kemandinan berupa pelatihan: semua Lembaga Hukum - Koordinasi
4. Terlaksananya PB, CB. CMB dan Komunikasi efektif antar
5. Bekerjgsama  dengan  Pokmas  unbuk Lembaga Hukum;

. PK melakukan wawancara melahs daring

secars mendalam dan mempelajari  data

tambahan dari  Wali Fas  terkai
perkembangan  klien selama  menjalani
pembinaan  di  lapasinutan (Ritwayat

Perkembangan Khen, dsb) agar mendapat
mformasi  tambahan yang  diperukan
walaupun tidak dapat beriatap muka;

ogyakarta.
- Monifonng dan Evaeluasi pada Bapas Se —

Pemasyarakatan Bagi Pelaku Dewasa
Pada Bulan Desember 2022
1) Elapaa Kelas | Yogyakarta

ada hkesamaan persepsi

tentang R.J diantara semua Lembaga

Huskurm, agar fidak  terjadi

permasalahan di '

b. Perlu dipilarkan I'I'H'I!,I'LIIEI.I'I uw
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0.

. Bekerjasaman

melakukan test unn;

. Bekerjasama dengan PKBM sesuai dengan

domisili klienanak;
dengan POKMAS unbuk
mengoptimalkanpembimbingan klien anak;

. Dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar

apparat Penegak Hukum (APH) secara
berkesinambungan dan mamiberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang hak,
kewapiban status kiien anak/ABH;
Bekerjasama dengan pokmas dan mencari
sumber laim;

10. Pembimbing Kemasyarakatan mensupport

klien wniuk mengikuti  pembimbingan
kemandinan yang diselenggarakan oleh
Bapas:

2)
a-

c. Perlu Sosialisasi dan

Pelatihan
Terpadu tentang RJ Pelaksanaan

diversi sudsh berjalan sesuai
undang-undang SPPA;

d. Pelaksanaan R.J bagi pelaku dewasa
di wilaysh D.l. Yogyskarta masih
MIHIL:

a. APH belum menyetuju tanda tangan
Mol karena belum ada Dasar
Hukurm;

f. Hasil monitoring dari Difjenpas Ke
APH di Yogyakarta dan Bapas
‘Yogyakarta akan di kaji dan evaluasi
oleh Ditjenpas untuk melaksanakan
RJ di Yogyakarta;

Bapas Kelas Il Wonosari

Pada dasamya konsep keadian

restoratif bagi peleku tindak pidana

dewasa sebagaimana yg digagas oleh
direkiorat Jenderal Pemasyarakatan
ja sama dengan Center For

Detenion Studies (COS) dan The Asia

Foundation (TAF), disambut baik oleh

aparat penegak hukum di

Wonosan  Kabupaten  Gunungkidul.

Mamun karena belum ada dasar hukum

yg houat imana Sistem Peradilan

Pidana Anak [UURI Mo. 11 Tahun 2012)

sehingga sampai saat ini masih baksm

dapat diimipbementasilan EECAlE
kongkrit, Meskipun di tiap - fiap APH
sudsh memiliki aturan tersendiri terkait
keadilan restoratif, iTIana

Kepolisian dengan Surat Edaran Kepala

Kepolisian Megara Republik Indonesia

Mo. SEBNIZ01E tentang Penerapan

Keadilan Restoratif (Restorative Justce)

dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Kejaksaan dengan Peraturan Jaksa

Agung Rl No. 15 Tahun 2020 tentang

Penghenfian Penuntutan Berdasarkan

Keadilan Restoratif dan Mahkamah

Agung dengan Keputusan  Direktur
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Jenderal Badan Peradian LUmum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Momor  1691/DJUSKIPS.00/M 1212020
Tentang Pembierlakuan  Pedoman
Penerapan Keadilan Restoratif
(restorative Justice), karena aburan di
fiap APH memiliki standar dan motivasi
tersandiri;

Untuk  menindaklanjuti hal tersebut,
maka ketua Pengadian Negeri
Wonosari, dalam pertemuan tersebut,
bersedia untuk menginisiasi  dan
mengembatani pertemuan antar APH
untuk menyamaksn persepsi  dan
pemahaman serta teknis pelaksanaan
keadilan restoratif, agar nantinya tidak
menimbulkan permasalahan di
kemudian hari. Karena tidak menutup
kemunghkinan akan terjadi perselisihan
antar APH, jika tala cara dan
mekanismenya tdak diatur sedemikian
rupa berdasarkan konsensus bersama;

. Untuk Penghentian perkara tindak

pidana pelakuy dewasa di tingkat
pengadilan dengan alasan keadilan
restoratif, sampai saat ini tidak memiliki
dasar hukum yang kuwat. meskipun pka
nantinya keadilan restoratif  dapat
dilaksanakan, maka sebaiknya
dilakukan sebagaimana proses diversi
yaitu dengan penetapan hakim: dan
Untuk =aat ini, implementasi keadilan
restoratif di tingkat pengadilan dengan
berdasarkan pada Perjanjian Kerja
Sama (PKS) belum bisa dilakukan
karena fidak ada kaitannys dengan
pengadilan serta belum ada dasar
hukum terutama mekanismenya, kecual
Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah
disepakati tersebut hanya sekedar
pendorong dan  sosialisasi  keadilan
restoratif (bukan mengatur mekanisme
pelaksanaan).
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. Instansi lain jmjaran Kepolisian, Kejaksaan

dan Mahkamah Agung belum maksimal
dalam pemutakhiran data penahanan;

. Bapas & LPKA belum dapat memanfaatkan

SPPT Tl karena fitur
pengembangan.

Jumlah SDM yang teratih lebih sedikit
dibanding dengan jumlah peserta rehabilitasi;
Sarana dan prasarana yang belum memadai
dalam pelaksanaan program rehabilitasi

dalam proses

1. Menurunnya jumlah owerstaying melalui
data dan kerjasama dengan
stakeholder;

2. Tahanan/Marapidana/ Anak pecandu
narkofika memperokeh Layanan
Rehabilitasi Markotikaa

3. Terlaksananya kegiatan tes wrin baik pada
warga binaanmaupun pegawai:

KFMFNMIMHHIM

1. Sosialisasi terkait S0P, Mekanisme dan
prosediur SPPT-TI kepada
Lapas/Mutan/Bapas dan LPHA:

2. Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan
data SPPT-TI pada Lapas/Ruian/Bapas
dan LPKA;

3. Bintorwasdal di UPT Pemasyarakatan :
= Monitoring di Lapas Kelas 1B Sleman

tanggal 8 Desember 2022.

I. Lapas Markotika Kelas 1A Yogyakarta
Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di
Lapas narkofika Kelas A Yogyakarta
dilaksanakan dimulai pada tanggal T
Februari 2022 dan berakhir pada tanggal
1 September 2022
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1) Melakukan Skrining dan tes urine :
Tanggal 13 - 14 Deseamber 2021

2) Asesmen Awal : Tanggal 25 - 27
Januari 2022

3) Case conference 1 tanggal 1 April
2022 dan case conference 2 tanggal 6
Saptember 2022

4) Asesmen Akhir Pelaksanaan tanggal
29- 30 Agusius 2022 dan tanggal 2
Saptember 2022

« Riehabilitasi Sosial

. Konseling Individu

. Konseling Kelompok

. Terapi Kelompok Statik Group

Psiko edukasi

Seminar

Hagialun HKeagamaan

ah Raga
FSiG {Family Support Group)
- Rehabilitasi Medis :
Konseling Individu
Konseling Kelompok
Terapi Simptomatik
Psiko edukasi

a
b.
B
d.
8 HB'EIEIEI‘I HKeagamaan
f. Olah Raga

L. Bapas Kelas | Yogyakarta
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Pelaksanaan program pasca rehabilitasi
yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas |
Yogyakarta dilaksanakan pada Bulan
Januar dan Mei dengan peserta 10 orang
Klien.

Subbidang
PengelolaanBenda
Sitaan, Barang
Rampasan Negara

dan Keamanan

. Sebagian UPT Lapas/LPKA/Rutan tidak

mengupdate data SOF Keamanan;

. Operator SOP Fiiur Keamanan belum terlalu

mengerti terkait pengisian dan masih belsm
lengkap dalam pengisian laporan.

. Terjalin kerja sama dengan instansi lain

seperti TNI, POLRI. Kejaksaan perihal
kegiatan keamanan di Lapas/Rutan;

. Terlaksananya kegiatan penggeledahan dan

pemeriksaan di Lapas dan Rutan.

’ Pengelolaan Basan dan Baran Tahun

- kegiatan
. Pelaksanaan dan pengawasan tinghat

- Dirvisi Pemasyarakatan

. Melaksanakan Redistibusi MNarapidana

kegiatan  Monitoring dan  Evaluasi

2022 di Rupbasan

maoniboring implementasi
manajemen Mitigasi Bencana di Unit
Pelaksana Teknis {UPT)
Pemasayarakatan Tahwn 2022

kerawanan gangguan kamtb pada
pelaksanaan nteljen Tahun 2022 di
Wilayah D.I. Yogyakarta.

terjadwal
melaksanakan monitoring dan evaluasi
serta =adak yang tidak terjadwal di Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan
untuk  memeriksa  kegiatan  yang
dilaksanakan juga memeriksa laporan
yang felah dikerjakan oleh UPT

Owercrowding D Lapas/Rutan/Lpka
Tahun 2022 Jajaran Kanwil Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah
lstimewa Yogyakarta
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Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2022

Tabel 1.16 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Keimigrasian

SUB ORGANISASI PERMASALAHAN 2022 CAPAIAN TAHUN 2021 CAPAIAN TAHUN 2022
5Sub Bidang Perizinan |1. arian Baru Covid 1. Terlaksananya Pelayanan Paspor Simpatik (1. Teraksananya Monitoring Sub Badang
Keimigrasian |2. Sistem Simkim yang terkadang emor dalam rangka Hari Bhakdi Imigrasi (HBI) Perizinan pada seluruh Satuan Kerja
2. Terlaksananya Pelayanan Eazy Paspor Imigrasi di Wilayah D.l. Yogyakarta
dalam rangkapeningkatan o 2. T Layanan Eazy
3. Monitoring pada UPT Imigrasi dan Eazy Papor Paspor dilinglungan Kanwil Wilayah D.1
5ub Bidang Informasi | Sistem Jaringan yang sering error 1. Pengadaan penambah daya tahantubuh; 1. Teraksanaya Monitoring Layanan Eazy
Keimigrasian [2. Terlaksananya Monev kepada UPT Imigrasi: Paspor di Engkungan Kanwil DI
[3. Terlaksananya Monew Layanan Eazy Paspor; ‘Yogyakarta
4. Terlaksananya Penilaian JFT Keimigrasian. 2. Teraksananya Monitoring Sub Bidang
InformasiKemigrasian
Subbidang Sarana dan Prasarana yang kuran lengkap | Terdaksananya pengawasan keimigrasian . Teraksananya Rakor TIMPORA
Keimigrasian untukkebutuhan Pengawasan Crang asing 2. Teraksananya Pengawasan  Cek
Lapangan terhadap Pengajuan
Parmohonan Surat Keterangan
Keimigrasian (SKIM)
B. Teraksananya Monitoring Satuan
Karja Keimigrasian di Wilayah DL
Yogyakarta
Sub Bidang Sarana dan Prasarana yang kuran lengkap | Teraksananya Rakor TIMPORA 1. Teraksananys Rakor TIMPORA
Penindakan untukkebubuhan Pengawasan Orang asing [2. Teraksananya Monitoring Pada
Keimigrasian Satuan Kera HKeimigrasian di

¥Wilayah D.I. Yogyakarta

. Terlaksananya Pembinaan pada pegawai

di lingkungankanwil 0. Yogyakarta

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA




e KEMEMNELIMHAM

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta Tahun 2022 berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat  sebagai
pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia D.l. Yogyakarta Tahun 2022.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia D.l. Yogyakarta Tahun 2022.

BAB | PENDAHULUA
M

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DI
Yogyakarta,latar belakang, maksud dan tujuan
disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan
pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang
digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu
strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia D.|. Yogyakarta.

BAE Il PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan mengenal perencanaan kinerja dan
perjanjian kinerja tahun 2022 yang disusun setiap
divisi, termasuk pagu anggaran dan rencana

realisasi anggarannya.
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AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi
anggaran atas program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan setiap divisi pada tahun 2022.
Selanjutnya menjelaskan analisisa atas capaian
Kinerja, termasuk  factor pendukung dan

penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.
BAE IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja
tahun 2022 szerta saran rekomendasi vyang
diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

kinerja dimasa mendatang.
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

2. Lain-lain yang dianggap perlu
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BAE Il
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategi
1. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting vang harus dicapai dalam
kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produkfivitas
sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses,
tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya
membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa
masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata
lain tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program
dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan

pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. membangun SDM pekera keras wyang dinamis, produktif, terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama
industri dan talenta global;

2. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan
produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan
wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat;

3. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus
Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang
Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMEM;

4, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas
prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan

5. melakukan fransformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam
menjadi daya saing manufakiur dan jasa modern yang mempunyai nilai
tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.
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masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian
pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-
2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan
yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Struktur ekonomi yang preduktif, mandiri, dan berdaya saing.
Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

BN

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

setiap warga.

g

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi
tersebut di lingkungan Kementerian/LPMK, maka untuk kKurun wakiu 2020-
2024 ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional,
Inowvatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil
Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indenesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”

2. MIsI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum
danHak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden
nomaor & yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya, misi nomor 7 yaitu perindungan bagi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu
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Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 {tujuh) misi Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan
Melindungi Kepentingan Masional;

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual,
Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang
Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya,

4, Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HakAsasi
Manusia yang Berkelanjutan;

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;

6. lkut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan
Pemasyarakatan; dan

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yvang Baik.
3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal
yvang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi
maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai
misi adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan perafuran perundang-undangan yang harmonis dan sejalan
dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta
terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsadan
bemegara;

2. mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
prima;

3. mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan
kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui
kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak

warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan
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Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, enyadari kesalahan,
memperbaiki dir, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat akiif berperan dalam
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang
baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perdindungan hak
asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda
yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan
dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen
keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang
melintas dan tinggal di Indonesia;

4. tedindunginya hak asasi manusia;

5. meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses
keadilan;

6. menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara
Indonesia / Warga Megara Asing yvang tidak mempunyai dokumensesuai
prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga
Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Megara; dan

7. mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. TATA NILAI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap
Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu
pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel,
Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

1. Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas
sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai
hasil prima melalui kerja sama;

2. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan,
perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;

3. Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang

harmonis dengan pemangku kepentingan wuntuk menemukan dan
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4. Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkaitkebijakan,

proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas
publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai denganketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

5. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui
iniziatif dan kreativitazs untuk melakukan pembaharuan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi.

. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Anggaran

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan
secaratepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yvang
memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Kementerian
Hukumdan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Wama (IKU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada tahun 2020 masih melanjutkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada pada Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015-
2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tahun 2020-2024, hal ini dikarenakan cleh beberapa hal yakni:

1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan vang berkeadilan,
bermanfaat dan berkepastian hukum;

2. Meningkatnya kualitas layanan hukum vyang mudah, cepat, dan
menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

3. Terselenggaranya penegakan hukum di  bidang Keimigrasian,
Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian
hukum bagi masyarakat;

4. Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya
penghormatan, perindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; dan

5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
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Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan,
program serta kegiatan. Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah pembangunan hukum =gesuai dengan tugas
dan fungsi yang diinginkan dapat dicapai cleh Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta sebagai suatu ouwtcomedmpact
dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian
Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi
kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal dapat dipetakan
seberapa besar kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan yangdihadapi Kementerian Hukum dan HAM yang dapat
digambarkan sebagai berikut :

Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 2.1 Faktor Internal Kekuatan dan Kelemhan yang di hadapi Kantor Wilayah

FAKTOR INTERMNAL

KEKUATAN KELEMAHAN

1. Penagakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan

1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi Kekayaanintslekiual belum optimal

2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang 2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung
Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual optimalisasi tugasdan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM 3. Penarapan manajemen ASN yang belum optimal

4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik
dalam masalah pidana

5. Memiliki fungsi yang mendorong inowvasi, kreativitas, dan
pertumbuhan ekonominasional

4. Implementasi SPIP belum optimal

5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
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3 mpunyai jumlah S0OM yang besar dan tersebar di seluruh
wilayah Indonesia dan diluar negeri

6. Manajemean sistemn informasi dan teknologi yang belum optimal

. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia
dan perwakilanluar negeri

. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta
fasilitatifadministratif

T. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara
konsisten

B. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung
pelaksamaan tugas danfungsi

. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan
peraturanperundang-undangan

9. Manajemen aset yang belum optimal

10.Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja

Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 2.2 Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemhan yang di hadapi Kantor Wilayah

FAKTOR EKSTERNAL

KEHKUATAN

KELEMAHAN

. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
yang berkualitas

1. Adanya kewenanganfintervensi dari instansi lain yang terlibat
dalam prosespembentukan peraturan perundang-undangan

. Tuntutam masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas
penyelenggaraan pelayanan publik

2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang
tumpang-tindih dengan Kementeriam Hukum dan HAM

. Tuntutam masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif
terhadapkelompok rentan

3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan
Hukum

. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat
serta aparaturnegara

4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi

. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan
Internasional

5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global

. Dukungan dan partisipasi masyarakat

. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dam
teknologi

. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.
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Kekuatan VS Peluang dan Kelemahan VS Peluang yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

i KEMENKLMHAM

Tabel 2.3 Kekuatan Vs Peluang dan Kelemahan Vs Peluang yang di hadapi Kantor Wilayah

KEKUATAN VS PELUANG

STRATEGI

KELEMAHAN V5 PELUANG

STRATEGI

¥ Membentuk peraturan perundang- undangan yang berkeadilan,
bermanfaatdan berkepastian hukum

¥ Mengoptimalkan penegakkan hukum berandaskan peraturan
perundang- undangan di bidang PAS, Imigrasi, Kl yang menjamin
keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat

+ Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian,
Pemasyarakatan dan HKekayaanm Intelektual wang menjamin
keamanan negara dan memberikan kepastian hukum  bagi
masyarakat

¥ Memperbaiki tata kelola kepemerintahan di lingkungan
Kementerian Hukumdan HAM dalam ramgka meningkatkan kualitas.
pelayanan publik

v Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudeh, cepat, dan
menjangkau seluruh lapisan masyarakat

¥ Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan
aparatur melaluistrategi media dan pemanfaatan IPTEK.

¥ Mengoptimakan pemanfaatan anggaran

Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
Tabel 2.4 Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang di hadapi Kamtor Wilayah

KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAMN
STRATEGI
¥ Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah

terjadinyatumpang- tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L

laim.

+  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan
kepercayaanmasyarakat terhadap pelayanan hukum.
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KELEMAHAN V5 TANTANGAN/ANCAMAN
STRATEGI

¥ Meningkatkan tata kelola kepemerintghan umtuk menghindari
tumpang-tindihkewenangan dan tugas fungsi dengan KL lain.

¥ Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan,
kekayaan intelektual  untuk

masyarakat

imigrasi, dan meningkatkan

kepercayaan terhadap pelayanan hukum dan

mengantisipasi kejahatan Tl serta perubahan sosial, politik, hukum,
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dan keamanan.

¥ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi
kejahatan Tlserta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.
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Adapun sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D

Yogyakarta Tahun 2022 yaitu :

Sasaran Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

10

1

12

13

14

15

16

7

18

19

20
2

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

Tabel 2.5 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah
SASARAN KEGIATAN

Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum wmum di wilayah yang berkepastian hukum
Meningkatnya efekiivitas pelaksanaan tugas MEKNW, MPW dan MPD
Terselanggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Terselenggaranya Penaegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan peneliian dan pengembangan
hukum dan hak asasi manusia
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
Terselanggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis
dan evaluasi produk hukum di wilayah
Meningkatnya kesadaran hukum seria terpenuhinya akses keadilan dan informasi
hukum masyarakat di wilayah
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di
Wilayah
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di
wilayah
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan
Penanganan Marapidana Resiko Tinggi
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak
pendidikan kien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di
wilayah sesuai standar
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan
Ketartiban
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
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Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-

2024, Sebanyak 9 (sembilan) program yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana

Kantor Wilayah D.l. Yogyakaria juga melaksanakan program-program dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran

sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D . Yogyakarta mengalokasikan

anggaran padatahun 2022 dan 2032 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

Program dan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta Tahun 2022
Tabel 2.6 Progam dan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah

NO PROGRAM TANGGAL DAN NOMOR DIPA DIPA AWAL DIPA REVISI AKHIR
1) Program Dukungan Manajemen 21.948.287.000 22.512.624.000
1 Kantor Wilayah (Setjen) 1711172021 013.01.2.409181/2022 21.687.384_0:00 22.295.771.000
2 Kantor Wilayah (Litbang) 1711172021 013.11.2.409188/2022 260.893.000 216.853.000
2) Program Pembentukan Regulasi 446.057.000 421.004.000
1 Kantor Wilayah (PF) 1711172021 013.08.2.409185/2022 200.000.0:00 200.000.000
2 Kantor Wilayah (BFHM) 1711172021 013.10.2.409187/2022 156.957.0:00 131.094.000
3) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum B8.739.580.000 T.486.186.000
1 Kantor Wilayah (AHU) 1711172021 013.03.2.409180/2022 2.113.000.0:00 2.113.000.000
2 Kantor Wilayah (Pas) 17111/2021 013.05.2.409182/2022 1.241.726.000 1.008.050.000
3 Kantor Wilayah (Imigrasi) 17/11/2021 013.06.2.409183/2022 1.335.009.000 1.335.009.000
4 Kantor Wilayah (KI) 1711172021 013.07.2.409184/2022 1.367.171.000 1.367.171.000
5 Kantor Wilayah (BFHM) 1711172021 013.10.2.409187/2022 2682 674.000 1.662.856.000
4) Program Pemajuan dan Penegakan HAM 229.395.000 220.305.000
1 Kantor Wilayah (HAM) 171117/2021 013.09.2 409186/2022 229.395.000 220.385.000

TOTAL 31,364,219,000 30,500,290,000
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. lll. Indikater Kinerja Sasaran
B. Perjanjian Kinerja

Milai prosentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada
tabel sebelumnya, ditentukan ocleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal
sebelum tahun anggaran beralan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta telah membuat suatu perjanjian kinerja
pada awal Januari 2022.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan
vang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintahf/unit kerja yvang
menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/
tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, perjajian kinerja ini merupakan
suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima

amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan
diwujudkan ocleh suatu instanzi pemeritah / unit kerja dalam suatu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber dayva yang dikelolanya. Dasar
Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur MNegara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Momor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

1) Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja dibagi menjadi
tujuan umum dan tujuan kKhusus, yakni: Tujuan umum ditetapkannya
Perjanjian Kinerja adalah:

a) Intensifikasi pencegahan korupsi;
b) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel.
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a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah;

c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian fujuan
dan sasaran organisasi;

d) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

2} Ruang lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi

suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

MNamun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai

program utama organisasi, vyaitu program-program vyang dapat

menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue

strategic yang sedang dihadapi organisasi.

3) HKeterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja pada dasamya merupakan salah satu komponen dari

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seb agaimana telah

digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan

kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan

kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah dapat

diilustrasikan sebagai berikut:

PERPRES 29/2014 TENTANG SAKIP

Farjerien Kt

: 4 dFS
———————
L 1-----1- 1

memneare S W B A" K
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Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta yang dibuat
pada awal tahun 2022. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

terlihat pada formulir (terlampir).
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Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2022

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Indeks kepuasan layaman internal di lingkungan Kamntor Wilayah 3.1 Indeks
Wilayah yang efekiif dan efisien
Tarwujudnya layaman adminitrasi hukum umum di wilayah Persentase peningkatan PMNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah 5%
yang barkepasfian hukum
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW  Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan B2%
dan MPD pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan MNotaris di wilayah
Tarselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang Jumlah permohonan Kl yang difasilitasi kantor wilayah 631
berkualitas di Kanior Wilayah Kementeran Hukum dan Layanan
HAM Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh 1 Lokus
kantor wilayah
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual 100%
Intelektual cleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan 2 Lokus
HAM yang Handal Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah 3 Laporan
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian TO%%
penelitian dan pengembangan hukum dam hak asasi dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
manusia Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di 1 Buku
wilayah
Tarfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah BO%%
kemenkumham
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B Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan  Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan 25 Orang

perundang-undangan perundang-undangan

O Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk 2 Kegiatan
pemantauan dan peninjpuan/analisis dan evaluasi produk  hukum daerah

hukum di wilayah

Meningkatnya kesadaran hukum seria terpenuhinya akses Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai B1%
0 keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah dengan peraturan perundang-undangan
Persentase permohonan bantuan hukum non liigasi yang dilayani sesuai B0

dengan peraturan perundang-undangan

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum T6,61%

Persentase desa'kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- T0%

masing wilayah

Persentase website anggota JDIHM akif yang terintegrasi dengan 20%
portal'sistern integrasi JOIHM

1 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 3 Instamsi
1 program aksi HAM Pemerintah
Jumlah kab'kota peduli HAM 3 Instamsi
Pemerintah

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan 2 Instamnsi

penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM Pemerintah
1 Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Tersedianya rekomendasi Pelindungan dam Pemenuhan Hak Asasi 3
2 Hak Asasi Manusia Di Wilayah Manusia O Wilayah Rekomendasi
1 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah B1%
3 pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah
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Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai Persentase menurunnya tahanan yang overstaying BO0%%
4 standar Persentase Tahanan yang mempercleh Layanan Penyuluhan Hukum B0%
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum B0
1  Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat 65%
5 Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
Marapidana Resiko Tinggi persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 98%
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi B0
Persentase Marapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi 15%
Sadar, Patuh dan Dispilin
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan 28%
vokasi berserifikasi
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif G7%
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang ferjaga kualitas TO%%
6 wilayah sesuai standar dan kuantitasnya
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan G0%%
berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
1 Meningkatnya pelayanan pembimbingan kien Persentase klien usia produkiif yang memperoleh atau melanjutkan 50%
T pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien pekerjgan di luar lembaga
anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar Persentase Menununnya Anak yang mendapatkan putusan pidana 60%
penjara
Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya 30%
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Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan T5%
B dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar bersertifikat
Persentase Anak yamg memperoleh hak integrasi 100%
Persentase Anak yamg memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar BO%
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal B0%%
Meningkatnya Kualitas Penyalenggaraan Persentase pengaduan yang diselesaikan B0
8 Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
Persentase pencegahan gangguan kamtib TO%%
Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata teriib oleh B0

Tahanan/Marapidana/Anak Palaku gangguan Kamtib

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib TO%%

sacara tuntas

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Persentase pengaduan yang difindaklanjuti sesuai standar B0%
wilayah sesuai standar
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah TO%%
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib cleh B0

Tahanan/Marapidana'Anak pelaku gangguan kamtib

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib T0%

sacara tuntas

2 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di 3.20
keimigrasian di Wilayah Wilayah

Indeks Kepuasan Internal di Wilayah 312

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 312
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan’ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan
visi dan misli Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.
Yogyakarta perlu dilakukan pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja adalah
proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan
mizi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.L
Yogyakarta Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator
kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Momor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l.
Yogyakarta diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja
Kegiatan. Unftuk mengetahui fingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan
dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja
Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target
dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Oufput, dan

Oufcome.

1. input : segala sesuafu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya;

2. Quiput : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu
kegaitan yvangdapat berupa fisik dan non fisik;

3. Oufcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu
kegiatan (efek langsung).
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Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana
yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot
indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2022
merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2022 dan dipercleh angka
realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan
indikator kinerja outcome. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat
Capaian digunakandua rumus, yaitu :

1) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja
yvang semakin baik maka gunakan rumus

Persentase pancapalan = Realisasi ®¥ 100 %

tnrget Rencana

2) Jika semakin tinggl realisasi meanunjukkan semakin rendah
pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

| Rencana={ Realisasi-Rencana))
Persentase pencapalan _

target X 100 %

Rencana
I. AMALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BIAYA DAN
SUMBER DAY A MANUSIA

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat
dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam sefiap pelaksanaan kegiatan
penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
D.l. Yogyakarta melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan
dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi
penggunaan sumber daya manusia Secara Umum Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia DI Yogyakarta langsung memberi
tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target
kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-
masing. Dimana setiap harinya Pegawai Kantor Wilayah membuat Laporan
Kinerja dengan mengisi jumal harian. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi
penggunaan sumber dana (Anggaran), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta melaksanakan setiap kinerja dengan
menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif
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dan efesien. Prninsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan
outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efesien terdihat dar adanya
penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi
output atau outcome yang dihasilkan. Penggunaan sumber dana tidak terlepas
dari pemenuhan sumber daya manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta terus berinovasi untuk pemenuhan layanan
secara optimal. Selain dengan peningkatan mutu pelayanan juga diiringi dengan

peningkatan kinerja.

Pada tahun 2022 realizasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia D.l. Yogyakarta Tahun 2022 sebesar Rp 30.548.923.224 dimana
target tahum 2022 adalah sebesar Rp 30.599.299.000. Berikut perhitungan

capaian penyerapan anggaran jika dibandingan dengan target pada tahun 2022.
B

Capaian penyerapan anggaran : (:':T 05489232241 X100% = 99, 84%
. J

Dalam upaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta,
dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis Strength,
Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT ), maka Analisa atas efisiensi Sumber
Daya Manusia sebagai berikut :

1) Tercapainya persamaan presepsi tentang pengelolaan kepegawaian dalam
peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam
pengelolaan kepegawaian (formasi, mutasi, cuti, hukuman disiplin,
pemberhentian PNS, kenaikan pangkat, penetapan angka kredit);

2) Meningkatnya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat wakiu dibidang
Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum;

3) Terwujudnya tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi di setiap Divisi;

4) Meningkatnya kemampuan SDM agar memiliki keahlian, pengetahuan,
kompetensi yang mendukung terselengaranya pelayanan, baik dibidang

Adminisitrasi, Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum; dan
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3) Meningkatnya kualitazs penyelenggaraan dalam hal Penguatan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia D.1. ¥ogyakarta.

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA T2



o B2 855

Analisis atas Efiziensi Sumber Daya Manusia

Tabel 3.1 Analisa atas Efisiensi Sumber Daya Manusia Kanwil Kemenkumham D.l. Yogyakarta

Faktor Internal Kekuatan (strength) Kelemahan (Weakness)
a. Koordinasi dalam pengelolaan kepegawaian; a. Murangnya koordinasi pengelola kepegawaian;
b. Perbedaan Jenis Pelayanan dibidang |b.Belum optimalnya pelayanan, baik dibidang Administrasi,
Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasiandan | Hemigrasian, Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum;
Pelayanan Hukum dan HAM; c. Pelaksanaan kinerja belum sesuai dengan tugas pokok dan
c. Tugas pokok dan fumgsi Divisi Adminsitrasi, | fungsi;
Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan |d.Mini Pelatihan (diklat i SDM.
Faktor Eksternal P o — e an (diklat) bagi
d. Pelatihan {diklat) dalam peningkatan kompetensi.
PELUANG (Oportunity) Strategi 5-0 Strategi W-0
. Tuntutan publik terhadap sikap | a. Melaksanakan fungsi koordinasi pengelolaan |a. Mengoptimalkan fungsi koordinasi pengelolaan
profesional  dalam  pengelolaan kepegawaian guna memenuhi tuntutan publik | kepegawaian guna memenuhi tuntutan publik terhadap
kepegawaian; terhadap sikap profesional; sikap profesional;

lb. Tuntutan publik terhadap layanan
yang cepat dan fidak ada pungli;
. Kerjasama dan koordinasi amntar

instansi  terkait maupun amntar
penegak hukum lainnya;
d. Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BPSDM).
ANCAMANMN (Threaths)
. Banyaknya peraturan-peraturan

yang baru terkait Hukuman Disiplin
Pegawai;
lb. Menurunnya  fingkat
layanan terhadap publik;
. Menurunnya ftingkat kinera dan
minimmya penyerapan anggaran;
. Rendahnya kulitas SOM.

kepuasan

b. Melaksanakan pelayanan yang cepat dan tepat
walktu;

. Melaksanakan tugas pokok dan fumgsi melalui
kerjasama dam koordinasi antar instansi terkait
maupun antar penagak hukum lainnya;

d. Melaksanakan pelatihan (diklat)  dalam
pengembangan sumber daya manusia melalui
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM).

Strategi 5-T

a. Banyaknya peraturan-peraturan yang baru terkait
Hukuman Disiplin Pegawai;

b. Menurunnya tingkat kepuasan layanan terhadap
publik;

c. Menurunnya tingkat kinerja dan minimnya
penyerapan anggaran;

d. Rendahnya kulitas SDM.

b. Mengoptimalkan pelayanan yang cepat dan tepat wakiu;

. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi melalui kerjgsama
dam koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak
hukum lainnya;

d.Mengoptimalkan pelatihan (diklat) dalam pengembangan
sumber daya manusia melalui Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Strategi W-T

a.Banyaknya peraturan-peraturan  yang baru terkait
Hukuman Disiplin Pegawai;

b. Menurunnya tingkat kepuasan layanan terhadap publik;

c. Menurunnya tingkat kinerja dam minimnya penyerapan
anggaran;

d.Rendahnya kulitas SDM.
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. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA/ PRASARANA

1) Sarana prasarana yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.. Yogyakarta dinilai sudah

memadai dilihat dari setiap operator ataupun semua petugas yang mempunyai tugas krusial disetiap bagian sudah memiliki
perangkat yang dibutuhkan seperti ATK, printer, computer/laptop, maupun sarana prasana pendukung lainnya;

2) Sarana prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia D.|. Yogyakarta, seperti komputer dan laptop bagi setiap operator pelayanan publik;

3) Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta membutuhkan pembaharuan
pada sarana prasarana seperti personal komputer / laptop, peralatan elekironik lainnya yang sudah tidak layak pakai;

4) Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.|. Yogyakarta membutuhkan pembaharuan
mieja kursi (meja kubikel) yang seragam agar bisa maksimal dalam tata ruang kerja dikarenakan banyaknya jumlah pegawai

pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.l. Yogyakarta.
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1. Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2022

Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2022

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA T

Terwujudnya layanan administratif dan
1 | fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan
efisien

Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan

Kantor Wilayah 3.1 Indeks 3,80 Indeks 125%

Capaian kinerja dan capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2021 yaitw:

Tabel 3.3 Capaian kinerja dan capaian kinerja Pregram Dukungan Manajemen Tahun 2021

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA T

1 | Membangun budaya kange yang Milai Reformasi Birokrasi  Kantor  Wilayah

berorientasi kinerja organisasi yang : 820 &0.19 109%
berintegritas, efekiif dan efisien Kantor Kementarian Hukum dan HAM D.1. Yogyakarta

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM L - . .

D.1. Yogyakarta MNilai Akuntabilitas Kinerja HKanior Wilayah 880 80,15 B1%

Kementarian Hukum dan HAM D.1. Yogyakarta

Tabel 3.4 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET  REALISASI PERSENTASE CAFPAIAN KINERJA
Terwujudnya layanan administratif | Indeks kepuasan layanan intermal di | 3,1 Indeks | 3,80 Indeks Realisasi dibagi target dikali 100%
dan fasilitatif Kantor Wilayah yang | lingkungan Kamtor Wilayah
efektif dan efisien 3,80

(32 ) 100% = 125%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah
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mendapatkan nilai 3.89. Nilai tersebut didapat dar survey balitbang atas layanan internal Kantor Wilayah dengan responden

seluruh pegawai Kantor Wilayah dan survey ini dilakukan setiap bulan. Dengan demikian, capaian Kinerja indeks kepuasan
layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah KementerianHukum dan HAM D.1. Yogyakarta adalah 125%. Hal ini telah sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis.

Tabel 3.5 Perbandingan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah

2022
NO SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAM LKjIP -
1 | Indeks kepuasan layanan imternal di lingkungan Kantor Wilayah 3.1 Indeks 3.1 Indeks 3.1 Indeks

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LKjlIP, dan Peranjian Kinerja.
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2. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

Perbandingan capaian kinerja Program Administrasi Hukum Umum tahun 2021 dan 2022:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Pregram Administrasi Hukum Umum tahun 2020 dan 2021

SASARAN

2021

2022

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Temwujudnya layanan adminitrasi
hukum umum di wilayah yang
berkepastian hukum

Meningkatnya efektivitas
pelaksanaan tugas MENW,
MPW dan MPD

Persentase peningkatan PMBP
Administrasi Hukum Umum di wilayah

Persentase  penyelesaian  laporan
pengaduan masyarakat terkait dugaan
pelanggaran perilaku dan pelaksanaan
jabatan Motaris di wilayah

5%

26,3%

100%

526%

121.9%

5%

52%

16,12%

322%

111%

1) Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang Berkepastian Hukum

a) Persentase Peningkatan PMBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah

“Jumiah penerimaan PNBP Administrasi Hukum
Umum Tahun 2021 sebesar Rp 7.514.4530.000,-
realisasi Tahun 2022 Rp 8.726.050.000,- mengalami
kenaikan Rp 1.211.600.000 atau 16,12%"
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Berikut adalah tabel dari jumlah laporan pengaduan Masyarakt terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan
jabatan notaris berdasarkanwilayah di D.l. Yogyakarta :
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Tabel 3.7 Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PMBP Administrasi Hukum Umum Tahun 2022

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSEMTASE CAPAIAM KER.JA
Terwujudnya layanan | Persentase peningkatan 5% Humlah PNBF 2021 dikurang jumlah PMNBP | Realisasi dibagi target dikali 100%
adminitrasi  hukum | PMBP Administrasi Hukum 2020dibagi jumlah PMNEP 2020 dikali 100%
umum di  wilayah | Umum di wilayah 16,120 _
yang berkepastian {a?zmnm- r.su.m.mlnm - ( 5% Jl'flllﬂ'% = 322%
hukum 7 514.450.000 -

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat peningkatan penerimaan PNBEP Administrasi Hukum Umum pada tahun
2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana pada tahun 2022 sebesar B.726.050.000 dan tahun 2021 sebesar
7.514.450.000, peningkatan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum dikarenakan banyak notaris yang cuti karena
selama pandemi fidak cufi, dan Pendaftaran Persercan Perorangan. Dengan demikian, realisasi peningkatan PNEBEP
Administrasi Hukum Umum di D.. Yogyakarta sebesar 16,12%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 5%, maka capaian
kinerja peningkatan PMBP Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2022 sebesar 322%.

Tabel 3.8 Perbandingan peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

2022
RENSTRA LKjIP PERJAMNJIAN KINERJA

N SASARAN

1 Persentase peningkatan PMBP Administrasi Hukum Umum di wilayah 5% 5% 5%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LKjIP, dan Peranjian Kinerja.

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 78




0 [ @j;@@ i KEMENKUMHAM

2) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD

a) Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan
jabatan Motaris di wilayah

Berikut adalah tabel dari jumlah laporan pengaduan Masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku dan
pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan wilayah di D.l. Yogyakarta :

i. Jumlah pengaduan MPD berdasarkan wilayah
Tabel 3.9 Jumlah Pengaduan MPD Kota Yogyakarta Tahun 2022

Mo Tanggal Pelapor Terlapor Perihal Keterangan
Permohonan
Diterima

1 | 08 Januari 2022 Suhartini Motaris Esti Anna Widarsih Pengaduan | Selesai (Swdah Masuk Ke Majelis Pengawas Wilayah)

2 | 22 Agustus 2022 Endang Motaris Yohanes Sandi Kode Etik Tahap Klarifikasi Pemanggilan Pertama
Triastianti Priyanio

3 | 20 September 2022 | Emmy M.F Jenny Setia Yosgiarto Pengaduan | Tahap Klarifikasi ke Terlapor
Kusumastuti
Hadi

4 | 11 November 2022 | Atik Utami 5H MNotaris Derita Kumiawati 5.H | Pengaduan | Tahap Klarifikasi ke Terdapor

Tabel 3.10 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Sleman Tahun 2022

No Tanggal Pelapor Terlapor Perihal Keterangan
Permohonan
Diterima
1 12 Desember 2022 1. Agustina Frisca Refinasar Margaratha Gunarti Widyastuti Pengaduan Baru proses gelar perkara
2. Dany Riyanto
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Mo Tanggal Pelapor Terdapor Perihal Keterangan
Permohonan
Diterima
1 -Surat : Prastiwi Yuni FPamungkas 1. Motaris Tri Wahyuni, 5 H. Pengaduan SELESAI (Ke MPW)
13 Desember 2021 2. Notaris Sukamto, 5.H.
-Pemeriksaan :
7 Januarn 2022
2 -Surat - Kris Triprasetya, S.Pd. 1.Motaris Rosevia Herlijanta, 5.H. Pengaduan SELESAI (Kae MPW)
20 Desember 2021 2 Motaris A.J. Sigit Prasetio, 5.H.
-Pemeriksaan :
14 Januar 2022
3 -Surat : dr. Rianda Sulistyaningrum Motaris Ir. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn., M\Hum | Pengaduan SELESAI (Ke MPW)

21 Juli 2022
-Pemeriksaamn :
20 Agustus 2022
4 -Surat : Muhammad Fatkul Huda, 5.H. | Notaris Ir. Edwin Rusdi, 5 H., M.Kn., M.Hum Pengaduan SELESAI (Ke MPW)
4 Agustus 2022
-Pemeriksaan :

8 September 2022
5 -Surat : Banny Yulianingsih, S.H., M.H. | Notaris Munuk Sulistyaningsih, 5.H. Pengaduan SELESAI (Ka MPW)
1 Oktober 2022
-Pemeriksaan :

16 Movember 2022

Tabel 3.11 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Bantul Tahun 2022

Tabel 3.12 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Gunungkidul Tahumn 2022

No | Tanggal Permochonan Diterima Pelapor Terapor Perihal Keterangan

1 NIHIL

Tabel 3.13 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Kulonproge Tahun 2022

No | Tanggal Permohonan Diterima Pelapor Terapor Perihal Keterangan
1 5 Juli 2022 My. Mustanti Motaris Mur Rahmawati pengaduan salesai
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Tabel 3.14 Hasil Keputusan Rapat MKN Wilayah D.l. Yogyakarta Tahun 2021

AEME LM H &M
WL 0, | PO AT &

Mo Bulan Permohonan Panggilan Persetujuan Menolak Bukan Kewenangan
1 | Januari 3 Motaris 1 Motaris 1 Motans 1 Moftaris
2 | Februari 2 Motaris - 2 Motaris -

3 | Maret 3 Motaris 2 Motaris 1 Motaris -
4 | April 4 Motaris 2 Motaris 2 Motaris -
5 | Mei - - - -
6 | Juni 2 Motaris 1 Motaris - 1 Motaris
7 | Juli 3 Motaris 3 Motaris - -
& | Agustus 4 Motaris 1 Motaris 3 Motans -
9 | September - = - i

10 | Oktober - - - -

11 | November 8 Motaris 2 Motaris 6 Motaris -

12 | Desember 2 Motaris 1 Motaris 1 Motaris -

Jumilah 31 Motaris 13 Motaris 16 MNotaris 2 Notaris

Tabel 3.15 Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di

Daerah Istimewa Yogyakarta

No Jenis Pelayanan Pengaduan Diproses Belum Diproses
1 | Penyelesaian pengaduan Masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan 40 2
pelaksanaan jabatan Motaris di D.. Yogyakaria.
Jumlah 40 2
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Tabel 3.16 Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMTASE CAPAIAM KER.JA
Meningkatnya Persentase penyelesaian B2% Jumlah pengaduan masyarakat yang | Realisasi dibagi target dikali 100%
efeklivitas laporan pengaduan masyarakat terselesaikan dibagi jumiah pengaduan
pelaksanaan tugas | terkait dugaan pelanggaran masyarakat yang masuk dikali 100% (‘JU.EIQ%J X100% = 111%
MEMNW, MPW dan | perilaku dan  pelaksanaan B2%,

MPD jabatan Motaris di wilayah 40
[ 4)¥100% = 90,69%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dar 42 pengaduan masyarakat yang masuk terkait pelanggaran perilaku dan
pelaksanaan jabatan Motaris di D . Yogyakarta sepanjang tahun 2022, terdapat 40 pengaduan yang telah diselesaikan sehingga
persentase realiasi kinerja sebesar 90,69%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 82%, maka capaian Kinerja
penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 111%. Dengan demikian, kinera penyelesaian laporan pengaduan
masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Motaris di D.l. Yogyakarta telah sesuai dengan
ketentuan.

Tabel 3.17 Perbandingan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Motaris

NO SASARAMN 2022
REMSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
84% 2% B4%

Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait
1 dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Motaris di
wilayah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP. dan Perjanjian Kinerja.
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3. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian kinerja Program Pembinaan dan Penyvelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2021 dan 2022

Terwujudnya penyelenggaraan | Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di
pelayanan pemasyarakatan wilayah B0% | gp3te | 11538% | B1™ | 104 | 145%
yang berkualitas di wilayah
Meningkatnya Pelayanan Persentase menurunmya tehanan yang TO% 76.95% | 105.53% BO% 100% 125%
Tahanan di wilayah sesuai overstaying ’ ’
standar Persentase Tahanan yang memperoleh T0% a0%
Layanan Penyuluhan Hukum 100% 130% 111% .
Persentase Tahanan yang mempercleh T0% BO%
Fasilitasi Bantuan Hukum 111% 138% 111% 139%
Meningkatnya Pelayanan Persentase narapidana yang memperoleh nilai
Pembinaan Kepribadian, baik dengan predikat memuaskan pada 60% 90.86% | 166.6T% B5% 7% 150%
Pelatihan Vokasi, Pendidikan instrument penilaian kepribadian
daan Fananganan Maragitarss (| s sy i s S 97% | 100% | 10309% | o°8% | e@8% | 106%
Resiko Tinggi hak remisi )
persenises Narmpidana yang mendspation 75% | 156% 195% BO% | 156% | 195%
hak integrasi
persentase narapidana yang mendapatkan hak 75% 100% 133,33% BO0% _ _
Pendidikan
Persentase Marapidana resiko tinggi yang
berubah perlakunya menjadi Sadar, Patuh 13% 08 04% | TE1.00% 15% 100% 100%
dan Dispilin
Persentase narapidana yang memparoleh
Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 5% A% | 15682% 8% % g
sl entase RS g ESSESS (e 62% | B0.B2% | 2007% | 67% | 153% | 220%
Jumlah Marapidana yang mengikuti Pendidikan B B B 30 B R
Tinggi orang
Meningkatnya Pelayanan Persentase benda sitaan dan barang
Pengelolaan Basan Baran di rampasan yang ferjaga kualitas dan 50% 100% 166,6T% T0% 100% 144%
wilayah sesuai standar kuantitasnya
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Persentase benda sitaan dan barang

rampasan yang dikeluarkan berdasarkan 40% a7 55% | 243.86% B0% 93% 156%
putusan yang berkuatan hukum fetap
5 | Meningkatnya pelayanan Persentase klien usia produktif yang
pembimbingan kien mempercleh atau melanjutkan pekerjaan di 40% 80.82% 200, 7% 50% B1% 161%
pemasyarakatan dan luar lembaga
pemenuhan hak pendidikan Persentase Menurunnya Anak yang
klien anak pada luar lembaga mendapatkan putusan pidana penjara S L g el . Lalae
di wilayah sesuai standar Persentase klien Anak yang terpenuhi hak a5 | ap4s% | 161 00% 0% 1% 2968
pendidikannya ’ ’
G | Meningkatnya Pemenuhan Persentase Anak yang mengikuti kegiatan
Hak Pendidikan Anak di LPKA | Pendidikan keterampilan dan bersertifikat % A% | 1aa0% % 100% 133%
dE.II'i Fangﬂntﬂ.san Anak di F'E-rs.e-nl_gsa Anak yang memperaleh hak 100% 100% 100% 100% 214% F14%
wilayah sesuai standar integrasi
Persentase Anak yang memperoleh Hak
Pengasuhan sesuai standar T0% B0.74% | 128.21% B0% 100% 125%
Persentase anak yang mengikuti pendidikan
formal dan non formal T0% 100% 130% BO0% 100% 125%
T | Meningkatnya Kualitas Persentase pengaduan yang diselesaikan - _ ~ a0% 100% 1255
Penyelenggaraan -
Pemasyarakatan di Bidang Fersentase pencegahan gangguan kamiib - - = 70% 100% 143%
Kammanen den Keleriban Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap
tata tertib cleh Tahanan/Marapidana/Anak . - - B0% 100% 125%
Pelaku gangguan Kemiib
Persentase pemulihan kondisi keamanan _
pasca gangguan kamtib secara tuntas - - 70% 100% 143%
8 | Meningkatnya Pelayanan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Keamanan dan Ketertiban di sesuai standar % 100% 1350% ik 100% 129%
wilayah sesuai standar Persentase gangguan kamtib yang dapat B0% 100% 166.6T% 70% 100% 143%
dicegah ’
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap
tata tertib oleh Tahanan/Marapidana/Anak T5% 105% 125% B0% 100% 125%
pelaku gangguan kamtib
Persentase pemulihan kondisi keamanan
pasca gangguan kamtib secara tuntas 60% 100% 166.67% 70% 100% 143%
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Meningkatnya Pelayanan
Perawatan
Marapidana/Tahanan/Anak,
Pengendalian Penyakit
Menular dan Peningkatan
Kualitas Hidup Marapidana
Peserta Rehabilitasi Markotika
di wilayah

Meningkatnya Kualitas
Layanan Pemasyarakatan dan
Kapasitas Hunian

Persentase pemenuhan layanan makanan
bagi Tahanan/Marapidana/&nak sesuai
dengan standar

T1%

140,85%

Persentase Tahanan/MNarapidanalAnak
mendapatkan layanan kesshatan [preventif)
sacara berkualitas

92%

108,70%

Persentase Tahanan dan Marapidana
perempuan (ibu hamil dan memyusui)
mendapat akses layanan kesshatan maternal

95%

105,26%

Persentase Tahanan/Marapidana'Anak yang
mengalami gangguan mental dapat tertangani

0%

166,67%

Persentase Tahanan/Marapidana lansia yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar

To%

130,66%

Persentase Tahanan/MarapidanalfAnak
berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar

To%

133,33%

Persentase keberhasilan penanganan penyakit
menular HIV-AIDS Sditekan jumlah virusnya)
dan TB Positif (berhasil sembuh)

0%

T6.8T%

128,12%

Persentase perubahan kualitas hidup
pecandu/penyalahguna/korban
penyalahgunaan narkotika

23%

60,14%

300,59%

Jumlah UPT Peambangunan
Pemasyarakatan (Bapas)

Balai

1) Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah

Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Lahirnya Undang-undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Momor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
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PermenPANRE Momor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2014

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengisyaratkan akan

pentingnya pelayanan yang maksimal dari berbagai aspek kepada masyarakat. Secara umum Kementerian Hukum dan HAM
khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan pelayanannya
kepada publik agar masyarakatmerasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan. Kantor Wilayah Kemeterian Hukum
dan HAM D.I. Yogyakaria terus berbenah untuk meningkatkan pelayanannya kepada publik, di antaranya menyediakan media
informasi dan pengaduan yang representatif agar masyarakat memiliki akses yang mudahuntuk memperoleh informasi dan
menyampaikan keluhan (pengaduan) terhadap pelayanan dan sikap/tingkah laku aparatur di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam
memperaleh pelayanan dar aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya. Unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah:

* Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan vyang diberikan kepada masyarakat dilihat dar  sisi
kesederhanaan alur pelayanan;

* Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai
dengan jenis pelayanannya;

* Kejelasan pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta
kewenangan dan tanggung jawabnya);

* Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi
waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

= Tanggung jawab petugas pelayanan, vaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan
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penyelesaian pelayanan Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas

dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

* Kecepatan pelayanan, yaitu target wakiu pelayanan dapat diselesaikan dalam wakiu yang telah ditentukan oleh unit
penyelenggara pelayanan;

* Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat
yang dilayani;

* Kesopanan dan keramahan pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara sopan dan ramahserta saling menghargai dan menghormati;

* Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarmya biaya yang ditetapkan ocleh uwnit
pelayanan;

* Kepasftian biaya pelayanan, yailu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

* Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

* Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat
memberikan rasa nyamankepada penerima pelayanan;

* Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana
yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risikc yang

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Untuk mengukur seberapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik dilakukan survei terhadap
masyarakat terhadap kepuasan pelayanan yvang telah diterima. Awal tahun 2016, Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum
dan HAM RI telah membuat sarana pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui sebuah aplikasi Indeks Kepuasan

Masyarakat berbasis web. Aplikasi ini dapat digunakan mulai dari tingkat Eselon | sampai kepada tingkat Unit Pelaksana Teknis.
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Guna meningkatkan mutu layanan dan kualitas kerja yang lebih baik di masa yang akan datang maka Kementerian Hukum dan

HAM Rl mengimplementasikan aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat yang diolah oleh Pusdatin Kementerian Hukum dan HAM
Rl. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM D.l. Yogyakarta dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja
Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022:
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Grafik 3.16 Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.L
Yogyakarta Tahun 2022

Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja Pemasyarakatan di Lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DL Yogyakarta Tahun 2022

wa
szsz 9341 AL gagy  gpa ¥R mam gpyz 9302 9301 5301 3340 558 g,

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ :
20

*"’fffﬁffffffff

fffi@” S

8

m
o

=l
o

2

i
o

&

[
o

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 20



o i B2 855e

Tabel 3.19 Perhitungan Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah D.l. Yogyakarta Tahun 2022

SASARAN

Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemasyarakatan yang
berkuslitas di wilayah

INDIKATOR KINERJA

Indeks penyelenggaraan
pemasyarakatan di wilayah

TARGET
81%

REALISASI]

104%

Rata-rata Milai Indeks seluruh satuan
karja Pemasyarakatan berdasarkan rata-
rata keselurvhan relaisasi
Kinera Kegiatan (dirata-ratakan dalam
satahun) dalam satuan persen

Indikator

PERSEMTASE CAPAIAMN KERJA
Realizasi dibagi target dikali 100%

104%
81%

)Xlt}ﬂ = 145%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2022 satuan kerja Pemasyarakatan Kantor Wilayah D.l. Yogyakarta
memperoleh nilai dari rata-rata keseluruhan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 104%. Jika dibandingkan dengan target tahun

2022 sebesar 81%, maka nilai capian kinerja penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah D.l. Yogyakarta adalah 145%.

Tabel 3.20 Perbandingan Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah

SASARAN

1 Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah

2022
RENSTRA LKjIP PERJANJIAN KINERJA
31% B1% 31%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar

a) Persentase Menurunnya Persentase Tahanan yang Overstaying

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode 1 Januari 2022 — 31 Desember 2022 yaitu :
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Tabel 3.21 Penghuni dan Kapasitas Hunian Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2022

No Satuan Kerja Jumlah Tahanan Jumlah Tahanan Overstaying Persentase

1 Lapas Kelas IlA Yogyakaria 3 4] 100%

2 Lapas Markotika Kelas IlA Yogyakaria B85 4] 100%

3 | Lapas Kelas lIB Sleman 93 0 100%

L Lapas Kelas |IB Wonosari 41 4] 100%

5 Lapas Perempuan Kelas [IB Yogyakarta 34 4] 100%

] LPKA Kelas Il Yogyakarta 3 4] 100%

T Rutan Kelas 1A Yogyakarta 168 4] 100%

B Rutan Kelas (1B Bantul 19 1] 100%

9 | Rutan Kelas 1B Wates 26 0 100%

TOTAL 472 o 100%
Tabel 3.22 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Overstaying di Wilayah D.l. Yogyakarta Tahun 2022
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSEMNTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Persentase menurunnya B0% 100% - Jumlah tahaman yang | Realisasi dibagi target dikali 100%
Pelayanan Tahanan di | tahanan yang overstaying overstaying dibagi jumlah tahanan dikali
wilayah sesuai standar 100% {lﬂﬂ%}an% - 125%
B0%
100%-(,7,)X100% = 100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase tahanan yang overstaying satuan kerja di Wilayah D.l. Yogyakarta
pada tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 80%, maka capaian kinerja penurunan
persentase tahanan yang overstaying adalah 125%.
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Tabel 3.23 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

2022
NO SASARAMN
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying B0% B 30%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Persentase Tahanan yang Mempercleh Layanan Penyuluhan Hukum

Tabel 3.24 Tahanan yang Memperoleh Penyuluhan Hukum di Wilayah D.. Yogyakarta

No Satuan Kerja Jumlah Tahanan Jumlah Tahanan yang memperoleh Penyuluhan Hukum
1 Lapas Kelas IlA Yogyakaria a 3
2 Lapas Markotika Kelas IlA Yogyakaria a5 a1
3 Lapas Kelas IIB Sleman 93 103
B Lapas Kelas 1B Wonosari 41 o]
5 Lapas Perempuan Kelas [IB Yogyakarta 34 30
i} LPKA Kelas Il Yogyakarta 3 1
T Rutan Kelas [IA Yogyakarta 168 201
B Rutan Kelas 1B Bantul 19 19
g Rutan Kelas [IB Wates 26 aw

TOTAL 472 524
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Tabel 3.25 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

SASARAN

Meningkatnya
Pelayanan Tahanan di
wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA

Persentase Tahanan yang
mempercleh Layanan
Penyuluhan Hukum

TARGET
80%

REALISASI]

Jumlah tahanan yang mempercleh
layanan penyuluhan hukum dibagi

jumlah tahanan dikali 100%

{524

477 )JL“I{JIHE = 100%

PERSEMTASE CAPAIAMN KERJA
Realizasi dibagi target dikali 100%

{iﬂ'ﬂl%

Py }an% = 1300

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Lembaga Pemasyarakatan dan

Rumah Tahanan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. ¥Yogyakarta periode 1 Januari sampai

dengan 31 Desember 2022 sebesar 472 Tahanan, sedangkan yang memperocleh penyuluhan hukum sebesar 524 Tahanan.

Maka perhitungan persentase realisasi sebesar = (324/472) x 100% = 100%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar =
{100/80) = 100% = 139%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 80%, maka capaian kinerja penurunan

persentase tahanan yang overstaying adalah 139%.

Tabel 3.26 Perbandingan Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

2022
NO SASARAMN -
REMSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase Tahanan yang mempersleh Layanan Penyuluhan Hukum B0% B0 B0%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjlP, dan Perjanjian Kinerja.
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c) Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum

Tabel 3.27 Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum

No Satuan Kerja Jumlah Pemohon Jumlah Tahanan yang memperaleh Bantuan Hukum Persentase
1 Lapas Kelas IlA Yogyakaria 3 3 100%
2 Lapas Markotika Kelas IlA Yogyakarta B85 a1 107%
3 Lapas Kelas IIB Sleman a3 103 111%
E Lapas Kelas |IB Wonosari 41 ] 5%
5 Lapas Perempuan Kelas [IB Yogyakarta 34 3o BA%
] LPHA Kelas Il Yogyakarta 3 1 33%
T Rutan Kelas [IA Yogyakarta 168 201 120%
B Rutan Kelas 1B Bantul 19 19 100%%
o Rutan Kelas [IB Wates 26 ar 142%

TOTAL 472 524 111%

Tabel 3.28 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum di Wilayah D.L. Yogyakarta

Meningkatnya
Pelayanan Tahanan di
wilayah sesuai standar

SASARAN

memperoleh Fasilitasi
Bantuan Hukum

INDIKATOR KINERJA
Persentase Tahanan yang

TARGET
80%

REALISASI
Jumlah tshanan yang memperoleh
fasilitas bantuam hukum dibagi jumlah
tehanan yang mengajukan permohonan
bantuan hukum dikali 100%

{524

P ]xwm = 100%

PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Realizasi dibagi target dikali 100%

{ID'D%

P )xmn% = 130%
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase tahanan yang memperoleh fasilitas banfuan hukum di Wilayah D.L.

Yogyakarta pada tahun 2022 adalah 111%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu 80%, maka capaian kinerja

persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum adalah 111%, maka capaian kinerja penurunan persentase

tahanan yang overstaying adalah 139%.

Tabel 3.29 Perbandingan Persentase Tahanan yang mempercleh Fasilitasi Bantuan Hukum

2022
NOD SASARAMN -
REMSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum B0% B B0%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

3) Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

Resiko Tinggi

a) Persentase narapidana yang mempereleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian

kepribadian

Tabel 3.30 Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Jumlah Marapidana Resiko

Jumlah Marapidana yang Memperoleh

No Satuan Kerja Tinggi yang Mendapatkan Milai Baik dengan Predikat Memuaskan Persentase
Program Pembinaan pada Instrumen Penilaian Kepribadian
1 Lapas Kelas |lA Yogyakaria 435 435 100%
2 Lapas Markotika Kelas IIA Yogyakaria 335 335 100%
3 Lapas Kelas IIB Sleman 182 182 100%
L Lapas Kelas |IB Wonosari 110 110 100%
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5 Lapas Perempuan Kelas [IB Yogyakarta 110 106 06, 36%
i} LPKA Kelas Il Yogyakarta 10 10 100%
7 | Rutan Kelas IA Yogyakarta 119 a4 78.00%
B Rutan Kelas 1B Bantul 53 53 100%
8 [ Rutan Kelas 1B Wates 42 42 100%
TOTAL 1406 1377 9T%

Tabel 3.31 Perhitungan Kinerja Persentase Marapidana yang Memperoleh Milai Baik
dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMTASE CAPAIAM KER.JA
Meningkatnya Persentase narapidana yang 65% Jumlah narapidana yang memperoleh | Realisasi dibagi target dikali 100%
Felayanan Pembinaan | memperaleh nilai baik dengan nilai baik dengan predikat memuaskan
Kepribadian, Pelatihan | predikat memuaskan pada pada Instrumen Penilsian Kepribadian {9?%) X100% = 150%
Viokasi, Pendidikan | instrument penilaian dibagi jumlah narapidana resiko finggi 65% -
dan Penanganan | kepribadian a .

Narapidana Resiko ]rfmg. mendapatkan program pembinaan
Tinggi dikali 100%
1377
X100% = 97
(140) ¥100% = 97%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana yang mempercleh nilai baik dengan predikat memuaskan
pada Instrumen Penilaian Kepribadian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D 1. Yogyakarta tahun 2022
adalah 97%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 65%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut
adalah 150%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang mempercleh nilai baik dengan predikat memuaskan

pada Instrumen Penilaian Kepribadian telah sesuai dengan standar.
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Tabel 3.32 Perbandingan Persentase narapidana yang mempercleh nilai baik

dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

NO SASARAMN - e
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat 6% E5% E5%
memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
b) Persentase Marapidana yang Mendapatkan Hak Remisi
Tabel 3.33 Persentase Marapidana yang Mendapatkan Hak Remisi
Jumlah Narapidana yang Memenuhi .
No Satuan Kerja Syarat Subtantif dan Administratif J':ﬂmh: Na:a.’;;nd;:ay.al:ug Persentase
Untuk Diusulkan Mendapat Remisi endapatian hemisi
1 Lapas Kelas IlA Yogyakaria G4 586 o0%
2 Lapas Markotika Kelas IlA Yogyakaria 564 FET 131%
3 Lapas Kelas IIB Sleman 258 230 BO%
4 Lapas Kelas |IB Wonosari 1687 195 117T%
5 Lapas Perempuan Kelas [IB Yogyakarta 134 172 128%
] LPKA Kelas Il Yogyakarta 45 32 T0%
7 Rutan Kelas 1A Yogyakarta 104 ar 93%
B Rutan Kelas (1B Bantul @0 o 101%
] Rutan Kelas 1B Wates 167 58 35%
TOTAL 2124 2198 103%
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Tabel 3.34 Perhitungan Kinerja Persentase Marapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

SASARAN

Meningkatnya
Pelayanan Pembinaan
Kepribadian, Pelatihan

Wokasi, Pendidikan
dan Penanganan
Marapidana Resiko
Tinggi

INDIKATOR KINERJA

persentase narapidana yang
mendapatkan hak remisi

TARGET
08%

REALISASI]

Jumlah narapidana yang mendapatkan
Remisi dibagi jumlah narapidana yang
memenuhi  syarat  subtantf  dan
administratif untuk divsulkan mendapat
remisi dikali 100%

(1 o0 -om

PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Realisasi dibagi target dikali 100%
{'DE%

mw) X100% = 106%

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase realisasi narapidana yang mendapatkan Hak Remisi sebesar 100%

dimana target kinerja yvang ditetapkan adalah 98%. Dengan demikian, capaian kinerja Persentase MNarapidana yang

Mendapatkan Hak Remisi di Lingkungan Kantor Wilayah D.l. Yogyakarta tahun 2022 adalah 106%. Capaian ini telah sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.35 Perbandingan persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

2022
NO SASARAMN -
REMSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 98% 98% 9B%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.
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c) Persentase Marapidana yang mendapatkan Hak Integrasi

Tabel 3.36 Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

No Satuan Kerja Jumlah Marapidana Narapidana yang Mendapatkan Integrasi Persentase
1 Lapas Kelas IIA Yogyakarta 127 131 103%
2 Lapas Markotika Kelas IlA Yogyakaria 214 220 103%
3 Lapas Kelas IIB Sleman o8 114 116%
4 Lapas Kelas |IB Wonosari 54 114 211%
5 Lapas Perempuan Kelas [IB Yogyakarta 41 Ta 183%
i} LPKA Kelas Il Yogyakarta 14 a0 214%
T Rutan Kelas [IA Yogyakarta 13 131 1008%
B Rutan Kelas I8 Bantul 50 115 230%
9 Rutan Kelas [IB Wates 28 63 225%

TOTAL 639 a7 156%

Tabel 3.37 Perhitungan Kinerja Persentase Marapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

SASARAMN INDIKATOR KINERJA | TARGET REALISAS] PERSEMTASE CAPAIAMN KER.JA
Meningkatnya Pelayanan | persentase narapidana B0% Jumlah narapidana yang mendapatkan | Realisasi dibagi target dikali 100%
FEII‘I'I:.I-I'IEEI'I _K-Epri:le_u:!inn. yang me!m:hpalkm hak Integrasi dibagijumlah narapidana dikali
Pelatihan Vokasi, F"endlfitm integrasi 100% {15ﬁ%}an% — 1055
dan Penanganan Marapidana B0%

Resiko Tinggi 907
X100% = 156
{639) e o
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Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi sebesar 156% dimana target

kinerja yang ditetapkan adalah 80%. Dengan demikian, capaian kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

di Lingkungan Kantor Wilayah D.l. Yogyakarta tahun 2022 adalah 195%. Capaian ini telah sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.
Tabel 3.38 Perbandingan persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
2022
NOD SASARAMN -
REMSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi B0% B B0%
Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjlIP, dan Peranjian Kinerja.
d) persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
Tabel 3.30 Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan
" Jumlah Marapidana yang Tidak Memiliki MNarapidana yangMendapatkan
Mo Satuen Kere Latar Belakang Pendidikan Formal Pendidikan Persenisse
1 Lapas Kelas |4 Yogyakarta NIHIL NIHIL MIHIL
2 Lapas Markotika Kelas IIA Yogyakarta NIHIL MNIHIL NIHIL
3 Lapas Kelas IIB Sleman NIHIL NIHIL MNIHIL
L Lapas Kelas |IB Wonosari HNIHIL MHIHIL MIHIL
TOTAL HNIHIL HIHIL HIHIL
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Tabel 3.40 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMTASE CAPAIAM KER.JA
Meningkatnya persentase narapidana yang B0% - Tidak terdapat Moll/PKS dan Dipa
Pelayanan Pembinaan | mendapatkan hak Pendidikan Anggaran terkait program
Kepribadian, Pelatihan pembinaan (pendidikan tinggi bagi
okasi, Pendidikan WBF) pada Lapas/Rutan di wilayah
dan Penanganan Kanwil kemenkumham DIY
Marapidana Resiko
Tinggi

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa seluruh narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal tidak
mendapatkan hak pendidikan. Adapun target kinerja yang ditetapkan adalah B80%. Dengan demikian, capaian kinerja
Persentase Narapidana yvang Mendapatkan Hak Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah D.l. Yogyakarta tahun 2022 adalah
0%. Capaian kinerja tersebut belum mencapai target yang telah ditenfukan. Adapun penyebab tidak tercapainya target tersebut
adalah Tidak terdapat MoU/PKS dan Dipa Anggaran terkait program pembinaan (pendidikan tinggi bagi WWBP) pada
Lapas/Rutan di wilayah Kantor Wilayah D.l. Yogyakarta.

Tabel 3.41 Perbandingan persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan

2022
NO SASARAMN -
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan B0% B0 B0%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
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e) Persentase Marapidana resike tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin

Tabel 3.42 Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Jumlah Marapidana Resiko Tinggi Jumlah Marapidana yang Berubah
No Satuan Kerja yang Mendapatkan Program Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dar| Persentase
Pembinaan Disiplin
1 Lapas Kelas |4 Yogyakarta HNIHIL NIHIL MIHIL
2 Lapas Markotika Kelas IIA Yogyakaria NIHIL NIHIL MIHIL
3 Lapas Kelas IIB Sleman NIHIL NIHIL MHIHIL
4 Lapas Kelas |IB Wonosari MIHIL HIHIL MIHIL
5 Lapas Perempuan Kelas 1B Yogyakarta NIHIL HIHIL HIHIL
TOTAL HNIHIL HIHIL HIHIL
Tabel 3.43 Perhitungan Kinerja Persentase Marapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMTASE CAPAIAMN KERJA
Meningkatnya Persentase Marapidana 15% Jumlah narapidana yang berubah | Realisasi dibagi target dikali 100%
FEIEI:!I'EI'HH Fan'l:li'!aan I'EGI:kD tinggi yang b_El'lJbﬂI perilakunya menjadi sadar, patuh dan
Kapnh.ﬂci.an, Pelatinan | perilakunya r_'na|.1}ad| Sadar, disiplin dibagi jumlah narapidana resiko 100%
::HEII, F:::::[nﬂ: Patuh dan Dispilin tnggi yang mendapatkan
Marapidana Fiomkn pembinaan dikali 100%
Tinggi

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh
dan digiplin di LingkungankKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 adalah 100%. Di tahun
2022 UPT Pemasyarakatan di D.l. Yogyakaria tidak terdapat Narapidana resiko tinggi. Jika dibandingkan dengan target pada
tahun 2022 sebesar 15%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%. Dengan demikian, kinerja persentase

narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin telah sesuai dengan standar.
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Tabel 3.44 Perbandingan Persentase Marapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin

2022
NO SASARAMN -
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
Persentase Marapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya
1| menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin S o S

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
f) Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Tabel 3.45 Marapidana yang Mempercleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

No Satuan Kerja Jumlah Marapidana J“mhh:a:;ii;::;:;:ﬂ:fk:;'gi:;:ﬁ; E:ididi o Persentase
1 Lapas Kelas IIA Yogyakarta 427 160 40%
2 Lapas Markotika Kelas IIA Yogyakaria 440 120 2T%
3 Lapas Kelas IIB Sleman 201 oz 46%
E Lapas Kelas |IB Wonosari 111 Ta T1%
5 Lapas Perempuan Kelas [IB Yogyakarta 128 TO 54
TOTAL 1308 530 41%
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Tabel 3.46 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Mempercleh Pendidikan dan Pelatihan Wokasi Bersertifikasi

SASARAN

Meningkatnya
Pelayanan Pembinaan
Kepribadian, Pelatihan

Wokasi, Pendidikan
dan Penanganan
Marapidana Resiko
Tinggi

INDIKATOR KINERJA

Persentase narapidana yang
memperoleh Pendidikan dan
pelatihan vokasi berserifikasi

TARGET
28%

REALISASI]

Jumlah narapidana yang mempercleh
pendidikan dan  pelathan  wokasi
bersertifikasi dibagi jumlah narapidana
dikali 100%

{lgzinstm-u% = 41%

PERSEMTASE CAPAIAMN KERJA
Realisasi dibagi target dikali 100%

{41%

m%) X100% = 144%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase
bersertifikasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian

dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 28%,

narapidana yang mempercleh pendidikan dan pelatihan vokasi
Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 adalah 41%. Jika

maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 114%. Dengan

demikian, kinerja persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi di Lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.47 Perbandingan Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

SASARAMN

vokasi berseriifikasi

Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan

2022
REMSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KIMERJA
2B% 28% 2B%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA

105



' & @ S KEmENKUMHAM
o [ 2 xS ®

g) Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Tabel 3.48 Marapidana yang Bekerja dan Produktif

. Jumlah Marapidana yang Mendapat Jumlah Marapidana yang Bekerjadan
e Salisan Ky Program Asimilasi Produktif i
1 Lapas Kelas IlA Yogyakarta 427 448 105%
2 Lapas Markotika Kelas LA Yogyakaria 440 344 T8%
3 Lapas Kelas IIB Sleman 201 213 106%
L Lapas Kelas |IB Wonosari 11 4440 341 %
5 Lapas Perempuan Kelas 1B Yogyakarta 129 550 433%
TOTAL 1308 2004 153%
Tabel 3.49 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMTASE CAPAIAMN KERJA
Meningkatnya Persentase narapidana yang 67% Jumlah narapidana yang mendapat | Realisasi dibagi target dikali 100%
Pelayanan Pembinaan | bekerja dam produktif program  asimilasi  dibagi  jumiah —
Kepribadian, Pelatinan narapidana yang bekerja dan produktf —
Wokasi,  Pendidikan R yang hekera dan p { ey }xmn%_ 229%
dikali 100%
dan Penanganan
Marapidana Resiko
Tinag 550
agi {121; X100% = 153%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana yang bekerja dan produktif di Lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 adalah 153%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022
sebeszar 67%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 229%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana
yang bekerja dan produktif di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 telah

sesuai dengan standar.
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Tabel 3.50 Perbandingan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

2022
NO SASARAMN -
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif 6% 67T% 6%
Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.
h) Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi
Tabel 3.51 Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi
. Jumlah Marapidana yang Tidak Memiliki Marapidana yang Mengikuti
Mo Satusn Kerje Latar Belakang Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi Persaniase
1 Lapas Kelas |4 Yogyakarta MIHIL NIHIL MIHIL
2 Lapas Markotika Kelas ILA Yogyakarta MNIHIL MNIHIL MIHIL
3 Lapas Kelas IIB Sleman HIHIL NIHIL MHIHIL
4 Lapas Kelas |IB Wonosari MIHIL HIHIL MIHIL
5 Lapas Perempuan Kelas 1B Yogyakarta HIHIL HIHIL HIHIL
TOTAL HIHIL HIHIL HIHIL
Tabel 3.52 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi
SASARAMN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSEMTASE CAPAIAMN KERJA
Meningkatnya Pelayanan | Jumlah Narapidana yang mengikuti | 30 Orang - Tidak terdapat Moll/PKS dan Dipa
Pembinaan Kepribadian, | Pendidikan Tinggi Amggaran terkait program
Pelatihan Vokasi, Pendidikan pembinaan (pendidikan tinggi bagi
dan Penanganan Marapidana WEFP) pada Lapas/Rutan di wilayah
Resiko Tinggi Kamwil kemenkumham DY

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa seluruh narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi tidak mendapatkan hak
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pendidikan. Adapun target kinerja yang ditetapkan adalah 30 Orang. Dengan demikian, capaian kinerja Persentase narapidana
yvang mengikuti pendidikan tinggi di Lingkungan Kantor Wilayah D.l. Yogyakarta tahun 2022 adalah 0%. Capaian kinerja tersebut

belum mencapai target yang telah ditentukan. Adapun penyebab fidak tercapainya target tersebut adalah Tidak terdapat

Moll/PKS dan Dipa Anggaran terkait program pembinaan (pendidikan tinggi bagi WBP) pada Lapas/Rutan di wilayah Kantor
Wilayah D.l. Yogyakarta.

Tabel 3.53 Perbandingan Jumlah Marapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi

2022
NO SASARAN
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Jumlah Marapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi 30 orang 30 orang 30 orang

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

4) Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai Standar

a) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

Tabel 3.54 Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas {Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)

No Satuan Kerja Jumlah Basandan Baran Jumlah BasanBaran yang Dipelihara | Persentase
1 Rupbasan Kelas | Yogyakarta 28 28 100%
2 Rupbasan Kelas |l Bantul kb A 100%
3 Rupbasan Kelas || Wonosari o a 100%
E Rupbasan Kelas |l Wates 4 4 100%
TOTAL T2 T2 100%
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Tabel 3.55 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Persentase benda sitaan dan T0% Jumlah benda sitaan dan barang | Realisasi dibagi target dikali 100%
Pelayanan barang rampasan yang rampasan yang terjaga  kuantitas —

E:'nuablﬂr I?iaaa: Emrfmkmlrtﬂﬂ dan {jumiah) dan kualitasnya (nilai) dibagi { %) X100% = 144%
o T L B jumnlah seluruh basan baran dikali 100% T0%
sesuai standar
72
X100% = 10
{?Z} = o

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah)
dan kualitasnya (nilai) di Wilayah D.l. Yogyakarta pada tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun

2022 yaitu 70%, maka capaian kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan
kualitasnya (nilai) adalah 144%. Dengan demikian, kinerja pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga

kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai} di Wilayah D.l. Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan.

Tabel 3.56 Perbandingan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

NO SASARAMN e
REMNSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 F"araarlﬂﬂa benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas 70% 708 70%
dan kuantitasmya

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
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b) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

Tabel 3.57 Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

No Satuan Kerja J“mla[llﬂlznrkﬁ:igti;ﬂ:ﬂ:::rﬁ legl;;nkrah Jumlah Enréic_l:kﬁ-ai;iﬂ:iranq Telah Persentase
1 Rupbasan Kelas | Yogyakarta 28 24 86%
2 Rupbasan Kelas |l Bantul kL 21 6%
3 | Rupbasan Kelas | Wonosari 9 4 44%
E Rupbasan Kelas |l Wates El 18 450%
TOTAL T2 &7 93%

Tabel 3.58 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Basan baran yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Persentase benda sitaan dan 60% Jumlah benda sitaan dan barang | Realisasi dibagi target dikali 100%
Pelayanan barang rampasan yang rampasan yang Inkrah dibagi jumiah
Pengelolaan  Basan | dikeluarkan berdasarkan benda sitaan yang telah disksekusi dikali {9?%}xmn% — 156%
Baran di  wilayah | putusan yang berkuatan 100% a0
sesuai standar hukum tetap

o X10 93
(72) ¥100% = 93%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase basan dan baran yang telah Inkrah dan telah dieksekusi di Satuan Kerja
Rupbasan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.|. Yogyakarta adalah 93%. Jika dibandingkan dengan
target pada tahun 2022 yaitu 60%, maka capaian kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan
berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah 156%. Dengan demikian, kinerja pengelolaan basan baran yang

dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap telah sesuai dengan standar.
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Tabel 3.58 Perbandingan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

2022
NO SASARAMN -
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan 0%
1 berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap 0% i

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

3) Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar
lembaga di wilayah sesuai standar

a) Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga

Tabel 3.60 Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga

o — il o et e
1 | Balai Pemasyarakatan Kelas | Yogyakarta 5191 3687 1%
2 Balai Pemasyarakatan Kelas Il Wonosari 3094 2083 DE%
TOTAL 8285 6670 81%

Tabel 3.61 Perhitungan Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga

SASARAN INDIKATOR KINER.JA TARGET REALISAS] PERSEMTASE CAPAIAMN KERJA
Meningkatnya pelayanan | Persentase klien usia 50% Jumlah klien wusia produktif yang | Realisasi dibagi target dikali 100%
pembimbingan Hien | produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan
pemasyarakatan  dan | memperoleh atau di luar lembaga dibagi jumiah klien usia (‘31% X161%
pemenuhan hak | melanjutkan pekerjaan di 5

rodukdif dikali 100%
pendidikan  klien anak | luar lembaga i '

pada luar lembaga di
wilayah sesuai standar

{::;:Jxmn% = B1%
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar
lembaga di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum danmn HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 adalah 81%. Jika

dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 530%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 161%. Dengan

demikian, persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga di Lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.62 Perbandingan Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga

NO SASARAMN e
REMNSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 F"em-a_rluaa klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan L% £ L%
pekerjaan di luar lembaga

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

Dalam mewujudkan peningkatan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah sesuai standar indikator kinerja
vaitu Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara maka diperlukan peningkatan kualitas dan kompetensi
sumber daya manusia, terutama bagi pembimbing kemasyarakatan (PK) yang dapat dilakukan melalui pendidikan yang lebih
tinggi, pelatihan, bimbingan teknis, diseminasi, serta kegiatan lain yang dapat mendukung dan menambah wawasan. Selain
itu, jumiah sumber daya manusia harus sebanding dengan jumlah klien pemasyarakatan yang ditangani sehingga
pembimbingan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai standar. Proses Peradilan Anak dilakukan setelah ada permintaan
Litmas dari Kepolisian/Penyidik. Adapun setelah itu penyusunan litmas anak oleh Pembimbing Pemasyarakatan di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.. Yogyakarta. Berikut tabel jumlah pendampingan anak selama 2022 di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta :
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Tabel 3.63 Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

-'Z'i".' KEMENKUMHAM

AN WL D, | PO YR EE

No Satuan Kerja Jumlah Pendampingan Anak yang lﬂendapat_llan Putusan Pidana Persentase
Anak Penjara
1 Balai Pemasyarakatan Kelas | Yogyakarta 339 252 T4%
2 Balai Pemasyarakatan Kelas Il Wonosar 60 35 58%
TOTAL 309 287 T2%

Tabel 3.64 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

INDIKATOR

SASARAN KINERJA TARGET REALISASI PERSEMTASE CAPAIAMN KERJA
Meningkatnya pelayanan | Persentase 60% Jumlah Anak wang mendapatkan | Realisasi dibagi target dikali 100%
pembimbingan klien | Menurunnya Anak putusan pidana penjaradibagi jumiah
pemasyarakatan dan pemenuhan | yang mendapatkan pendampingan Anak dikali 100% T2% X100% = 120%
hak pendidikan klien anak pada luar | putusan pidana G0% -
lembaga di wilayah sesuai standar | penjara 287

(31;9) X100% = 72%

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase realisasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara sebesar 72%

dimana target kinerja yang ditetapkan adalah 60%. Dengan demikian, capaian kinerja persentase anak yang mendapatkan

putusan pidana penjara di Lingkungan Kantor Wilayah D.l. Yogyakarta tahun 2022 adalah 120%. Dengan demikian, persentase

realisasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DL

Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.65 Perbandingan Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

NO SASARAMN s
REMNSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 :’:rr;arr:aaa Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana 55% 0% 60%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjlIP, dan Peranjian Kinerja.
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c) Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh

haknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Fokus utama UU SPPA adalah restorative justice yaitu hukuman
diberikan bukan untuk membalaskan dendam, melainkan untuk mengembalikan anak tersebut menjadi baik. Salah satu
implementasi dari upaya ini ialah dengan pemberian diversi, yaitu penyelesaian kasus secara kekeluargaan di luar ruang
lingkup pidana. Anak yang terlibat dalam masalah pidana juga diberikan hak-hak khusus sebagaimana tercantum dalam
Pasal 3 UU SPPA, salah satunya ialah hak untuk tetap memperocleh pendidikan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan
oleh Balai Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 tetap
memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal Pendidikan. Berikut data jumlah anak yang
melanjutkan Pendidikan pada Balai Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.

Yogyakarta :
Tabel 3.66 Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

Satuan Kerja Jumlah klien anak Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan Persentase

LPKA Kelas Il Yogyakaria 303 215 T1%
Tabel 3.67 Perhitungan Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya
SASARAN INDIKATOR KINERJA | TARGET REALISASI PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pelayanan | Persentase klien Anak 30% Jumilah klien anak yang | Realisasi dibagi target dikali 100%
pembimbingan klien | yang terpenuhi hak melanjutkan  pendidikan  dibagi
pemasyarakatan dam pemenuhan | pendidikannya jumiah klien anak dikali 100% (“*)xmn% - 736%
hak pendidikan klien anak pada luar I0%
lembaga di wilayah sesuai standar 215
(303) X100% = 719%
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya di Lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 adalah 71% . Jika dibandingkan dengan target pada tahun

2022 sebesar 30%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 236%. Dengan demikian, persentase klien anak yang
terpenuhi hak pendidikannya di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 telah

sesuai dengan standar.

Tabel 3.68 Perbandingan Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya

NO SASARAMN e
REMNSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya I0% 300 I0%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.

6) Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
a) Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

Tabel 3.69 Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat

" Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan
Satuan Kerja Jumlah anak Keterampilan dan Bersertifikat Persentase
LPKA Kelas Il Yogyakarta 23 23 100%
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Tabel 3.70 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Persentase Anak yang T5% Jumlah anak yang mengikuti kegiatan | Realisasi dibagi target dikali 100%
Pemenuhan Hak [ mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat
Pendidikan Anak di | Pendidikan keterampilan dan dibagi jumiah klien anak dikali 100% {IM%)XIUH% = 133%
LPHA dan | bersertifikat T5%; -
Pengentasan Anak di 33
wilayah sesuai standar {23} X100% = 100%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat sebesar
100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 75%. Maka capaian kinerja persentase anak yang mengikuti kegiatan
pendidikan keterampilan dan bersertifikat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.1. Yogyakarta adalah
133%. Capaian tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.71 Perbandingan Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

NO SASARAMN e
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan

1 dan b iRkt 75% 75% 75%
Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.
b) Persentase Anak yang mempercleh hak integrasi

Tabel 3.72 Anak yang memperoleh hak integrasi
Satuan Kerja Jumlah verifikasi usulan Integrasi anak Jumlah Anak yang memperoleh hak integrasi Persentase
LPHA Kelas Il Yogyakarta 14 30 214%
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Tabel 3.73 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi

SASARAN

Meningkatnya

Pemenuhan Hak
Pendidikan Anak di
LPHA dan
Pengentasan Anak di
wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA

Persentase Anak yang
memperoleh hak integrasi

TARGET
100%

REALISASI]

Jumlah anak yang mendapatkan
program Reintegrasi Sosial dibagi jumlah
anak yangmemenuhi syarat subtantif dan
adminstratif untuk diusulkan
mendapatkan Reintegrasi Sosial dikali
100%

{T:}xmn%=214%

PERSEMTASE CAPAIAMN KERJA
Realisasi dibagi target dikali 100%

214%
(1ume1m%_214

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang memperocleh hak integrasi sebesar 214% dimana target realisasi
pada tahun 2022 adalah 100%. Maka capaian kinerja persentase anak yang mempercleh hak integrasi di Lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 214%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.
Tabel 3.74 Perbandingan Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
NO SASARAN 2022
REMSTRA LKjIP PERJAMNJIAN KINERJA
1 Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi 100% 100% 100%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.
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c) Persentase Anak yang mempercleh Hak Pengasuhan sesuai standar

Tabel 3.75 Anak yang mempercleh Hak Pengasuhan sesuai stamdar

Satuan Kerja Jumlah anak Jumlah Anak yang mempercleh Hak Pengasuhan sesuai standar Persentase

LPKA Kelas Il Yogyakaria 23 23 100%

Tabel 3.76 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang memperaleh Hak Pengasuhan sesuai standar

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE CAFPAIAN KERJA
Meningkatnya Persentase Anak yang B0% Jumlah amak yamg memperoleh hak | Realisasi dibagi target dikali 100%
Pemenuhan Hak | memperoleh Hak pengasuhan sesusi standar  dibagi
LPHA dan 80%

Pengentasan Anak di 27
wilayah sesuai standar {zz}xmu% = 1004

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar sebesar 100% dimana
target realisasi padatahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai
standar di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. ¥ogyakarta adalah 125%. Capaian tersebut telah

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.77 Perbandingan Persentase Anak yang mempercleh Hak Pengasuhan sesuai standar

NO SASARAN i 2022
REMNSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar B0% B0 B0%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.
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d) Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Tabel 3.78 anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Satuan Kerja Jumlah anak Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non fermal Persentase

LPKA Kelas Il Yogyakarta 23 23 1007%

Tabel 3.70 Perhitungan Kinerja Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMTASE CAPAIAM KER.JA
Meningkatnya Persentase anak yang B0% Jumlah anak yang mengikuti pendidikan | Realisasi dibagi target dikali 100%
Femenuhan Hak | mengikuti pendidikan formal formal dan non formal dibagi jumlsh total
Eam:h:ikm Anak d;. dan non formal anak dikali 100% {IM%)XIDH%= 125%

PHA, n 80%
Pengentasan Anak di 23
wilayah sesuai standar {23} X100% = 100%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal sebesar 100% dimana
target realizasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase anak mengikuti pendidikan formal dan non
formal di Lingkungan Kantor Wilayah KementerianHukum dan HAM D.l. Yogyakarta adalah 125%. Capaian tersebut telah sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.80 Perbandingan Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

NO SASARAMN e
REMNSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal B0% B B0%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Peranjian Kinerja.
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7) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

a) Persentase pengaduan yang diselesaikan

Tabel 3.81 Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

No Satuan Kerja Jumlah Pengaduan Yang Masuk Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan | Persentase
1 Lapas Kelas IlA Yogyakaria 4] i} L]
2 Lapas Markotika Kelas IlA Yogyakaria 4] i} a
3 Lapas Kelas IIB Sleman 1 1 100%
4 Lapas Kelas |IB Wonosari 4] o a
5 Lapas Perempuan Kelas [IB Yogyakarta 1 1 100%
i} LPKA Kelas Il Yogyakarta 4] i} L]
T Rutan Kielas [IA Yogyakarta 1 1 100%
B Rutan Kelas 1B Bantul 0 0 0
o Rutan Kelas [IB Wates 0 1] 0
TOTAL 3 3 100%
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Tabel 3.82 Perhitungan Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMTASE CAPAIAM KER.JA
Meningkatnya Persentase pangaduan yang B0% Jumlah anak yang mengikuti pendidikan | Realisasi dibagi target dikali 100%
Meningkatnya Kualitas | diselesaikan formal dan non formal dibagi jumilsh total
Penyelenggaraan anak dikali 100% 100%; X100% = 125%
Pemasyarakatan di /0% -

Bidang Keamanan dan 3
Ketertiban (g)xlu-u% = 100%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard sebesar 100% dimana target
realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard di
Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 125%. Capaian tersebut telah sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.83 Perbandingan Persentase pengaduan yang diselesaikan

2022
NO SASARAN
REMSTRA LKjIP PERJAMNJIAN KINERJA
1 Persentase pengaduan yang diselesaikan B0% B B0%
Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
b) Persentase pencegahan gangguan kamtib
Tabel 3.84 pencegahan gangguan kamtib
Mo Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtib Terlaksana Persentase
1. Sidak 14 14 100%

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 121



) ﬁ @ﬁf;@m

-'Z'i".' KEMENKUMHAM
- <

15,
Satopspatnal 20 20
3. Tes urine 15 15 100%
4. Razia 16 16 100%
5. Monev 47 47 100%
Total 112 112 100%

Tabel 3.85 Perhitungan Kinerja pence-gahan gangguan kamtib

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Persentase pencegahan T0% Jumlah pencegahan gangguan kamtib | Realisasi dibagi target dikali 100%
Meningkatnya Kualitas | gangguan kamtib yang diselesaikan dibagi  jumlah 100%

Penyelenggaraan pelaksanan pencegshan  gangguan { }
X100% = 143%
Permaymakatan o kamtib dikali 100% 70%

Bidang Keamanan dan
Hetertiban

() 10m - o

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pelaksanaan pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah sebesar 100%
dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 70%. Maka capaian kinerja persentase pencegahan gangguan kamtib yvang
dapat dicegah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta adalah 143%. Capaian tersebut
telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.86 Perbandingan Persentase pencegahan gangguan kamtib

NO SASARAN - SRS
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase pencegahan gangguan kamtib 70% 0% T0%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.
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c) Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

Tabel 3.8T kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Marapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

v Setn Ko T Ak | oo e At P S0 perseniase
1 Lapas Kelas IIA Yogyakarta 1] 1] 0
2 Lapas Markotika Kelas IIA Yogyakaria a a a
3 Lapas Kelas |IB Sleman a a a
E Lapas Kelas |IB Wonosari a a a
5 Lapas Perempuan Kelas [IB Yogyakarta 0 0 0
] LPKA Kelas Il Yogyakarta 3 3 100%
T Rutan Kelas 1A Yogyakarta a a L]
] Rutan Kelas I8 Bantul 0 0 0
o Rutan Kelas lIB Wates a a L]
TOTAL 3 3 100%

Tabel 3.88 Perhitungan Kinerja kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Marapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Persentase kepatuhan dan BO% 100% - Jumlsh tahananinapifanak | Realisasi dibagi target dikali 100%
Meningkatnya Kualitas | Disiplin terhadap tata tertib pedaku gangguan kamtib yang
Penyelenggaraan aleh mengulangi  pelanggarannya  dibagi {IEHZI%) -
Pemasyarakatan di | Tahanan/Marapidana/Anak /0% X100% = 125%

jumlah tahanan/napi/anak pelaku

Bidang Keamanan dan | Pelaku gangguan Kamtib a uan kamiib dikali 100%

Ketertiban

[:)xmn% = 100%
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib cleh tahanan/narapidana’anak pelaku

gangguan kamtib sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase

kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib olehtahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib di Lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta adalah 125%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang
telah ditentukan.

Tabel 3.89 Perbandingan Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Marapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

NO SASARAMN e
REMNSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase kepatuhan dan Disiplin lerhadap tata teriib oleh B0% BB B0%
Tahanan/Marapidana/Anak Palaku gangguan Kamtib
Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.
d) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Tabel 3.90 Pemulihan Kendisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
. Jumlah Gangguamn Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Kamitib
Mo Satusn Kerje Kamtilb Secara Tuntas Perseniass
1 Lapas Kelas IlA Yogyakaria a 4] a
2 Lapas Markotika Kelas ILA Yogyakaria a 4] a
3 Lapas Kelas IIB Sleman 1 1 100%
L Lapas Kelas |IB Wonosari 1] 4] L]
5 Lapas Perempuan Kelas 1B Yogyakarta a 4] L]
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LPHA Kelas Il Yogyakarta a 4] a

T Rutan Kielas [IA Yogyakarta 0 0 0

] Rutan Kelas I8 Bantul 0 0 0

9 Rutan Kelas [IB Wates 0 0 0
TOTAL 1 1 100%

Tabel 3.91 Perhitungan Kinerja Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMTASE CAPAIAM KER.JA
Meningkatnya Persentase pamulihan kondisi T0% Jumlah pemulihan kondisi keamanan | Realisasi dibagi target dikali 100%
Meningkatnya Kualitas | keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi jumlah 100%

Penyelenggaraan kamtib secara tuntas uan kamiib dikal 100% _
Pemasyarakatan  di gangg { o }xmn% = 143%
Bidang Keamanan dan 1

Ketertiban () ¥100% = 100%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebesar
100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 70%. Maka capaian kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan
pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta adalah
143%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.92 Perbandingan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

NOD SASARAMN 2hed

REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib
1 sacara tunias e e i

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LKjIP, dan Perjanjian Kinerja.
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8) Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

a) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Tabel 3.93 Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

No Satuan Kerja Jumlah Peml;gz:uan yang Jumlagi::giztil::nn yang Parsantms
1 Lapas Kelas IlA Yogyakaria 1] 1] 0
2 Lapas Markotika Kelas IIA Yogyakarta [i] 1] 0
3 Lapas Kelas IIB Sleman 1 1 100%
L Lapas Kelas 1B Wonosari [i] 1] 0
5 Lapas Perempuan Kelas [IB Yogyakarta 1 1 100%
i} Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas |l Yogyakarta o a 1]
T Rutan Kelas [IA Yogyakarta 1 1 100%
B Rutan Kelas 1B Bantul 0 0 0
9 Rutan Kelas [IB Wates 1] 1] 0
TOTAL 3 3 100%
Tabel 3.94 Perhitungan Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Persentase pangaduan yang B0% Jumlah anak yang mengikuti pendidikan | Realisasi dibagi target dikali 100%
Pelayanan Keamanan | ditindaklanjuti sesuai standar formal dan non formal dibagi jumilah total
:Twahg'::l:?ﬂ;mdaf anak dikali 100% {1;”;?} X100% = 125%
[:)mm% = 100%
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard sebesar 100% dimana target

realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard di
Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 125%. Capaian tersebut telah sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.95 Perbandingan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

2022
. R RENSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 20% B0 20%
Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LKkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
b) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
Tabel 3.96 Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah
No Kegiatan Palaksanaan Pencegahan Gangguan Kamtib Terlaksana Persentase
1. Sidak 14 14 100%
2. Satopspatnal 20 20 100%
3 Tes uring 15 15 100%
4. Razia 16 16 100%
5. Monev 47 47 100%
Total 112 112 100%
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Tabel 3.97 Perhitungan Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

SASARAN
Meningkatnya

dan  Keterliban

Pelayanan Keamanan

wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA
Persentase pancegahan
gangguan kamtib yang dapat
dicegah

TARGET
T0%

REALISAS]
Jumlah pencegahan gangguan kamiib
yang diselesaikan dibagi  jumlah

pelaksanan pencegahan  gangguan
kamtib dikali 100%

{E;}xwm= 100%

PERSEMTASE CAPAIAMN KERJA
Realisasi dibagi target dikali 100%

{lﬂﬂ%

S )an% = 143%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah sebesar 100% dimana target

realisasi pada tahun 2022 adalah 70%. Maka capaian kinerja persentase pencegahan gangguan kamtib yvang dapat dicegah di

Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D 1. Yogyakarta adalah 143%. Capaian tersebut telah sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.08 Perbandingan Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah

NOD SASARAMN 2022
REMSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah T0% T T0%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensira, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
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c) Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Tabel 3.99 Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Marapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Jumlah Jumlah Tahanan/MapilAnak Pelaku
No Satuan Kerja Tahanan/Mapi/AnakPelaku |(Gangguan Kamtib yang Mengulang| Persentase
Gangguan Kamtib Pelanggarannya
1 Lapas Kelas |lA Yogyakaria i} 4] a
2 Lapas Markotika Kelas IIA Yogyakaria o 4] a
3 Lapas Kelas IIB Sleman 0 0 0
4 Lapas Kelas |IB Wonosari o 4] a
5 Lapas Perempuan Kelas [IB Yogyakarta o 4] L]
] Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Il Yogyakaria 3 3 100%
T Rutan Kelas 1A Yogyakarta 1] 0 0
B Rutan Kelas (1B Bantul 0 0 0
9 Rutan Kelas [IB Wates 0 0 0
TOTAL 3 3 100%
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Tabel 3.100 Perhitungan Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Marapidana/Anak Pelaku Gangguan

Kamtib
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMNTASE CAPAIAMN KER.JA
Meningkatnya Persantase kepatuhan dan BO% 100% - Jumlsh tahananinapifanak | Realisasi dibagi target dikali 100%
Pelayanan Keamanan | disiplin terhadap tata tertib padaku gangguan kamtib yang
dan etertibar S| e . mengulangi pelanggarannya  dibagi {mu%) X100% = 125%
wilayah sesuai standar Tahanan/Narapidana/Anak eumilah Ehan e pelaku B0%
pelaku gangguan kamtib M

gangguan kamiib dikali 100%

(:}xmﬂ% = 100%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidanalanak pelaku

gangguan kamtib sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase

kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib olehtahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib di Lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta adalah 125%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang

telah ditentukan.

Tabel 3.101 Perbandingan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/MarapidanalAnak pelaku gangguan kamtib

SASARAN

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib cleh
Tahanan/Marapidana'Anak pelaku gangguan kamtik

2022
RENSTRA LKjIP PERJAMNJIAN KINERJA
B0D% Bl BD%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.
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d) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Tabel 3.102 Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

No Satuan Kerja Jumla:;::irg;guan Jumlah x"m;_:h;::;?ﬂi::lg:amamn Persentase
1 Lapas Kelas IIA Yogyakarta 0 0 0
2 Lapas Markotika Kelas ILA Yogyakaria a L1} a
3 Lapas Kelas IIB Sleman 1 1 100%
4 Lapas Kelas |IB Wonosari a o a
5 Lapas Perempuan Kelas [IB Yogyakarta a L1} a
] Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Il Yogyakaria a a a
T Rutan Kelas 1A Yogyakarta 0 L] 0
B Rutan Kelas 1B Bantul 0 0 0
9 Rutan Kelas IB Wates 0 L1 0
TOTAL 1 1 100%
Tabel 3.103 Perhitungan Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Persentase pamulihan kondisi T0% Jumlah pemulinan kondisi keamanan | Realisasi dibagi target dikali 100%
Pelayanan Keamanan | keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi jumiah
e oaroguan amt il 10% (o r100% = 142
[:}mm% = 100%
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebesar

100% dimana target realisasi pada tahun 2022 adalah 70%. Maka capaian kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan

pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakaria adalah
143%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.104 Perbandingan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

2022
N SASARAN -
RENSTRA LKjIP PERJANJIAN KINERJA
1 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib olah 70% 70 70%
Tahanan/Marapidana'Anak pelaku gangguan kamtib

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensira, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
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4. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.105 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022

2022
TARGET REALISAS] CAPAIAN

NO SASARAMN INDIKATOR KINERJA

1 || Mrngicalngs kusites Indeks Ke M kat terhadap L
pelaksanaan tugas dan fungsi | jesimigrasan di Wilayah R 320 3,90 122%
keimigrasian di Wilayah

Indeks Kepuasan Imternal di Wilayah 3,12 387 127%

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 312 3984 126%

Perjanjian Kinerja dan capaian kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2021 yaitu:

Tabel 3.106 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2021

2021
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN

Meningkatnya PelayananKeimigrasian | njake Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Koeirmi Hi 3,20 3,80 122%

2 | Meningkatnya Stabilitas Keamanan

melalui Pencegahan, Pengawasan., dan | parsentase Penurunan Pelanggaran Keimgrasian 312 384 127%
Penindakan Keimigrasian
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1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

a) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.. Yogyakarta telah melakukan survei
kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian pada setiap bulan. Pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui
tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keimigrasian. Pelaksanaan survei ini dapat dilakukan cleh setiap
pemohon dengan cara mengakses QR Code online survey yang disediakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak
Asasi Manusia (Balitbangham) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berikut beberapa unsur layanan/variabel yang dinilai pada survei kepuasan masyarakat, yaitu:

+ Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik;

= Persyaratan :Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yangditetapkan unit layanan;

+ Prosedurfalur :Prosedur/alur pelayanan yvang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti’dilakukan;

« Waktu penyelesaian :Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/lbu sesuai denganyang ditetapkan
unit layanan ini;

« Tarif/biaya : Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengantarif/biaya yang ditetapkan;

« Sarana prasarana . Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan wunit
layanan ini memberikankenyamanan/mudah digunakan;

+ Respon :Tugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluanBapak/lbu dengan cepat;

= Konsultasi dan pengaduan : Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah
digunakan/diakses.

« Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian menggunakan 4 skala penilaian, yaifu:
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Berikut rekapitulasi Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 :

Tabel 3.10T7 Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian

No

Satuan Kerja

Kantor Imigrasi Kelas | TPl Yogyakaria

Nilai

3,80

Tal

bel 3.108 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian

SASARAN

Meningkatnya Pelayanan Keamanan
dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Layanan Keimigrasian di Wilayah

TARGET
320

REALISASI
3,80

PERSEMNTASE CAPAIAN KER.JA
Realizasi dibagi target dikali 100%

[:iﬂ) X100% = 122%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasiaan di Wilayah

mempercleh nilai 3,90. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai Indeks dari survey berbasis aplikasi oleh Balitbang Hukum dan HAM

{interval 1.00 - 4.00). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 3,20, maka capaian kinerja pada indikator

tersebut adalah 122%. Dengan demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasiaan di Lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.
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Tabel 3.100 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

2022
NO SASARAMN -
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Ind-aE:aansm Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di 3.20 130 3.20

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
b) Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Willayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta telah melakukan survei
integritas internal. Pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasa masyarakat terhadap kualitas
pelayanan keimigrasian. Pelaksanaan survei ini dapat dilakukan cleh setiap pegawai dengan cara mengakses QR Code
online survey yang disediakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbangham) Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut 4 kategori pertanyaan dan penilaian integritas terhadap tata kelola organisasi,
yaitu:

i. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi (Indeks Sistem Anti Korupsi)

+ Transparansi : Pegawai menangani tugas-tugas/pekerjaan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan.

+« Menerima imbalan : Pegawai melaksanakan tugasnya tanpa menerima pemberian (uang/hadiah/hiburan) dan
kemudahan (fasilitas atau janji).

« Perakuan vang sama . Pegawai dalam melaksanakan tugas/pekerjaan memberikan perlakuan yang sama tanpa
membedakan daerah asal{kesukuan), sekolah asal, kekerabatan,agama.

+ Prosedur : Pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa menawarkan/mengajak
untuk membantu secarailegal.
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Privasi pelapor : Pelapor kejadian korupsi dan pelapor terkait pelanggaran kepentinganpublik /masyarakatdilindungi
secara efektif.

+ Proses pelanggaran : Pelapor kejadian korupsi dan pelapor terkait pelanggaran kepentingan publik/masyarakat
dilindungi secara efekfif.

+ Pencegahan korupsi - Sistem pencegahan korupsi di internal di instansi telah berjalan secara efektif.

ii. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM ( Indeks SDM)

+« Penerimaan pegawai : Proses penerimaan pegawai telah bersih dari KKM.
+ Penempatan : Proses penempatan/redistribusi pegawai telah bersih dari KKM.
« Promosi jabatan : Proses promosifkenaikan jabatan telah bersih dari KKN.

+ Pengembangan kompetensi: Proses pemilihan/persetujuan pegawai yang ikut dalam program pengembangan
kompetensi (diklatbeasiswa)telah bersih dar KKM.

+ HKenaikan pangkat : Proses pengurusan kenaikan pangkat telahbebas dar KKM.
+ (Gaji - Proses pengurusan gaji berkala telah bebas dari KKN.

« Presensi pegawai . Proses pengelolaan absensi pegawai telah bebas dan manipulasi.

iii. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran (Indeks Anggaran)

+ Perjalanan dinas : Pengelolaan anggaran pada pengeluaran perjalanan dinas dan biaya operasional telah bebas
dari penyalahgunaan/penyimpangan.

+« PBJ (Pengadaan Barang jasa). Pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) telah bebas dari
penyalahgunaan /penyimpangan.

« Honorarium : Pengelolaan anggaran biayva penunjang pelaksanaan kegiatan (honorarium/lembur) telah bebas dari
penyalahgunaan/penyimpangan

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 137



o B2 855

Bukti transaksi : Terbebas praktik pemalsuan bukti transaksi.
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+ Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Morma (Indeks Aturan Dan Norma)

+ Tanggung jawab : Atasan bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi vang telah ditetapkan.

« Pekerjaan tidak sesuai aturan: Atasan selalu menaati dan memberikan perintah kerja sesuai aturan.

+ Hukuman pekerjaan tidak sesuai aturan: Atasan memberikan hukuman saat saya melakukan pekerjaan ffugas yang
tidak sesuai dengan aturanyang berlaku.

+ Kode elik : Atasan selalu mematuhi kode etik dan aturan disiplin crganisasi.

Berikut rekapitulasi Indeks Kepuasan Internal dari bulan Januar sampail dengan Desember 2022:

Tabel 3.110 Indeks Kepuasan Internal

No

Satuan Kerja
Kantor Imigrasi Kelas | TP1 Yogyakarta

Nilai
407

Tabel 3.111 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Internal

SASARAN

Ketertiban di wilayah sesuai standar

Meningkatnya Pelayanan Keamanan damn

Indeks  HKepuasan
Wilayah

INDIKATOR KINERJA

Internal

di

TARGET

3,12

REALISAS]

3897

PERSEMTASE CAPAIAMN KERJA
Realisasi dibagi target dikali 100%

397 X100% = 127%
(112) —

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah memperocleh nilai 3,97. Nilai tersebut dipercleh

dari Milai Indeksdari survey berbasis aplikasi cleh Balitbang Hukum dan HAM (interval 1.00 - 4.00). Jika dibandingkan dengan

target pada tahun 2022 sebesar 3,12, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 127%. Dengan demikian, Indeks

Kepuasan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan

standar.
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Tabel 3.112 Perbandingan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

KEMEMELIMH &M
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2022
NO SASARAN
REMSTRA LEjIP PERJAMNJIAN KINERJA
1 Indeks Kepuasan Internal di Wilayah 312 312 312

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

c) Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Tabel 3.80 Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022
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Tabel 3.113 Perhitungan Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2022

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSEMTASE CAPAIAM KER.JA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan | Indeks Pengamanan Keimigrasian 312 304 Realisasi dibagi target dikali 100%
Ketertiban di wilayah sesuai standar di Wilayah
3904
(112) X100% = 126%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Pengamanan Keimigrasian memperoleh nilai 3,94. Nilai tersebut diperoleh
dari Milai Indeks dari survey berbasis aplikasi oleh Balitbang Hukum dan HAM (interval 1.00 - 4.00). Jika dibandingkan dengan
target pada tahun 2022 sebesar 3,12, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 126%. Dengan demikian, Indeks
Pengamanan Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 telah

sesuai dengan standar.

Tabel 3.114 Perbandingan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

NO SASARAN e
REMSTRA LKjIP PERJAMNJIAN KINERJA
1 Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 312 312 312

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
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3. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAY ANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.115 Capaian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2022

2022
NO SASARAMN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 | Terselemggaranya pelayanan Jumlah permohonan Kl yang difasilitasi kantor wilayah 631 Layanan | 9.747 Layanan 1545%
kekayaan intelektual yang
berkualitas di Kantor Wilayah | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan 1 Lokus 11 Lokus 1100%
Kementerian Hukum dan HAM | intelekiual oleh kantor wilayah
2 | Terselemggaranya Penegakan | Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan 100% 100% 100%
Hukum di Bidang Kekayaan Intalektual
Intelektual oleh Kantor Wilayah | Jumlah Pelaksansan Kegiatan Pencegahan Pelamggaran 2 Lokus 10 Lokus 050%
Kementerian Hukum dan HAM | Kekayaan Intelekiual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah
yang Handal Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di | 3 Laporan 3 Laporan 100%
Wilayah
Peranjian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2021 yaitu :
Tabel 3.116 Capaian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2021
2021
NO SASARAMN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 | Terselenggaranya palayanan Jumlah permchonan Kl yamg difasilitasi Kantor Wilayah
Koalingaaes inhslaldust g 840 Layanan | B902 Layanan 1059, 7%
barkislias o Kenks Wiksish Jumiah pelaksanaan diseminas! dan promos) Kekayaan
KBI'I'IEI'ItEI‘I:II‘I HI:G-ILITI dan YEI-IH.M intelektual cleh Kantor Wilayah 1 Lokus 1 Lokus 100%
2 | Terselenggaranya Penesgakan Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan 100 100% 100%
Hukum di Bidang Kekayaan Intelekiual Persentase Persentase
Intelektual oleh Kantor Wilayah |~ jmiah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran i )
K’Bmﬂ'l:'mj:": Hukum dan HAM | Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
yang Handal " z
::'.irf:g::'l‘n Pemantauan Produk Kekaysan Intelektual di | 1 Laporan aL 200%
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1) Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

a) Jumlah permohonan Kl yang difasilitasi kantor wilayah
Jumlah Pemohonan Kekayaan Intelektual dari Januari sampai dengan Desember 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta yaitu:

Grafik 3.117 Pemohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta

Pemohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2022

“Total pemohanan Kekayaan
Intelekiual di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
D.l. Yogyakarta sepanjang tahun
2022 sebanyak 9.747 layanan”

100 178 - i

Hak Cipta Merek Desaim Industri Paten Sederhana Indikasi Geografis

Jumilah Layanan
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Tabel 3.118 Perhitungan Kinerja Pemohonan Kl yang Difasilitasi Kantor Wilayah

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Terselenggaranya pelayanan kekayaan | Jumilah permohonan Kl yang
intelekiual yang berkualitas di Kantor | difasilitasi Kantor Wilayah
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

TARGET
631 Layanan

REALISASI
9747 Layanan

PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Realizasi dibagi target dikali 100%

(';I'?-ﬁ

40 }xmma = 154504

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah Pemohonan Kl yang difasilitasi Kantor Wilayah mencapai 9.747 pemohon

dimana jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2022 yaitu sebanyak 840 layanan. Jika dibandingkan dengan target,

maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 1545%. Dengan demikian, pemohonan Kl yang difasilitasi Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.119 Perbandingan Jumlah permohonan Kl yang difasilitasi kantor wilayah

NO

SASARAN

1 Jumlah permohonan Kl yang difasilitasi kantor wilayah

2022
REMSTRA LEjIP PERJAMJIAN KINERJA
631 Layanan 631 Layanan G631 Layanan

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensira, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b} Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promesi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kl di Wilayah D.l. Yogyakarta sebanyak 11 lokus yakni:

Tabel 3.120 Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta

No

MHama Kegiatan Diseminasi dan Promosi

Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal dengan tema “Mendorong Potensi Indikasi Geografis Daerah Istimewa Yogyakaria :
Tantangan dan Rencana Aksi” bertempat Hotel Westlake Resort tanggal 23 — 25 Februari 2022

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA

143




o o @%'%M

Diseminasi Hak Cipta dengan tema; “Pelindungan Hak Cipta Performing Art di Tengah Revolusi Digital™ bertempat Hotel Royal Ambarrukmo
Yogyakarta tangagal 10 Maret 2022
3 Kegiatan Pameran dan Talkshow Hak Cipta di Bidang Seni Rupa dengan tema “Intellectual Property and Youth Crealivity” bertempat Jogja City
Maill tanggal 21 — 22 April 2022
4 Pemberian Layanan Kekayaan Intelektual di Pusat Perbelanjaan, dengan tema: *Rumah Kekaysan Infelekiual: Menghadirkan Rasa Aman dalam
Berusaha dan Bernnovas” bertempat Jogja City Mall tanggal 17 — 21 Mei 2022
5 Diseminasi Kekayaan Intelekiual dengan tema “Membangun Kesadaran Usaha melalui Reputasi Merek™ bertempat Hotel Royal Ambarmukmo
Yogyakaria tanggal 25 Mei 2022
6 Kegiatan Kerjasama Pemantauan/Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan tema “Senifikasi Pusal Perbelanjaan sebagai Sarana
Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelekiual” bertempat Hotel Indoluxe Yogyakaria tanggal 21 Juni 2022
7 Mobile Intellectual Property Clinic / MIC (Klinik Kekayaan Intelekiual Bergerak) dengan tema Kekayaan Intelektual bagi Pemulihan dan
Peningkatan Ekonomi Negeri berternpat Hotel Royal Ambarmukmo Yogyakarta tanggal 8 Agustus 2022
B Mobile Intellectual Property Clinic demgan tema “Pelindungan Desain Industr dalam Memacu Inovasi dan Kreatifitas Ekonomi Kreatif™ bertempat
Haotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta tanggal 8 Agustus 2022
g Mobile Intelectual Property Clinic dengan tema “Bimbingan Teknis Teknologi Informasi di Bidang Kekayaan Intelekiual” bertempat Hotel Royal
Ambarrukmo Yogyakaria tanggal 10 Agustus 2022
10 Kegiatan edukasi pencegahan dan pelanggaran kekayaan intelekiual dengan tema; “Urgensi Pelindungan Kekayaan Inleleliual bagi Sekior
Properti” bertempat Hotal Eastparc Yogyakarta tanggal 14 Sepltember 2022
1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Mengajar 2022 bertempat The Alana Yogyakarta Hotel and Conwvention Center tanggal 28
September 2022
Tabel 3.121 Perhitungan Kinerja Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSEMNTASE CAPAIAN KER.JA
Terselenggaranya pelayanan kekayaan | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan 1 Lokus 11 Lokus. Realizasi dibagi target dikali 100%
intelektual yang berkualitas di Kanfor | promosi kekayaan intelekiual cleh
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah {‘111) X100% = 1100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual mencapai11 lokus dimana

jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2022 yaitu sebanyak 1 lokus. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian

kinerja pada indikator tersebut adalah 1100%. Dengan demikian, pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.|l. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.
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Tabel 3.122 Perbandingan Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

2022
NO SASARAM
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelekiual cleh 1 Lokus 1 Lok 1 Lokue
kantor wilayah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM yang Handal

a) Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Tabel 3.123 Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta

No Hama Kegiatan Diseminasi dan Promosi Keterangan
1 Tindak pidana Kekayaan Intelektual atas Merek "nDalem” Selesai
2 Dugaan tindak pidana pelanggaran kekayaan intelektual Hak Cipta Buku (e-book) “LovRinz” Proses

Tabel 3.124 Perhitungan Kinerja Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual tahun 2022

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Terselenggaranya Penegakan Hukum di | Persentase Penanganan Aduan
Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kanior | Pelanggaran Kekayaan Intelektual
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
yang Handal

TARGET
100%

REALISASI
100%

PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Realisasi dibagi target dikali 100%

(lﬂﬂ%

mn%} 100% = 100%
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Tabel 3.125 Perbandingan penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual

2022
NO SASARAN
RENSTRA LKjIP PERJAMNJIAN KINERJA
1 Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual 100% 10:0% 100%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b} Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan cleh Kantor Wilayah terdapat

18 kegiatan dengan rincian wakiu pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 3.126 Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM D.l. Yogyakarta

Mo Lokasi Tanggal

1 | Westlake 13 Januari 2022
2 | Polda D.1. Yogyakaria 4 Maret 2022

3 | Ndalem Bangunijiwo 4 Maret 2022

4 | Mdalem Wonosari 4 Maret 2022

5 | Ndalem Banguntapan 4 Maret 2022

6 | Hyatt 11 Januari 2022
T | Sleman City Hall 20 Juni 2022

8 | Jogja City Mall 29 September 2022
9 | Hartono Mall 9 September 2022
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10 | Mall Malioboro

20 Juli 2022

11 | Plaza Ambarmukmo

20 Juli 2022

12 | Atrium Resort

11 Januari 2022

13 | Crystal Lotus 29 Agustus 2022
14 | Artotel Suites Bianti B Maret 2022
15 | Toko Emas Punckawan B Maret 2022

16 | Hotel Dafam Signature

10 Movember 2022

17 | Hotel Santika Gunung Kidul

B Movember 2022

18 | Sekretariat MPIG Jambu Dalhari

14 November 2022

Tabel 3.127 Perhitungan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

SASARAN

Terselenggaranya Penegakan Hukum di
Bidang Kekayaan Intelekival oleh Kanfor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
yang Handal

INDIKATOR KINERJA

Jumilah Pelaksanaan Kegiatan
Pencegahan Pelanggaran
Kakayaan Intelektual yang
Dilakukan oleh Kanior Wilayah

TARGET
2 Lokus

REALISASI
18 Lokus

PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Realizasi dibagi target dikali 100%

(fs) X100% = 900%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang
dilakukan Kantor Wilayah mencapai 18 kegiatan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebanyak 1 kegiatan, maka

capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 900%. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran

Kekayaan Intelekiual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan

standar.
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Tabel 3.128 Perbandingan Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah

2022
NO SASARAM
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan
U ksl iy clladibns olsiy Baior wisysh 2 Lok < Lolue 2 Lokue

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LKjIP, dan Peranjian Kinerja.

¢) Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

Tabel 3.129 Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual

Nama Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual Keterangan

Tindak pidana Kekayaan Intelekiual atas Merek "nDalem” Selesai

Tabel 3.130 Perhitungan Kinerja Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2022

SASARAN INDIKATOR KINERJ A TARGET REALISAS] | PERSENTASE CAPAIAN KERJA

Terselenggaranya Penegakan Hukum di | Kegiatan Pemantauan  Produk | 3 Laporan 3 Laporan Realizasi dibagi target dikali 100%
Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kanior | Kekayaan Intelekiual di Wilayah
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

yang Handal {:}xmm = 100%

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah telah dilakukan 1 (satu) kali
dimana target yang telah ditetapkan adalah 1 kegiatan dan menghasilkan 3 laporan. Dengan demikian capaian kinerja pada
indikator tersebut adalah 100%. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 148



o B2 855

Tabel 3.131 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

2022
NO SASARAN
RENSTRA LKjIP PERJAMNJIAN KINERJA
1 Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

6. CAPAIAN PROGRAM PEMBEENTUKAN REGULASI TAHUN ANGGARAMN 2022
Perjanjian Kinerja Program Fasilitas Pembentukan Program Hukum Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.132 Capaian Kinerja Pregram Fasilitas Pembentukan Program Hukum Tahun 2022 dan 2021

2021 2022
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISAS] CAPAIAN | TARGET REALISAS]|(CAPALAN

I Persentase rancangam perda yang 158%
Torfosiflnsinge =~~~ mncangan | G gies  oish  kenbr  wilsyah  80% 100% 125% BD% | 126.25%
produk hukum di dasrah e ———
Terselenggaranya pambinaan | Jumlah peningkatan kapasitas 25 108%
perancang peraturan | pembinaan temaga perancang | 25 Orang | 28 Orang 112% Orang 27 Orang
perundang-undangan peraturan perundang-undangan
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1) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi

a) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi

Jumlah Rancangan Perda yang disusun dan jumlah rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah, vaitu:

Tabel 3.133 Judul Rancangan Perda Kantor Wilayah

Judul Raperda

Raperda tentang Perlindungan Toko rakyat

Raperda tentang Reklame

Raperda tentang Pembangunan Kepemudaan

Raperda tentang Sistem Informasi Penanggulangan Kebencanaan Daerah
Raperda tentang Penyelenggaraan bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
Raperda tentang Penyelenggaraan bangunan gedung

Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Raperda tentang Badan Usaha Milik kalurahan

Raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Bantul Momor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perumahan
Raperda tentang Penyertaan modal BUMD

Raperda temiang Kabupaten Layak Anak

12 | Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

13 | Raperda tentang Pasar

14 | Raperda tentang Penyelenggaraan bangunan Gedung

15 | Raperda tentang Kerja sama Daerah

16 | Raperda tentang Pembangunan kepemudaan

17 | Raperda tentang pencabutan beberapa Peraturan Dasrah

18 | Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Dasrah

L= = = = T = IR %

= B
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19

Raperda kab. Bantul tentang Perubahan atas Peraturan dasrahkabupaten Bantul Momor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

]

Raperda Kab. Bantul tentang Kabupaten Layak Anak
Raperda Kota Yogtakaria tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha

Raperda Kab. Gunungkidul tentang Pengelolaan kebudayaan
Raperda Kota Yogyakrta tentang Rencana Pembangunan Industri

Raperda Kab. Bantul tentang Penyelenggaraan Perumahan
Raperda Gunungkidul tentang Penyelenggaraan perpustakaan

Raperda Kulonprogo tentang Sistem Perencanaan pembangunan dan Penganggaran Terpadu
Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Momor 18 tahun 2015 tentang
Pengelolaan Pendidikan Karakter

Raperda Kota Yogyakarta tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Raperda Kota Yogyakarta tentang Kerja Sama Daerah.

BB B|Y BB BB B

Raperda Kabupaten Kulonprogo tentang Rencana Pembangunan Industri Kulonprogo tahun 2022-2042
Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Raperda Kota Yogyakarta tentang Reklame
Raperda tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok
Raperda tentang Penyelenggaraan Pesaniren

BlH E(B K|

]
-

Raperda kabupaten kulon progo tentang penyelenggaraan toleransi bermasyarakat (berkas dikembalikan)
Raperda tentang Rencana tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Adapun target yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia adalah sebanyak 19 (sembilan belas) rancangan Perda dalam setahun.
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Tabel 3.134 Perhitungan Kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan | Persentase rancangan B0%. Jumlah rancangan Perda yang Realisasi dibagi target dikali 100%
Hukum di Bidamg Kekayaan | perda yang difasilitasi oleh difasilitasidibagi jumlah target Raperda
Intelektual oleh Kantor Wilayah | kantor wilayah Ditien PP dikali 100% X100% = 243,75%
Kementerian Hukum dan HAM | kemenkumham B, - i

Handal 7
yana (o) X100% = 195%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi pada tahun
2022 adalah sebesar 195%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yakni sebesar B0%, maka capaian kinerja pada
indikator tersebut adalah 195%. Dengan demikian, persentase realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi pada

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.|l. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.135 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO SASARAN i 2022
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah 80% 80% B0%
kemenkumham

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjlIP, dan Perjanjian Kinerja.
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2) Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

a) Jumlah Perancang Peraturan Perundang- undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sebanyak 27 perancang peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 16 orang

Perancang Pertama dan 11 orang Perancang muda.

Tabel 3.136 Perhitungan Kinerja Jumlah Perancang Peraturan Perundang- undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di | Jumlah  peningkatan  kapasitas | 25 Orang 2T Orang Realisasi dibagi target dikali 100%
Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kanfor | pembingan tenaga  perancang
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | peraturan perundang-undangan
yang Handal

G;J X100% = 108%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 27 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM D_I. Yogyakarta yang mendapatkan pembinaan. Hal ini sudah sesuai dengan target yang telah
ditetapkan yakni sebanyak 25 orang. Dengan demikan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 108%.

Tabel 3.137 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

2022
NO SASARAMN -
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang
1 s it 25 Crang 25 Orang 25 Orang

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensira, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
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7. CAPAIAN PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2022

Perjanjian Kinerja Program Pemajuan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.138 Capaian Kinerja Pregram Pemajuan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dan 2021

S ARARAR INDIKATOR 2021 2022
KINERJA
TARGET REALISASI CAPALAN TARGET REALISAS] CAPAIAN
Jumiakh pemerintah . )
daerah yang 3 |"EIF"E| 6 Instansi 200% 3 |”Ef£_|”54 6 Instansi 200%
melaksanakan Pemetintsi Pemerintah Peuas ikl Pemerintah
program aksi HAM
(tidak ada
Mas Jumiah kabkota peduli | 3 Instansi B paniaian 3 Instansi 5 Instansi 167%
kb HAM Pemerintah KKP Pemerintah | Pemerintah
pemerintah daerah yang HAM
melaksanakan program Tahun 2021)
aksi HAM
Jumiah instansi
pemerintah yang
E‘.“”'”.”“”.E"J”" “;':" 2 Instansi 11 Instansi - 2 Instansi 2 Instansi 100%
iseminasi n . - Pemerintah .
penguatan HAM Pemerintah Pemerintah Pemerintah
melalui pelayanan
publik berbasis HAM
Meningkatnya Tersedianya
rekomendasi rekomendasi 3 3 8 200%
Pelindungan dan | Pelindungan dan " . | 8 Rekomendasi 112% Rekomendasi .
Pemenuhan Hak Asasi | Pemenuhan Hak Asasi icls) Pl s
Manusia Di Wilayah Manusia Di Wilayah
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1) Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

a) Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
Dalam mendorong implementasi RANHAM, telah disusun aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota yang harus
dilaporkan setiap Triwulan oleh Pemerintah Daerah kepada Kantor Sekretariat Presiden (KSP) melalui aplikasi
hitps:/serambi ksp.go.id yang akunnya dipegang BAPPEDA masing-masing. Untuk memaksimalkan pelaporan Aksi
HAM, maka diperlukan kegiatan pemantauan Pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04, B08 dan B12 di Tahun 2022
dengan maksud menguatkan mekanisme dan koordinasi di antara lembagafinstitusi pelaksana RANHAM agar

pelaporan Aksi HAM dapat dilaksanakan degan maksimal sesuai petunjuk teknis.
Capaian Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Aksi HAM adalah 6 instansi yaitu:

Tabel 3.139 Instansi Pemerintah Kabupaten/Mota yang Melaksanakan Program Aksi HAM

Ho Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota

1 Pemerintah Daerah DIY

2 Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

3 Pemerintah Dasrah Kabupaten Sleman

4 Pemerintah Dasrah Kebupaten Bantul

] Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul

il Pemerintah Dasrah Kabupaten Kulon Progo
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Tabel 3.140 Perhitungan Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE CAPAIAN KERJA

Meningkatnya pemerintah daerah yang | Jumlah pemerintah daerah yang | 3 Instansi & Instansi Realisasl dibami tarmet dikall 100%
melaksanakan program aksi HAM melaksanakan program aksi HAM Pemerintah Pamerintah

{g} X100% = 200%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat & instansi pemerintah di Wilayah D.l. Yogyakarta yang melaksanakan

program Aksi HAM. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yvakni sebanyak 3 instansi pemerintah. Dengan

demikan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 200%.

Tabel 3.141 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

2022
NO SASARAN -
RENSTRA LKjIP PERJAMNJIAN KINERJA
; £ 4 Instansi 3 Instansi ; ;
1 Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM Pameritah Pamerintah 3 Instansi Pemerintah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Jumlah kab/kota peduli HAM
Terdapat 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah secara aktif ikut serta mengirimkan data/
dokumen penilaian Krteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM Tahun 2022, dan terhadap semua data/ dokumen tersebut
telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang didasarkan pada Peraturan
Menteri Hukum dan HAM Nomeor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM diantaranya : 1.
Penilaian terhadap hasil verifikasi; 2. Peninjauan lapangan berdasarkan hasil verifikasi; Hasil penilaian Kabupaten/ Kota
Peduli HAM dari 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan kepada masing-masing
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Kabupaten/ Kota pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 74 dengan tema “"Pemajuan Hak Asasi Manusia

untuk Setiap Orang; Advancing Human Rights for Everyone” sekaligus pemberian apresiasi kepada Pemerintah Daerah

yvang meraih Predikat Kabupaten’ Kota Peduli HAM oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diantaranya :

Tabel 3.142 kab/kota peduli HAM

Mo Kabupaten/kota Nilai Kriteria

1 Kota Yogyakara B4.8 Peduli HAM
2 Kabupaten Sleman 91,55 Peduli HAM
3 Kabupaten Bamtul 88,3 Peduli HAM

4 Kabupaten Kulon Progo 90,45 Peduli HAM

5 Kabupaten Gunungkidul B4 6 Peduli HAM

Tabel 3.143 Perhitungan Kinerja Jumlah kab/kota peduli HAM

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSEMTASE CAPAIAMN KERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang | Jumilah kab/kota peduli HAM 3 Instamsi 5 Instansi Realisasi dibagi target dikali 100%
melaksanakan program aksi HAM Pemerintah | Pamerintah

{;} X100% = 167%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 5 instansi pemerintah di Wilayah D.l. Yogyakarta Jumlah kab/kota peduli

HAM. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 3 instansi pemerintah. Dengan demikan capaian
kinerja pada indikator tersebut adalah 167%.
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Tabel 3.144 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

2022
NO SASARAM
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
: 3 Instansi 3 Instansi ) .
1 Jumlah kab'kota peduli HAM Pemerintah Pemerintah 3 Instansi Pemearintah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

c) Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan
publik berbasis HAM

Capaian di Tahun 2022 ada 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM D.l. Yogyakarta telah mendapatkan predikat sebagai Kantor Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
Tahun 2022, diantaranya :

Tabel 3.145 Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM

Na Satuan Kerja

1 Kantor Imigrasi Kelas | TP Yogyakarta

2 Lembaga Pemasyarakatan Kelas |lA Yogyakarta

3 Rumah Tahanan Megara Kelas IlA Yogyakaria

4 Balai Pemasyarakatan Kelas | Yogyakarta

5 Rumah Tahanan Megara Kelas IIB Wates
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i} Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Slaman

T Lembaga Pemasyarakatan Markotika Kalas |l& Yogyakarta

B Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul

a Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Wonosari

10 | Balai Pemasyarakatan Kelas Il Wonosari

1 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakaria

12 | Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Il Yogyakaria

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan per Undang — Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga akan memberikan penghargaan pelayanan publik berbasis
ham kepada setiap Unit Pelaksana Teknis terbaik sebagai motivasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang di

lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Hak Asasi Manusia berpedoman pada prinsip hak asasi manusia, dimana pelayanan
publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan yaitu masyarakat baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat

pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
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Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Momor 27 Tahun 2018 Tentang

Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM bagi Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM D.l. Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan latar belakang permasalahan yaitu masih kurangnya

fasilitas/ sarana prasarana dan kompetensi pegawai dalam pemenuhan pelayanan publik.

Tabel 3.146 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui
Pelayanan Publik Berbasis HAM

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya pemerintah daerah yang | Jumlah instansi pemerintah yang
melaksanakan program aksi HAM menindaklanjuti hasil diseminasi

dan penguatan HAM  melalui
pelayanan publik berbasis HAM

TARGET

2 Instansi
Pemerintah

REALISASI

12 Instansi
Pemerintah

PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Realisasi dibagi target dikali 100%

(1:) X100% = 600%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 12 instansi pemerintah di Wilayah D.l. Yogyakarta yang mendapatkan

predikat sebagai Kantor Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan

yakni sebanyak 2 instansi pemerintah. Dengan demikan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 600%.

NO

1

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan
penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

Tabel 3.147 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

SASARAMN

2022
REMNSTRA LKjIP PERJAMNJIAN KINERJA
1 Instansi 2 Instansi ; i
Pa et Pamerintah 2 Instansi Pemerintah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
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2) Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

a) Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta mengusulkan 3 (tiga) Rekomendasi rancangan produk
hukum daerah “"Rancangan Peraturan Daerah Propinsi D). Yogyakarta Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Adminisrasi Kependudukan™ dari perspekiif Hak Asasi Manusia, IPK dan IKM.

Tabel 3.148 Perhitungan Capaian Kinerja Tersedianya rekomendasi pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah

Wilayah

Asasi Manusia Di Wilayah

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] | PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan | Tersedianya rekomendasi 3 i} Realisasi dibagi target dikali 100%
dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di | Pelindungan dam Pemenuhan Hak |Rekomendasi| Rekomendasi

G}xmn% = 200%

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan diatas, terlihat bahwa indikator kinerja terealisasi & rekomendasi, dengan melihat peranjian

kinerja ditetapkan sebanyak 3 rekomendasi. Dengan demikan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 200%.

Tabel 3.140 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

Manusia Di Wilayah

NO SASARAMN

Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi

2022
REMNSTRA LKjIP PERJAMNJIAN KINERJA
3 Rekomendasi 3 Rekomendasi 3 Rekomendasi

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensira, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
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8. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI DAN PROGAM PENEGAKAN DAN PELAY ANAN HUKUM
TA 2022

Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum MNasional Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.150 Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum MNasional Tahun 2022

2022
NO SASARAMN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 | Terselemggaranya fasilitasi Jumlah  kegiatan perencansan pembentukan dan | 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
perencanaan serta pemantauan produk hukum daerah
pemantauan dan
peninjauan/analisis dan
evaluasi produk hukum di
wilayah
2 | Meningkainya kesadaran Persentase permochonan bantuan hukum liigasi yang B81% 08,07% 1229
hukum seria terpanuhinya dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
akses keadilan dan |r_'|fc|r.1'nE|E| Persentase permchonan bantuan hukum non litigasi yang B0% B2, 36% 103%
hukum masyarakat di wilayah | g3y ani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 76.,61% 05,62% 125%
Persentase desa'kelurahan sadar hukum yang terbentuk di TO%% 100% 143%
masing-masing wilayah
Persentase website anggota JOIHW akiif yang terintegrasi 20% 100% 500%
dengan portal/sistemn integrasi JOIHMN
Capaian kinerja Program Pembinaan Hukum Masional Tahun 2021 yaitu :
Tabel 3.151 Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Masional Tahun 2021
2021
NO SASARAMN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Terselenggaranya pembinaan | Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan e .
hukum di seluruh wilayah pemantauan produk hukum daerah 15 sian | 82 Kegiatan #13,3%
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hukum masyarakat di wilayah
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Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yamg

dilayani_sesuai_dengan peraturan perundang-undangan 7% 76,17% 98.92%
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang

dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan To% 75,37% 95.41%
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 76.61% 74 62% a7 .40%
Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang

terbentuk di masing-masing wilayah % 65,00 o
Persentase website anggota JOIHM aktif yang terintegrasi

dengan portal/sistem integrasi JOIHN 20% 100% S00%

1) Terselenggaranya fagilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum

di wilayah

a) Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah diantaranya yaitu -

1. Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum;

2. Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah melalui kegiatan Fasilitasi penyusunan naskah akademik,

Fasilitasi penyusunan Perencanaan legislasi daerah, Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan naskah

akademik.

Tabel 3.152 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah

SASARAN

sarta pemantauwan dan

hukum di wilayah

Terselenggaranya fasilitasi perencanaan

peninjauan/analisis dan evaluasi produk

TARGET
2 Kegiatan

INDIKATOR KINERJA

Jumlah  kegiatam perencanaan
pembeniukan dan pemantauan
produk hukum daerah

REALISASI
2 Kegiatan

PERSENTASE CAFPAIAN KERJA
Realisasi dibagi target dikali 100%

G)an% = 100%
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 2 kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum

daerah di Wilayah D.l. Yogyakarta. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yvakni sebanyak 2 kegiatan. Dengan
demikan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

Tabel 3.153 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO SASARAMN - =
REMSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk 2 Knginton 9 Kegiatan 2 Kegistan
hukum dasrah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah

a) Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

+ Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2022 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem

informasi database bantuan hukum) secara online;

+ Pagu anggaran tahun 2022 untuk kegiatan bantuan hukum litigasi setelah Addendum | dan Addendum |l adalah
sebesar Rp.1.087.000.000 (satu milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan serapan anggaran sebesar
Rp.1.087.000.000 (satu milyar delapan puluh ftujuh juta rupiah) atau 100% (sematus persen) dari perhitungan
SIDBankum dan Omspan;

+ Kegiatan bantuan hukum litigasi selama tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh 22 (dua puluh dua) Organisasi
Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
D.. Yogyakarta dengan jumlah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) permohonan yang lolos verifikasi oleh Panitia
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Pengawas Daerah (Panwasda) melalui aplikasi SIDBankum dengan rincian 241 (dua ratus empat puluh satu) ocrang

mendapatkan pendampingan pada tahap penvidikan/gugatan dan 194 (seratus Sembilan puluh empat) orang

mendapatkan pendampingan pada tahap persidangan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.154 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

Penyidikan/Gugatan (Orang) | Persidamgan Banding Kasasi Peninjauan

No Nama Lembaga Bantuan Hukum {Orang) (Crang) {Crrang) Kembali

(CQrang)
1 | YLKBH Handayani a9 22 ] 0 ]
2 | YLBH APIK 11 ] ] 0 ]
3 | LK3 Sekar Melati ] a8 o 0 ]
4 | YLBH SIKAP 19 11 o 0 o
5 | RBH Yayasan AFTA 11 9 ] 0 ]
6 | LBH Al Kautsar 22 14 o 1] o
7 | LBH Sembada 11 a o 0 ]
8 | ¥YPBH MNyi Ageng Serang 0 14 o 0 o
9 | LBH Harapan 11 a o a o
10 | LBH Senopati 10 15 ] 0 ]
11 | ¥YLPA D Yogyakaria ] T ] 0 ]
12 | LKBH FH Universitas Islam Indonesia a T o 0 o
13 | LBH Dharma Yudha ] T o 0 ]
14 | PKBH FH Universitas Ahmad Dahlan 11 a8 o 0 o
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15 | LBH Sekawan 20 3 o 0 o
16 | YLEHI LEH Yogyakarta 1 0 o 0 o
17 | PKBH FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta a B o 0 o
18 | LBH Tentrem 18 T o 0 o
18 | LSBH F5H UIN Sunan Kalijaga a [ o 0 o
20 | LKBH FH Universitas Janabadra a [ o 0 o
21 | YPEH Peradi Bantul 12 G o 0 ]
23 | PBHI Wilayah Yogyakarta 12 [i] o 0 o

JUMLAH 241 104 o ] ]

Tabel 3.155 Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMNTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran Persentase permohonan B1% Jumlah permohonan bantuan | Realisasi dibagi target dikali 100%
h:;':l.ll'l'l Bart.nl ‘hars:ru:ll'li'ljln ) bamtuan hukum litigasi yang hukum litigasi yang dilayani .
akses keadilan dam informasi i i i : e i
hskas bk ol wilawmh dilayani sesual dengan dibagi jumiahparmohonan { 100%, = 122%,

m masyara i Val peraturan perundang-undangan 81%

bantuan hukum litigasidikali
100%:

s X100% = 98,07
(435) it el

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan sebesar 98,97%. .Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 81%, maka

capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 122%. Dengan demikian, persentase permchonan bantuan hukum litigasi yang
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dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dl

Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.156 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO SASARAMN e
REMNSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase parmohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai 81% 81% 81%
dengan peraturan perundang-undangan

Berkut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LKjIP, dan Perjanjian Kinerja.
b) Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

# Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2022 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem

informasi database bantuan hukum) secara online;

# Pagu anggaran tahun 2022 untuk kegiatan bantuan hukum non litigasi setelah Addendum | dan Addendum Il adalah
sebesar Rp.271.170.000 {dua ratus tujuh puluh satu juta serratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan serapan anggaran
sebesar Rp.264.811.400 (dua ratus enam puluh empay juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) atau
97 ,66% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh enam persen) dari perhitungan SIDBankum. Terdapat perbedaan
perhitungan serapan anggaran pada Omspan yaitu sebesar Rp.264.836.400 (dua ratus enam puluh empat juta
delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 97,66%(sembilan puluh tujuh koma enam puluh enam

persen);

# Kegiatan bantuan hukum non litigasi selama tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh 22 (dua puluh dua) Crganisasi
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Bantuan Hukum {OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

D.l. Yogyakarta dengan jumilah 93 (sembilan puluh tiga) permohonan yang lolos verifikasi oleh Panitia Pengawas

Daerah (Panwasda) melalui aplikasi SIDBankum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.157 Permohonan Bantuan Hukum Mon Litigasi yang Dilayani Sesuai demgan Peraturan Perundang-undangan
Negosiasi | Mediasi | Drafting |Pendampingan Di | Pemberdayaan | Penelitian | Investigasi |Konsultasi| Penyuluh

No | NamalembagaBantuan | “i5rang) | (Orang) | Dokumen | Luar Pengadilan | Masyarakat | Hukum | Perkara | Hukum | Hukum
[Qrang) (Qrang) (Kegiatan) |[Kegiatan) | (Kegiatan) {Orang} | (Kegiatan)

1 YLBH APIK 2 2

2 | LK3 Sekar Melati 1 3

3 | REH Yayasan AFTA ]

4 LBH Sembada 2 2

5 | YPBH Myi Ageng Serang 1 2

G | LBH Harapan 2 2

T | LBH Senopati 1 1 5

8 | ¥LPA DI Yogyakarta 1 2

9 | LBH Dharma Yudha 3

10 | LBH Sekawan 1 3 4
11 | LBH Tentrem ]

12 | YLKBH Handayani 3 1 2
13 LBH Al-Kautsar 3 1 2

14 | LKBH Fakultas Hukum Ul 1 1 1
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PHBH Fakultas Hukum UAD 3
16 | YLBHI LEH Yogyakarta 4
17 | PKBH Fakultas Hukum LMY 1 1 2
18 LSBH Fakultas Syariah dan 1 2
Hukum UIN Sunan Kalijaga
10 LKEBH Fakultas Hukum 3
Universitas Janabadra
20 | YPEH Peradi Bartul 1 2
21 | PBHI Wilaysh Yogyakarta 1 2
22 | YLBH SIKAP
JUMLAH 1 T 1 20 1 63
PENERIMA BANTUAN HUKLIM NON LITHSAS! - 33 DRANG PENERIMA MEGLATAN BANTUAN HUKLM MON LITWGAS] : 100 KEGIATAN

Tabel 3.158 Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran Persentase permohonan BO% Jumilah permochonan bantuan | Realisasi dibagi target dikali 100%
hiukum Bart.a tarperl:ll'li'l:ﬁl ) bantuan hukum non litigasi yang hukum non lifigasi yang
Pk aayarahat Bty | NS e o sibyon. ol L

¥ ¥ PRRTIRELEY PRSERG S NN permohonan bantuan hukum
mon liigasi dikali 100%
823 X100 gz
{ BO% AN

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan sebesar 82,36%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 80%, maka
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capaian Kinerja pada indikator tersebut adalah 103%. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan hukum non litigasi

yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diLingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

D.l. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.150 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO SASARAN - =
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani
sasuai dengan peraturan perundang-undangan 00% 0% 8%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
c) Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Agar terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum T.A 2022 dengan baik dan optimal sesuai keluaran atau
output yang diharapkan makapenyelenggaraan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di wilayah harus diawasi oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam halini dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Adapun tugas Panitia
Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah :

1. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
2. membuat |laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dam fungsinya terkait dengan
pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan

3. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran
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dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada

Kementerian;

4. Panitia Pemantauan dan Evaluasi oleh Pengawas Daerah vaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI
Yogyakarta melaksanakan monitoring dan eveluasi terhadap kinerja dari Organisasi Bantuan Hukum yang
terakreditasi, di Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara'Lembaga Pemasyarakatan melalui wawancara
dengan penerima bantuan hukum. Adapun data survey yang dilakukan oleh Panitia Pemantau mengenai Kepuasan

Penerima Bantuan Hukum terhadap Layanan Bantuan Hukum sebagai berikut :

“Dari 47 responden di Lapas dan Rutan wilayah D.l.
Yogyakarta, 42 responden menyatakan “Puas” (89,36%)
dan 5 responden menyatakan “Tidak Puas” (10,64%)
terhadap pelayanan bantuan hukum yang diberikan *

Tabel 3.160 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

SASARAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMNTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran Indeks kepuasan layanan | T6.61% 95,62% Realisasi dibagi target dikali 100%
hukum serta terpenuhinya bantuan hukum
akses keadilan dan informasi 05,62%
hukum masyarakat di wilayah {Tﬁ.ﬁl%} et

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai indeks kepuasan layanan bantuan hukum di Kantor Wilayah Kemenkumham D.L.
Yogyakarta telah melebihi target yang ditetapkan dimana realisasi sebesar 95,62% sedangkan target 935,62%. Dengan demikian
dapat dihitung bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar 125%. Hal ini telah sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
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Tabel 3.161 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

2022
NO SASARAM
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Indeks kepuasan layanan bantuan hukum T76,61% 76.61% TE,61%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensira, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
d) Persentase desa'kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah

Kegiatan pencanangan Penyuluhan Hukum di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DU
Yogyakarta Tahun Anggaran 2022. Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat langsung maupun
tidak langsung. Dalam kegiatan Penyuluhan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta
memberikan informasi berkaitan dengan program bantuan hukum gratis.

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk penyebarluazan informasi terkait bantuan hukum
kepada Masyarakat dan dalam rangka penyebarluasan informasi hukum langsung maupun tidak langsung. Target yang
ingin dicapai yaitu tersebarluaskannya informasi mengenai bantuan hukum kepada masyarakat. Target yang ingin
dicapai dalam kegiatan ini adalah tersebarluasnya informasi hukum kepada Masyarakat. Adapun penerima manfaat dari

pelaksana kegiatan-kegiatan ini antara lain :

a) Eksternal, yvakni dapat membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan berhadapan dengan hukum
melalui Organisasi BantuanHukum;

b) Intemal, yakni bagi Kantor Wilayah dapat melaksanakan fungsi untuk penyebaran dan diseminasi informasi hukum.

Adapun hasil yang dicapai dalam Penyuluhan Hukum Melalui Dialog Interakfif Bantuan Hukum di Wilayah Dl
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Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 adalah untuk :

1. Memberikan pemahaman tentang Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

2. Memberikan pemahaman tentang Mekanizme Pengajuan Bantuan Hukum secara Gratis melalui OBH yang telah

terakreditasi di Kantor Wilayah Kemenkumham D.l. Yogyakarta;

Memberikan pemahaman tentang Peran Kantor Wilayah Kemenkumham D.l. Yogyakarta dan para stakeholders

dalam program banfuan hukum gratis.

Tabel 3.162 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO SASARAM S
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 F'BTB-_EI'I.EIE.E desa’kelurahan sadar hukum yang terbeniuk di masing- 70% 0% 70%
masing wilayah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

e) Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum
Masional, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan
Informasi Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
berpartizipasi aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan JDIH. Adapun anggota
JDIH yang terdaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta, telah memiliki website JDIH
dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN yaitu:
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Tabel 3.163 Anggota JDIH yang telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JOIHN dan BPFHN

No Anggota JOIH

1 | Biro Hukum Sekretariat Dasrah Daerah |stimewa Yogyakarta

2 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

3 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bamtul

4 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

5 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gununghkidul

6 | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

7 | Bagian Hukum DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

8 | Bagian Hukum DPRD Kabupaten Sleman

8 | Bagian Hukum DPRD Kabupaten Bantul

10 | Bagian Hukum DPRD Kabupaten Kulon Progo

11 | Bagian Hukum DPRD Kabupaten Gunumghkidul

12 | Bagian Hukum DPRD Kota Yogyakarta
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Tabel 3.164 Perhitungan Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSENTASE CAPAILAN KERJA
Meningkatnya kesadaran Persentase website anggota 20% Anggota IDIHN  yang Realisasi dibagi target dikali 100%
hukum serta terpenuhinya JOIHN aktif yang terintegrasi bermartisipasi aktif dibagi i

- - : rpartisipasi aktif dibagi jumlah
akses keadilan dan informasi dengan portalfsistem  integrasi o 100
hukum masyarakat di wilayah | JDIHN anggota IDIHN dikali 100% (50 )¥100% = S00%

12

12 X100% = 100%
(i2)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif di Wilayah D.l. Yogyakaria
adalah sebanyak 12 anggota dari total 12 anggota (100%). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 20%,
maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 500%. Dengan demikian, persentase anggota JDIHMN yang berpartisipasi
akfif di Wilayah D.l. Yogyakarta tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.165 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO SASARAM 2022
[ REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
Persentase website anggota JOIHM akiif yang terintegrasi dengan
1 portalisistemn integrasi JOIHM 0% 0% 0%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
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9. CAPAIAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN ANGGARAN 2022
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.166 Capaian Kinerja Pregram Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2022

2022
NO SASARAMN INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Rekomendasi hasil kajian di Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai T0% 100% 143%

wilayah sebagai bahan bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi

penelitian dan pengembangan | manusia

hukum damn hak i i

uisum gan hak Ss28 MAMUS3 M Hasil peneliian  hukum dan hak asasi manusia yang | 1 Buku 3 Buhu 300%
disosialisasikan di wilayah

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2021 yaitu :

Tabel 3.167 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2021

2021
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Rekomendasi hasil kajian di Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai T0% TO% 100%
wilayah sebagai bahan bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi
penelitian dan pengembangan | manusia
hukum dan hak asasi manusia | o5 oneliian  hukum dan hak ssasi menusia yang | 1 Buku 1 Buku 100%
dizosialisasikan di wilayah

1) Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

a) Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak

asasi manusia
Jumilah kajian di Wilayah terdapat 1 (satu) kajian yaitu Implementasi Bantuan Hukum di Lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta dan jumlah hasil kajian untuk bahan penelitian dan pengembangan
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hukum dan ham terdapat 1 (satu) hasil kajian, kajian dan hasil kajian berupa rekomendasi kebijakan dan sudah

dizampaikan oleh Balitbang Hukum dan HAM.

Tabel 3.168 Perhitungan Kinerja Persentase Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

Manusia

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMTASE CAPAIAN KERJA
Rekomendasi hasil kajian di Persentase rekomendasi hasil TO% Jumiah rekomendasi yang Realisasi dibagi target dikali 100%
wilayah sebagai bahan kajian di wilayah sebagai bahan dimanfaatkan sebagai bahan
penelitian dan pengembangan | penelitan dan pengembangan penelitian dan pengembangan {H:Il]}

: N - 5 X100% = 143%
hukum dan hak asasi manusia | hukum dan hak asasi manusia HAMdibagi Jumlah 70
rekomendasi yang dihasilkan
dikali 100%

GJXIEHJ% = 100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 1 rekomendasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan
pengembangan HAM dari total 1 rekomendasi yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.L
Yogyakarta. Dengan demikian, realisasi pada indikator tersebut adalh 70%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022,
maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

Tabel 3.160 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO SASARAM 2022
[ REMSTRA LKEjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 Persentase rekomeandasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan 80% T0% BO%
penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LKjIP, dan Perjanjian Kinerja.
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b) Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

Kegiatan sosialisasi hasil peneliian hukum dan HAM dengan judul Implementasi Penyelesaian Disharmoni Peraturan
Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Mediasi adalah cara menyebarluaskan hasil-hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakatrta melalui diskusi daring sehingga dapat
dipahami dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Kegiatan sosisalisasi telah dilaksanakan

sebanyak 1 kali di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta

Tabel 3.170 Perhitungan Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS] PERSEMTASE CAPAIAN KERJA
Rekomendasi hasil kajian di Hasil peneliian huwkum dan hak | 1 Buku 3 Buku Realisas) dibagl target dikall 100%
wilayah sebagai bahan asasi manusia yang ;
penelitian dan pengembangan | disosialisasikan di wilayah ( } _
hukum dan hak asasi manusia 1 AN =S00%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 3 hasil penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan dari target 1 buku.
Maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 300%.

Tabel 3.171 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NI SASARAN 2022
REMSTRA LKjIP PERJAMJIAN KINERJA
1 'I;Iif:ap;r;‘alman hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan 1 Buku 1 Buku 1 Bulo

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Rensfra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.
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E. REALISASI ANGGARAN

Perbandingan realisasi anggaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta Tahun Anggaran 2022, Tahun
Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.172 Perbandingan realisasi anggaran

PROGAM

REALISASI

PERSENTASE

TAHUN 2022

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA

HAM 22 205,771,000 22,254 402,683 09.81%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah {(Kanwil ) 2,113,000,000 2111772473 099 94%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelekbual di Kantor Wilayah 1,367.,171,000 1.366,180.043 99 93%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah 240,000,000 240,000,000 100,00%
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah 220,345,000 220,357,710 09 08%
5ruc;ir:1m Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan 1.784,050,000 1.787 651,083 09 64%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah 216,853,000 216,741,033 99 95%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 1,008,050,000 1.007,861,348 099 08%
E:inmy;z?:ﬂag:r:ia;;:ylghsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum 1,335,000,000 1,334,956 853 100.00%
Tahun 2021
E:l;.?elolaan Adminisiratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 22.780,433.000 23.721,.488.588 00 74%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah {Kanwil ) 1,871.497,000 1.971,053,500 849, 098%
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Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah 1,225.915,000 1,224 090,810 B89.92%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah 240,000,000 240,000,000 100,00%
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah 238,395,000 238,305,000 100,00%.
:Eﬂ::—,m Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan 2.701,594.000 3 BET 407 200 08 74%
Penyelenggaraan Peneliian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah 200,687,000 200,685,047 100,00%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayash 1,241,726,000 1,239,365,329 99.81%
:;%yﬁ;f:ﬂagﬁr:ia;;;;;g;i Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum 914.225.000 Q08 517 056 0o 02%
Tahun 2020
E:l;:q;elnlaan Adminisiratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 19,565 023000 18.035.135,062 06.72%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah {(Kanwil ) 2,278,000,000 2,005,863,7T72 88,05%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelekbual di Kantor Wilayah 855,815,000 TBE6 414,002 B2 27%
Penyelenggaraan Fasilitasi Peambentukan Regulasi di Wilayah 162,400,000 162,400,000 100,00%.
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah 233,395,000 215,037,000 B82,13%
Eruc;gi::_lm Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan 2,260.421.,000 2 999 340,000 08 23%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah 58,255,000 56,455,000 96,91%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 1,086.416,000 961,754,368 88.53%
:;;y;z;;e:gg:r;a;;:;;g:i Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum 1.176.785,000 &62 005 560 6 26%
LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 180




@ I KEMENKUMHAM
Sl A 0559 |

C.CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1) Nilai Kinerja pada aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring
dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis
web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman
hitps:/fsmart. kemenkeu.go.id Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu -

a) Capaian Keluaran, bobot 43,5%

b) Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%

c) Efizsiensi, bobot 18,2%

d) Kongsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9, 7%
Timeline pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut:

a) Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;

b) Semester, batas waktu pada bulan Juli; dan

c) Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
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NILAI KINERJA PADA APLIKASI SMART TAHUN 2022 (PER TANGGAL 2 JANUARI 2023) DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 2.173 Nilai SMART Kantor Wilayah

CAPAIAN NILAI KINERJA

NO HAMA SATKER

Kinerja | Penyerapan | Konsistensi CRO Efisiensi | Nilai Efisiensi
KANWIL DIY
1 DIVISI ADMIMNISTRAS] 00,85 08,06 o0.of 100 20 104
2 | DVISI YANKUM - AHU 51,87 09,04 99,13 100 8,80 72,15
3 | DWVISI PAS B0, 55 0o o8 99,83 100 20 100
4 DIS! IMIGRASI &7.5 100 00,08 61,19 -1,84 45,39
5 DIVIS] W AMELUM - Kl 00,05 00,03 oo, 77 100 20 104
G | DVISI YANKUM - PP 100 100 100 100 20 104
7 | DVISI YANKEUM - HAM 85,71 0o o8 100 100 0,03 50,04
8 | DVISI YANKEUM - BPHN 04 83 09,64 73,83 100 10,48 08,649
9 | DIVISI YANEUM - BALITBANG 85,73 09,05 o9, oo 100 0,05 50,13
LAPAS

1 LAPAS KELAS IlA YOGYAKARTA B0, 66 09,16 05,84 100 B, 11 70,28
2 | LAPAS KELAS 1B SLEMAN o, 73 oy 0o, 55 100 20 100
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3 | LAPAS KELAS IIB WONOSARI 70,34 08,03 05,22 100 -20 0

4 | LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA 86,23 09,02 09,56 100 0,04 52,45

5 | LAPAS PEREMPUAM KELAS 1B YOGYAKARTA &8.4 88,05 89,41 100 4,47 61,15

& | LPKA KELAS IIA YOGYAKARTA 00, 25 06,89 o768 100 20 100
RUTAM

1 RUTAM KELAS 1A YOGYAKARTA 80,53 06,35 89,31 100 20 100

2 | RUTAN KELAS IIBE BANTUL 30,20 06,73 o7, a7 28,01 -20 [y

3 | RUTAM KELAS IIB WATES 88,51 a7.34 9o, 59 100 18,38 95,97

RUPBASAN

1 | RUPBASAN KELAS | YOGY AKARTA 00,63 o7 51 00,68 100 19,91 00,77

2 | RUPBASAN KELAS Il BANTUL 00,41 o821 09,74 100 19,49 08,72

3 | RUPBASAN KELAS Il WONOSARI 00, B4 08 58 00,86 100 20 100

4 | RUPBASAN KELAS Il WATES 07,01 09,54 09,51 100 16 90,01
BAPAS

1 | BAPAS KELAS | YOGYAKARTA 90, 54 a7 44 09,64 100 20 100

2 | BAPAS KELAS Il WONOSARI 00, 64 o773 09,24 100 20 100

IMIGRASI
1 | KANIM KELAS | TPI YOGYAKARTA 91.1?| 93.&;1 08 48 104 a.q 72,24
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2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA)

Indikator vang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efekiivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi
pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu unfuk
kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub

komponen penilaian IKPA yaitu :

a) Revisi DIPA, bobot 10%;

b) Deviasi Halaman Ill DIPA, bobot 10%:;
c) Data Kontrak, bobot 10%;

d) Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;

e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
f) Dispensasi SPM, bobot 10%:;

g) Penyerapan Anggaran, bobot 20%;

h) Capaian Output, bobot 25%.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk

mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara'Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap
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perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan
pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA {10%), Deviasi Halaman Il DIPA (10%:), Pengelolaan
Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (10%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%),
Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (23%:).

KUALITAS PERENCANAAN

LiRmsts! DOPA, |140%)

2,0 N

—
pan. (%]
4. Balanja Kontrakbual {108)
R 5, Perspelmssian tngihn {104
B.Pengelotaan UP dam TU# (10%]
REFORMULASI IKPA 2022 7. Clpamcaest 1 3]

Pengukuran IKPA dijabarkan sebagai berikut:

1. Revisi DIPA
Dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang
bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap) dengan target 1x per triwulan. Revisi DIPA memiliki bobot 10%.

2. Halaman Il DIPA
Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana).

Angka gap per bulan vang diambil bemnilai absolut sehingga dalam penghitungan rata- rata gap tidak saling meniadakan.
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Perhitungan Deviasi s.d. bulan Desember tahun beralan. Halaman Il DIPA memiliki bobot 10%.
3. Pengelolaan UP dan TUP

Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data. Pengelolaan
UP memiliki bobot 10%.

4. Data Konfrak
Dihitung berdasarkan rasio data kontrak (diatas Rp 200 Juta) yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang
disampaikan ke KPPN. Data Kontrak memiliki bobot 10%.

3. Penyelesaian Tagihan
Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan atas kontrak diatas Rp 200 Juta yang tepat waktu dibagi dengan seluruh
SPM LS Kontraktual Mon Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPM. Penyelesaian Tagihan memiliki bobot 10%.

6. Penyerapan Anggaran
Dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagu DIPA efektif (dikurangi blokir). Target penyerapan
anggaran KL untuk Triwulan Il adalah Belanja Pegawai 73%, Belanja Barang 70%, dan Belanja Modal 70%. K/L dengan
tingkat realizasi di atas target per triwulan diberikan nilai maksimal. Penyerapan Anggaran memiliki bobot 20%.

7. Dispensasi Penyampaian SPM
Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas wakiu penyampaian SPM pada akhir
tahun anggaran. Dispensasi Penyampaian SPM memiliki bobot 5%.

8. Capaian Qufput
Capaian Output merupakan jumlah output yvang terkonfirmasi terhadap jumilah output vang dikelola oleh Satker atau K/L.
Capaian Output memiliki bobot 25%.
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Capaian nilai IKPA satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D..Yogyakarta pada Triwulan IV Tahun

Anggaran 2022 adalah :
Tabel 3.174 Capaian nilai IKPA
Kulalitas Kulaitas Hass
Perencanaan Kelaitas Pelaksanaan Anggraan Pelaksanaan| . .
Kode Anggaran g Anggaran Milai Akhir (Milai

N Sathar Satuan Kera Keterangan — TotalWonversi

Revisi Hm'ES' Penyerapan) Belanja |Penyelesaian| Pengelolaan |Dispensasi | Capaian Eakset)

DIF& IITEFIP'T Anggaran |Konitraktual| Tagihan |UP dan TUP| SPM Output
11409180 [KANWIL [AHUY Nilai 100 o4 100 100 100 0 100 100 0033
2409181 [KANWIL (SETJEN) Nilai 100 100 100 100 100 0,99 100 100 100
3409182 [KANWIL (NTJEM PAS) ilai 100 90,68 92 26 4] 0 84,58 100 100 o4.97
41409183 [KANWIL (INTJEM M) Nilai 100 100 100 4] 0 0 100 100 100
51409184 [KANWIL (KI) Nilai 100 91,38 100 100 100 0 100 100 po.n4
6|409185 [KANWIL (NTJEM PF) Nilai 100 100 100 4] 0 01,45 100 100 0e.93
7409186 [FANWIL (INTJEM HAM)|  Nilai 100 100 100 4] 0 93,32 100 100 0o.1a
8409187 [KANWIL (BPHM) Nilai 100 100 100 4] 0 BE.9 100 100 po.a1
o|4001ag [SANIIL (BALITBANG | i | 100 | 100 100 0 0 96,37 100 100 00,55
10{ 109111 [RUTAN BANTUL Nilai 100 76,12 93,13 | 100 06,1 100 100 B4.95
11|653438 [RUFBASAN BANTLL ilai 100 100 100 4] 0 90,97 100 100 100
12{404611 [RUTAN WATES Nilai 100 04 54 100 100 100 90,85 100 100 0o.44
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13652433 RUPBASAN WATES | MNisi | 100 | 8005 | 750 af 100 100 100 100 03.92
14407727 |LAPAS NARKOTIKA | Niai | 100 | 100 100 100 100 99,03 100 100 00.99
15407995 [KANTOR IMIGRAS! Nisi | 100 | 8216 | o470 | e8s7 100 99,78 100 100 96.01
16(652852 |LAPAS SLEMAN Nisi | 100 | 9344 | o04 100 100 100 100 100 00.22
17832500 [ AR ARTA Nisi | 100 | 9189 | 100 a0 100 89,23 100 100 96.11
18404585 [BAPAS YOGYAKARTA| Nisi | 100 | 2845 | 100 100 100 99,91 100 100 08.84
19418340 |7 KELAS I8 Nisi | 100 | 8773 | 100 100 100 100 100 100 08.77
20{404501 |LAPAS YOGYAKARTA | Nisi | 100 | 8723 | 100 100 100 100 100 100 08 72
21[109636 [RUTAN YOGYAKARTA| Nisi | 100 | 83g3 | ogor 100 % 99,91 100 100 07.94
27653133 [pAPAS WONOSARI | Nisi | 100 | 100 100 100 100 99,31 100 100 90.93
23{404630 |LAPAS WONOSARI Nisi | 100 | 9108 | sess | 100 100 96,26 100 100 98.5
2453442 [ LFEASEN Nisi | 100 | 100 100 100 100 98,88 100 100 00,80
25419140 [LPKA YOGYAKARTA | Nisi | 100 | 8214 | 100 100 100 99,99 100 100 08.91

JUMLAH pHs2a| 201255 sz7e | 210563 | 2166 | 27501 | 2750 6250 2461,73

NILAI RATA-RATA 98,4692

Data diunduh tanggal 5 Januari 2023 melaha aplikasi www.spanint.kemenkeu.go. id
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D. Capaian Kinerja Lainnya

1) E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi
Pemerintah wang bertujuan untuk memudahkan proses pemantasan dan pengendalian kinerja dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan porses perencanaan kinerja, penganggaran
kinerja, keterarikan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian
kinerja dan keuangan. Aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman

hitp:/fe-performance. kemenkumham.go.id. Pelaporan kinerja melalui aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
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2) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh
Satuan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat

diakses pada aplikasi monitoring hittps:fkineria. kemenkumham.go.id. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap

bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun
berjalan dan tanggal € 5.d 15 Januari tahun berikutnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta memiliki 8 Rencana Strategis dengan 39 Rencana Aksi

Target Kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

Mo Divisi Sasaran Rencana Aksi
Strategis Target Kinerja

1. Divisi Administrasi 2 11
2, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM - 14
3. Divisi Pemasyarakatan 2 11
4. Divisi Imigrasi 0 3
Jumlah 11 39
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Tabel 3.175 Rekapitulasi Milai Target Kinerja Kantor Wilayah

DIvISI NO RENCANA AKS| TARGET KINERJA B01 BOZ BO3 BO04 BO5 BO6 BOT | BOE BOS B0 B11 B12
Peningkatan kapasitas SOM Wilayah melalui implementasi

Corporate Universify

30| Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspekiorat
31| Jenderal (Inspektorat Jenderal) dan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK)

Penetapan status penggunaan di Lingkungan Kementerian
Hukum dam HAM 80%

B

ADMINISTRASI

a2

33| Milai Pengawasan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis 70
Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran dimasa
Adapiasi Kebiasaan Baru, 0 orang terpapar covid

35 Nilai Indikator Kinera Anggaran (IKPA dan SMART) Kantor
Wilayah, 95

36| Penyelesaian Pengaduan pada Aplikasi LAPOR!

a7 Pembinaan untuk Penilaian Matwritas Penyelenggaraan
Sistem Intern Pemerintah (SPIP)

38| Pelaksanaan Manajemen Risiko

g Tersusunnya LKIP Kantor Wilayah dan pelaporan e- 100
performance tepat wakiu

100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100

DiIsH B0 Rancangan Peraturan Daerah yang difasiitasi oleh
YANKUMHAM Kanior Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi
Manusia

100 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100

3 | Mendorong Terwujudnya Kabupatenfota Peduli HAM 100

Meningkatkan HKoordinasi dengan Stakeholders dalam
4 rm Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran 100

100 100
100 100

100 | 100 | 100 | 100 ( 100 | 100 | 100 ( 100 | 100 [ 100 | 100 | 100
100 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100
100 100

100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100
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DIvISI NO

REMNCAMNA AKSI| TARGET KINERJA

Tercapainya palaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah

{erkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ
odeth Notaris di Wilayah

100

100

100

Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi

layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan.
Pewarganegaraan, Partai Politik, Persercan Perorangan da
Apostillia)

Oyptimalizasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS
melalui aplikasi PPMS di Kanwil Kemenkumham
Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan Kl yang dinisiasi
melalui kerjasama yang ielah ada atau membentuk
MolU/PKS baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan
kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di
wilayah

Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalu

kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder
ferkait

100

100

100

100

100

100

100

100

100

27

2B

DIVISI PAS
12

13

15

Mendorong perfumbushan HK| di wilayah melalui
pembangunan [P Clinic atau Mobile IP Clinic

Penegakan perindungan kekayaan intelekbual di wilayah:
Serifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelekiual
T0% DesaKelurahan sadar hukum

Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei
IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas
pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia di wilayah

Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebyakan dengan
pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan
kebijakan di wilayah

Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas
Pilot Project
Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi
Tahanan dan Marapidana

B0% Narapidana mempercleh pendidikan vokasi
bersertifikasi melalui pelatihan

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100
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3) e-monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPEMAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi
pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk
pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.
Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman hitps.//e-monev.bappenas.go.id. Pelaporan data realisasi anggaran

dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

REMAPITULASI ENTRY DATA REALISAS| E-MONEV BAPPEMNAS TA 2022
JAJARAN HKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAMN HAK ASAS] MANUSIA DI YOGYAKARTA

i Oicishiboaid

regres per Kategori Pelaksanaz Persentase Kemanfaatar=

Palaksanaan dan Serapan An

100 00 b i1 |

@ Anggaran DG.S) === @ Farencanaa

S00D

G000 mmﬁiﬂlm
A0 00 (43,04 [ Bﬂ
o oAl

Jan Feb Mar Apr Mel  Jun Jul Agu Bep Okt MNov| Des

i Frogress R

Persen

Hilal Porssabsse (%)

100

@ Anggaran i Progress
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Tabel 3.176 Realisasi E-Monev Bappernas TA 2022

REALISASI E-MONEV BAPPENAS TA 2022

PER TANGGAL 12/12/2023
SATUAN KERIA ALOKASI REALISASI STATUS PROGRES
ANGGARAN KEMAMFAATAN
IDELLULCGERIRVERR Bl Rp 157.170.973.000  Rp 157.029.519.124 SUDAH 99,91%

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
0. YOGYAKARTA

4) HKegiatan Prioritas Nasional

Capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas nasional yang dilakukan oleh Unit Eselon | atau Satuan Kerja

di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah
a) Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

# Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2022 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem
informasi database bantuan hukum}) secara online;

# Pagu anggaran tahun 2022 untuk kegiatan bantuan hukum litigasi setelah Addendum | dan Addendum |l adalah
sebesar Rp.1.087.000.000 (=satu milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan serapan anggaran sebesar
Rp.1.087.000.000 (satu milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) atau 100% (serratus persen) dar perhitungan
SIDBankum dan Omspan;
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» Kegiatan bantuan hukum litigasi selama tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh 22 (dua puluh dua) Organisasi

Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
D.. Yogyakarta dengan jumlah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) permohonan yang lolos verifikasi oleh Panitia
Pengawas Daerah (Panwasda) melalui aplikasi SIDBankum dengan rincian 241 (dua ratus empat puluh satu) orang
mendapatkan pendampingan pada tahap penyidikan‘gugatan dan 194 (seratus Sembilan puluh empat) orang

mendapatkan pendampingan pada tahap persidangan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.177 Daftar Nama Bantuan Hukum Litigasi

Persidamgan Banding Kasasi Peninjauan

Mo MNama Lembaga Bantuan Hukum Penyidikan/Gugatan (Orang) {Orang) (Crang) {Crang) Kembali

(CQrang)
1 | YLKBH Handayani ] 22 o 0 ]
2 | YLEH APIK 11 8 o 0 ]
3 | LK3 Sekar Melati ] a8 ] 0 ]
4 | YLBH SIKAP 19 11 o 0 o
5 | RBH Yayasan AFTA 11 a ] 0 ]
6 | LBH Al Kautsar 22 14 o 0 o
7 | LBH Sembada 11 a o 0 ]
8 | YPBH Myi Ageng Serang i} 14 o a o
& | LBH Harapan 11 o o 0 o
10 | LBH Senopati 10 15 ] 0 ]
11 | YLPA D.l Yogyakarta a T o a o
12 | LKBH FH Universitzs Islam Indonesia a T o 0 o
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13 | LBH Dharma Yudha a T o 0 o
14 | PKEH FH Universitas Ahmad Dahlan 11 8 o 0 o
15 | LBH Sekawan 20 3 o 0 o
16 | YLEHI LEH Yogyakarta 1 0 o 0 o
17 | PKBH FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta a B o 0 o
18 | LBH Tentrem 18 T o 0 o
18 | LSBH F5H UIN Sunan Kalijaga a B o 0 o
20 | LKBH FH Universitas Janabadra a [ o 0 o
21 | ¥YPBH Peradi Bantul 12 [i] o 0 o
23 | PBHI Wilayah Yogyakarta 12 Li] o 0 o

JUMLAH 241 104 o 0 ]

b) Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesual dengan peraturan perundang-

undangan

# Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2022 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem
informasi database bantuan hukum) secara online;

# Pagu anggaran tahun 2022 untuk kegiatan bantuan hukum non litigasi setelah Addendum | dan Addendum Il adalah
sebesar Rp.271.170.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta serratus tujuh puluh ribu rupiah} dengan serapan anggaran
sebesar Rp.264.811.400 (dua ratus enam puluh empay juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) atau
97 ,66% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh enam persen) dari perhitungan SIDBankum. Terdapat perbedaan
perhitungan serapan anggaran pada Omspan yaitu sebesar Rp.264.836. 400 (dua ratus enam puluh empat juta
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delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 97 66%(sembilan puluh tujuh koma enam puluh enam

persen);

# Kegiatan bantuan hukum non litigasi selama tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh 22 (dua puluh dua) Organisasi
Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
D.l. Yogyakarta dengan jumilah 93 (sembilan puluh tiga) permohonan yang lolos verifikasi oleh Panitia Pengawas

Daerah {(Panwasda) melalui aplikasi SIDBankum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.178 Daftar Nama Bamtuan Hukum Mon Litigasi

N Nowa Lambigs Destusn Negosiasi | Mediasi | Drafting |Pendampingan Di | Pemberdayaan | Penelitian | Investigasi | Konsultasi| Penyuluh
o Hiudoum (Crang) | (Orang) | Dokumen | Luar Pengadilan Masyarakat Hukum Perkara Hukum Hukum
(Orang) (Orang) (Kegiatan) |(Kegiatan) | (Kegiatan) | (Orang] |(Kegiatan)
1 | YLBH APIK 2 2
2 | LK3 Sekar Melati 1 3
3 | RBH Yayasan AFTA &
4 | LBH Sembada 2 2
5 | YPBH Myi Ageng Serang 1 2
G | LBH Harapan 2 2
7 | LBH Senopati 1 1 5
3 | YLPA D..Yogyakarta 1 2
9 | LBH Dharma Yudha 3
10 | LBH Sakawan 1 3 4
11 | LBH Tentrem o
12 | YLKBH Handayani 3 1 2
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LBH Al-Kauisar 3 1 2
14 | LKBH Fakultas Hukum UlI 1 1 1
15 | PKBH Fakultas Hukum UAD 3
16 | YLBHI LBH Yogyakarta 4
17 | PKBH Fakultas Hukum LMY 1 1 2
18 LSBH Fakultas Syariah dan 1 2
Hukum UIN Sunan Kalijaga
10 LKBH Fakultas Hukum 3
Universitas Janabadra
20 | YPBH Peradi Bartul 1 2
21 | PBHI Wilayah Yogyakarta 1 2
22 | YLBH SIKAP
JUMLAH 1 T 20 1 63
PENERIMA BANTUAN HUKLIM NON LITHGASI - 33 DRANG PENERIMA MEGLATAN BANTUAN HUKLM MON LITWGAS] : 100 KEGIATAN
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Tabel 3.179 Capaian Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Mon Litigasi TA 2022

TAHUN ANGGARAN 1022
LIMKGASI NOM LITIGAS]

Mo |  mama DEH TOTAL TOTAL

il REALISASI TOTAL PAGU | ory) wmamia | %

e PAGU PAGU REALISAS! | o oy awer | PABU PAGU fren - AKHIR =
ADDENDUM | | ADDENDUM Il | LITIGAZI TA aooesDumM 1 | apoEnoumn [ BER

002 s
: ﬁ“xﬁ;ﬁ:ﬁ;ﬁ" Apezo00.000 | modmoooooo | mpoaocooocoo | mpsacooooo (100 |Rptosrooon |Rezos4nooe | Ap2nsds oo |Apeo sToooo E:.:n RpS3340.000 | FpO3.AT0O00 58,68
g fombaga Banfuan | Rorro00.000| RS4000.000| RRO40D0000 | RpS40O0000 (100 |AR1047O00 |RE104T00CO | RRMD4T0000 |Rp10.300.000 6030 | RGS4470.000 | Fp64.300.000 B8.2
[ [EMEAGA

FOMELILTAS] DAM
EANTLIAN HUKELIM
[FARLIL TAS HLIFLRS
UNIVERSITAS. ISLAM
D ONEEIA

w

Rpd2 00,000 | Repd2000.000 | Rpd2.000000 | Rpd2 000000 (100 |Rp10.470.000 | R 04700000 RpT.B34 000 | RpT &54.000 | 100 Rp432834.000 | Rpd45.834 000 | 400

‘ayasan Lembaga
IPeriindungan Arak Ap42000.000 | FpdZ000.000 | Rpd2.000000 | Rpd2o00000 (100 |Rp10470.000 |Fp10.470.000 | RApA0470.000 | RpS4o0000 a0 | RpS2470.000 | Rpod.400000 7,50
0. L ¥ogyvakaria
FusAT KONSULTAS!
AN BANTUAN
EL”JH’L;K:LT:LN Ap4Z 000000 | FpdE000.000 | RApda.000000 | Rpddoooool (100 |Rpi0470.000 |Fp10.470000 | ApA0470.000 (Rp10435400 B.00 | RpS9.470.000 | FApos.4a5400 oS0
UNIVERSITAS AHMAD
DaHLAN

"

[FLEHI LEH
[FOGYARARTA
EAT HOMSLULTASI

Rp42 000,000 Rp13.000.000 Rp2.000.000 Rp2 000000 | 100 |Rp10470.000 | Rpd0 8400000 | Apfd 3,408 000 | Rp1 34068000 | 100 Rp153.400.000 | Rpil.406.000 | 500

Rp42000.000 | Fp42000.000 | RApd2.000000 | RpeZo00.000 | 100 |RpIO4TO000 |Rp10.470.000 | ApI04TO000 | Apass0co0 |81,5 | RpS2470.000 | mpod.so0000 |63

Rp42000.000 | R4 000,000 | RpL2.0000000 | Rps2 000000 | 100 |Rp10470.000 |Fpi104T00000 | Apil47T0000 | Rpd400.000 BS,T0 | RpSZ4TO.000 | Rpdd.400.000 57,56

Rp42 000000 RpdZ 000,000 | Rpd2 . 000 000 Rp42 000,000 | 100 | Rp10470.000 | Fp@0 8400000 | Apd0.I70U000 | Rpd0 370,000 | 100 Rp%2 3T0.000 | Rp32.370.000 | 500

LIKLM UNIVER EITAS
ANASADRA
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AYASAM PUSAT

10 EANTLIAH HUKLIM Rpd2000.000 | Fpd2000.000 | Rpd2.000000 | Rpd2000.000 (100 |Rpl0470.000 |Fe10.470.000 | Apd0470000 npam-:uuLa.:u Rp%2 470,000 mq.quu-:-:-:-Lr.su
PERADI BANTUL
EVASAM LEMEAGA
., FONELLTASI D&N
iaad i RpTTOO0.000 | Fpdd.000.000 | ApS4.000000 ( Rpd4000.000 (100 |Ap10470.000 |Fp10.470000 | Api0.470.000 (Api0 300000 50,30 | RpS4.470.000 | FAp8d.300000 902
HANDAY AT
AYASAN LEMEAGA
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BAE IV

PENUTUP
A.KESIMPULAN

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RIl, Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta telah melaksanakan

capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil

analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran Kinerja yang telah
ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil
adalah sebagai berikut.

1. Sasaran yang dicapai tahun 2022 terdapat 22 sazaran untuk Kantor Wilayah
sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian
Hukum dan HAM RI.

2. Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut diatas, dilaksanakan 9 program
vang terdiri dari :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Hukum dan HAM;

2) Program Administrasi Hukum Umum;

3) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

4) Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian;

3) Program Pembinaan/ Penyelenggaraan HKI;

&) Program Pembentukan Hukum;

T) Program Pemajuan HAM:

8) Program Pembinaan Hukum Masional

9) Program Penelilitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM.

1. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat 54 indikator kinerja untuk
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta yang telah
ditetapkan tahun 2022.

2. Dari total 34 indikator kinerja, terdapat 2 indikator yang tidak tercapai, yaitu :
1) Indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan,

target yvang harus dicapai sebesar 80%, namun tidak bisa tercapai
dikarenakan tidak terdapat MolW/PKS dan Dipa Anggaran fterkait
program pembinaan (pendidikan tinggi bagi WBP) pada Lapas/Rutan di
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wilayah Kanwil kemenkumham D.l. Yogyakarta;

2) Indikator Jumlah Marapidana yvang mengikuti Pendidikan Tinggi. Target
yang harus dicapai sebesar 30 orang, namun fidak bisa tercapai
dikarenakan tidak terdapat Mol/PKS dan Dipa Anggaran terkait program
pembinaan (pendidikan tinggi bagi WEBP) pada Lapas/Rutan di wilayah
Kanwil kemenkumham D.l. Yogyakarta.

Tingkat pencapaian kinerja rata-rata dari 54 indikator kinerja yang telah
ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja dinyatakan berhasil dengan
persentase rata-rata capaian sebesar 204,72%.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakarta Tahun 2022 uniuk 9
DIPA sebesar 99.84%. Sementara itu rata-rata capaian kinera keuwangan Kantor
‘Wilayah untuk 9 DIPA dan Unit Pelaksana Teknis secara keseluruhan sebesar 97,95%.
Dari 9 program pada Kantor Wilayah, rata-rata capaian kinerja keuangan dapat
diuraikan sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian tercapai
realisasi keuangan sebesar 100,00%:.

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan tercapai realisasi
keuangan sebesar 99,98%.

3. Program Administrasi Hukum Umum fercapai realisasi keuangan sebesar
99,04%.

4. Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tercapai realisasi
keuangan sebesar 99, 93%.

5. Program Pembentukan Hukum tercapai realisasi keuangan sebesar 100,00%:.

6. Program Pembinaan Hukum Masional tercapai realisasi keuangan sebesar
99, 64%

7. Program Pemajuan Hak Asasi Manusia tercapai realisasi keuangan sebesar
99.98%.

8. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM
tercapai realisasi keuangan sebesar 99,95%.

9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Hukum dan HAM tercapai realisasi keuangan sebesar 99,81%

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 205



e [ TP BRgP [ > e

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut

terhadap beberapa hal antara lain :

1.

Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analiza dan
evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstrukiur mulai dari jajaran

atas sampai jajaran bawah;

. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan

memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi
pelaksanaan Kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM D.l. Yogyakaria sehingga memudahkan

dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakarn;

. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan bagi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D 1. Yogyakarta;

. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang pemasyarakatan pada tahun

berikutnya, disarankan untuk:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitazs SDM Pemasyarakatan.

b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-
kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lapas, Rutan, Bapas maupun
Rupbasan.

c. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan
dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program

reintegrasi danpelayanan pemasyarakatan.

. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang hukum dan HAM pada tahun

berikutnya, disarankan untuk:

a. Adanya koordinasi yang baik antara Badan Pembinaan Hukum Masional,
Kantor Wilayah dan Para Organigasi Bantuan Hukum dalam rangka
pelaksanaan kegiatan;

b. Adanya persamaan persepsi yang sama antara Kantor Wilayah dan
Badan Pembinaan Hukum;

c. Penguatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam penganalisaan
hukum dengan melakukan pelatinan, pembinaan dan assesment test
terhadap pegawail yang memiliki kemampuan analisa hukum yang

memadai.
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6. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang KElmlgrasmn pada tahun

berikutnya, disarankan untuk:

a. Dalam menetapkan target kinera dan perjanjian kinerja, peru
dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kondisi real pada tiap Kantor
Imigrasi;

b. Dalam mengoptimalkan pencapaian realisasi anggaran, perlu
kekonsistenan masing-masing seksi dan sub bagian untuk menjalankan
program yang telahditetapkan guna meningkatkan penyerapan anggaran
pada Kantor Imigrasi;

c. Seluruh aparatur Keimigrasian harus melakukan pembenahan birokrasi,
baik secara internal maupun eksternal

d. Melakukan inovasi di bidang pelayanan publik Keimigrasian, guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang
membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan.

e. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan
pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik.

f. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan
dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi

pelayanankKeimigrasian.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi
manusia, maka diharapkan hukum akan beraku efekfif untuk menciptakan
masyarakat yamg demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kimerja yang
akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM D.l. Yogyakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan
bertanggung jawab. Kiranya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan
HAM akan mendorong D, Yogyakarta menjadi kota yang lebih maju dan
bermartabat serta diperhitungkan dijajaran dan peningkatan kinerja pada tahun
yang akan datang.

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 207



0 [ @AF%M S KEMEN UMM

LKjIP KANWIL KEMENKUMHAM D.l. YOGYAKARTA 208



PERJANJMAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLIM DAM HAM

D.L YOGYAKARTA
Dalam rangka jjudlcan  ranaj : intahan yang efekiif, transparan dan
akuniabel serta bevonentas: pada hasd, kami yang bertanda tangan dibawah ini .
Marna | Budi Argas SHungh
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenberian Hulkum dan HAM D). Yogyakaris
Selanuinya disabut Pihak Pertama
Nama - Komjpen. Pol. Andap Budhi Revianio, S LK., MH.

Jabatan : Bekretaris Jenderal
Selaky alasan phak panama, selan|uinya dissbit Pikak Kedua

Pihak pertama berjanji akan meveujudian target kinara yang seharusnya sesuai lampiran
péfjanjian inl, dalsm rangka mencapai tarpet kinera jangka menengah seperh wang telah
dietapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasian dan kegagalan pencapaian target
kirerja tersebut menjad: tanggung jawab kami

Pihak kedua akan malakukan supervisi wang dipariukan serta akan mekakuskan evelLas
terhadap capaian kinerja dari perjanjian inl dan mengambil findakan yang diperukan dalam
rangica pembenan penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Fihak Kadua, Pihak Pertama,
Sekrelans Jenderal Kepala Kanior Wilaryah 01 Ym

Homjen. Pol, Andap Budhi Revianio, 5 LK., MH, Budi Argap Situngkir
NIF. 18751021 1988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUS DAN HAM D1 YOGYAKARTA

DEMGAN SEMRETARIS JENDERAL
No.  Sasaran Strategis Indikstor Kinerja Targst |
i R e ] G
1. | Membangun budaya kefa 1. Nilai Reformasi Birokres: asn
yang bercrigntasi kinera |
Ofganaa yang i Alkumimbeitas Finena
berimiegritas,  ehekdii | 0.0
afisian |
| — — —
[ Wo.|  sasaran Program indikator Kinerja Program Target
[ B ] ’ —giE,. ([
1 Mewujudkan Tata Helola | 1. Persantass Karja yang Mila 0%
z‘mq.-;yluﬁll AKIP minimal "BEr
S— Ln"".T-ﬁi—_mmmrﬂ
mruﬁnmmnm i RB) minirmad B0
Manpophmalkan ¥ waliss
Layanan Barbasis T
| 2 |Terwuudnya pengeioisen |Opini Audii Eksiemal Alas Laporan|  WIF |
keuangan Kauangan Kamenkumham
Hukum dan HAM yang
akuntabel
_b.-d_ P
_h [] [i] L]
1| Tersujudnys layanan | indeks kepuasan |ayanan inlemal o 31 |
adminisiratl can tesilitat | linglungan Kantar Wiksyah Indoks |
Kantor  Wiaysh  yang |
efeidil dan efisien
S - |
Program Dukungan Manajaman Rp. 24,887 304,000, |
mmﬂmmnmm Bp.  21,887,304,000,-
Yogyakana, 3 Januar 2022

Pihak Hedua,

Homjan. Pol. Andap Budhl Revianto, 51K, MH.

Budi Argap Situmgkir
MIP, 1975102 11968031001



PERJANJIAN PIMERA TAHUN 2022
HEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLM DAN HAM
D1 YOGYAMARTA

Dalam ranghs mewujudan manajemen pamedinishan yang elsks, lransparan dan
Riuntabe serie beronentasi pada hasd, bertanda tangan dibawah in

Narra Budi Argap Saungkir
< nbatan - Kopala Kantor Wiloyah Kemenbanan Hukum dan HAM 0. ¥ ogyakarta
ey akan mrwujedian aget kinega yang sah a samual parjangian ini,

dafan ranghka mencapa langel Kins(s pangka menangah sapedi yang lelah diletapken dalam
O RN PR AN

Kebarhasilan dam kegagalan percapsian target kinarka Sersebut manjadi langgung jEweh
leami

Yogysharia, 3 Janusar 2022

Pihak Penama,
Hapaia Kanbor Wikagah D Yogyakara

_ﬂ-'—f-—%_ -~
-

Busdi Argap Sunghin
MIP, 19751021 1898031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2032
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D YOSYAKARTA

Dalam rangka mewuudian manajemen pemanniahan yang efekld, fransparan dan
akuntabel sena berorentasd pada hasil, kam yang beranda tangan dbawah ini .

Mama . Budi Angap Situngkir
Jabatan Kegala Kantor Wikayah Kementerian Hukum dan HAM D.1. Yogyekarta
Salanjuinya diseou; Pikak Pertama

Mama : Cahyo Rahadan Muzhar

Jaoatan Chrmbdiur Janederal Adminisirasi Husum Umnum

Selaku alasan pinak pertama, selarpirys dssbul Pinak Kedua

Fihak partama beranil akan mewujudkan target kinerda yang ssharusnys sesual ampiran
perjanjan ini, dalam rangka mencapai arget kinerja jangka menengah seperti yang teiah
ditetapkan da‘am dokumen perencanasn. Keberhasian dan kegagalan pencapaian langed
Ranist @ barsebnd menjadi larggurg jawsb kami

Pinak kedua aksn melakuken supandsi yang dipariukan serda akan melakukan evaluasi
terhadan capasan kinerja dari perjanjan ini dan mengambl tindakan yang diperiukan dalam
rangka pambenan panghargaan dan sanksi

‘fogyakarta, 3 Januari 2022

Fihak Kedua. Fihak Pertama,
Diresktur Jenderal Kepaia Kanor Wilayah DL Yogyakarta
Meiminisirasl Hukum Umum

e

Cahyo Rahadian Muzhar Budi Argap Situnghkir
NIP 196806181954031001 NIP. 16751021 1958031001



PERJAMJIAN KIMERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DJ. YOGYARARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMIMISTRAS! HUKUM LIMUM

S m 1 B L e T |
1. | Memastikan petayanan 1. Indeks Enpuasan Masyarakat | 3.2
pubiik di bidang hukum Terhadap Layanan Publik Bidang
BeGusi dangan asas Hukum
penyelenggaraan |
palsyanan pubdi |
[Mo.|  Sasaran Program indikator Kinedja Program | Target
W NS SO el (-
1 | Terwujudnya Pelayanan Parsan;asa permohanan 8%
| Publik di Bidang layanan administiras: hukum wmam yang
Admenistrasi Hukurmn Umum  bedoapastian hukum
yang Barkepastian Hukum
No. |  Sasaran Kegiatan Indikator Kinsrs Kegistan Torget
KB - i T [
1. | Terwupudnya layanan i. Persentase  peningkatan PNBF | 5%
adminitras: hulkum umam & Adrministras Hukwm Limum di wileyah
wilayah yang berkepastan
Rk
5 et s i = T =%
peiaksanaan fugas MENY missyarakal larkait dugasn
MPW dan MPD perilaky dan peloksanman
| I [mbainn Notars o wiayah A
g Kgiatan Anggaran
Program Palayanan dan Pensgakan Hukum Rp. 2.113.000.000,
" Parpalenggaraan Administrasi Hukam Umum o Wiayah Rp. 2.113.000.000.-
Yogyakana, 3 Januas 2072
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Direkiur Jendaral Kepala Kantor Wilayah DU, Yogyakarts
Administrasi Hulm Uimum
ﬁW
Cahya Rahadian Muzhar

NIP. 196308161 F84031001

Budi Argap Situnghr
HIP. 187510211996031001



PER.JANJAN KINERJA TAHUM 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERLIAN HUNLM DAMN HAM
DLl YOG YAKARTA

Dalaim rangha mewuudkan manajamean paredinkahan yang efeklil, Irersparen  dan
akuniabel serta beronentasi pada hasd, berianda tangan dibaveah ini -

Mama - Budi Argap Shungki

Lk B - Kapala Kanicr Wiayah Kemanbonan Hukum dan HAM D Yogyakania

berjanii akar mewujedikan taiget kinara yang sehanisnys sesuai lampiran pedanjan in,
dalam rangia mencapal tanget kireja @ngka menangah separi yang telah dleapkan dalam
dokumen perencansan

Kebermasian dan kegagalan pencapaian largel kinarja lersebul menjac langgang jawat
Eami

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihah Pertama,
Wapaia Kankor Wilayah D], Yogyskana

=l

Busch Argag S bunghir
MIP, 18751021 1558031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

0. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemennishan yang efekdf, transparan dan
akuniabel serta beronentias! pada hasil, kami yang bertanda tangan dbawah mni -

Hama - Budi Argap Skunglor

Jabatan - Kepala Kanior Wilayah Kemenierian Huiem dan HAM D). Yogyakarta
Selanjutnyn disabut Pikak Pertama

Hama Reynhard Silitonga

Jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku slasan phak perlama, setanjuinya dissbut Pihak Kedua

Pihak pertama beranji akan mewujudkan taget kinerja yang scharusnya sesuad lampiran
pefanjian ini, dalam rangka mencapai targel kinerja jangka menengah seperti yang felah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
PFihak kedua akan melakukan supenvisi yang diperukan serta akan melakukan evaluas
terhadap capaian kinesja dan peranjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, T Januarn 2022

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Direklur Jenderal Pemasyarakalan Kepala Kanlor Wilayah D.1. Yogyakarta
fff‘ﬁ&u/—
Reynhard Sililonga Budi Argap Silunglir

MAP. 67090332 MNIP. 19731021 1998031001



FPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Ol YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

Terhadap Tahanan, Benda

No. ‘Sasaran Srategls Indikator Kinerja Utama Target
|- ] B2
1. | Memasikan pelayanan Indeks Kapuasan Masyarakal Terhadap 32
publik di bégang husgum Layanan Publik Bidang Hukum.
sesual dengan asas
penyelenggaman
palayanan publik
2. | Memastikan penesgakan 1. Perseniase kiien Pemasyarakatan | 450%
ki yang mampu wa produktif, randiri dan
merngadi pendorang inovasi berdayagina
ﬂ::m::m i I Ferseniase benda  sifaan  dan o0 %
al barang rampasan yang lefaga
T, kuantias (umiah) dan Kualitasiya
{nikai)
3. Persanlase menuruniya residivis 1.0%
4 Perseniase tahanan yang | BOD%
mendapatkan  perdindungan  dan
DErawatan
3. lkut berperan serta dalam Indeks keamanan dan kelestban UPT T5.0
menjaga slabiltas Pemasyarakatan
kgamanan dan kadaulatan
NKRI
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
] 2]
1. | Tensujudnya 1. Indeks Kepuasan Layanan B0
Penyslenggaraan Pemasyarakalan
:Wm yang Z. Indeks Pelaksanaan Renasama B
—— Pemasyarakalan
3, Indekcs Kepuasan Pengguna
Layanan [T Pemasyarakalan
4, Indekcs Parameter Deragat TH
Kesshatan Marapidana, Anak, dan
Tahanan
2. | Tersujudnya 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan 53
Penyelenggaraan Marapidana
Pamasyarakatan yang
Profasionsl dalem 2, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana Y]
Mendukung Penegakan 3, Indeks Keberhasilan Program B4
Hulcum Berbasis HAM Pembimbingan Kien

Pemasyarakatan




Ma. Sasaran Program Indikator Kinerja Pragram Target
il] [F] 1] L]
al'.am dan ﬁaanu 4. Indeks Pembinaan Fhuses Anak (=]
ampasan Negara.
Narmpicana, Anak, dan 3. Indeis Pengelolaan Basan Baran o
Klien Pemasyarakatan E. Indeks Pelayanan Tahanan T
3 Tensujudnya Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT =1
Penyelenggaraan Pemasyarakalan
Pemasyarakatan yang
JAuman dan Terti
No, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
il
1. | Tersujudnya 1. Indeks permyelenggaraan 81%
peryelenggaraan pemasyarakatan di wilayah
pelayanan pemasyarakatan
yang berkualitas di witayah
2. | Meningkatnya Pedayanan 2. Persentase menumunnya tahanan B
Tahanan d wilayah sesuai yang overstaying
standar
3, Persentase Tahanan yang 8%
memperoieh Layanan Penyuluhan
Hukum
4. Persentase Tahanan yang Bl
memperoieh Fasilitasi  Bantman
Hukum
] Meningkainya Pelayanan 1. Persentase nampidana yang B5%
Pembinaan Kepribadian, memperoieh  riai  baik  dengan
Pelatifan Vokasi, predilal meimuaskan pada
Pandidican dan Instrument pendatan kepribadian
Penanganan Marapidana 2. porsentase  nampidana yang 9%
Resico Tinpgi mendapadkan hak remisi
3. perseniase nampdana yang B0%
mendapatican hak inbegrasi
4. persentase narapidana  yang 80%
menidapatican hak Pandidican
3. Parsentasa MNarapidana resiko 15%
tnggi yang berubah  peniakunys
menjedl Sadar, Patuh dan Despiln
6. Persentase  narapidana  yang 28%
memperaleh  Pendidikan  dan
pelatihan volasi bersertifik asi
7. Parsentase  narapidana  yang B7%

bekena dan produldit




Mo, Sasaran Kegiatan Indikater Kineja Kegiatan Target
il] [E] 1] AL ]
4. | Meningkatrya Pedayanan 1. Pemseniase bonda  sitman  dan 0%
Pengetolaan Basan Baran barang rempasan yang leraga
di wilayah sesua standar loualitas dan kuantitasnya
2. Persenlase benda silaan dan 60%
harang rampasan yang diseluarkan
berdasarkan pubLEEn vang
berkuatan huloum ieiap
[ Meningkainya pelayanan 1. Persantase kien usia  produkbf S0
pembimbingan kian Fang meamperakeh ataun
pemasyarakatan dan melanjutkan  pekerj@an i luar
pemeanunan hak pendidikan lemitaga
klien anak pada |uar 2. Porseniase  Menuunnya  Anak 6%
lembaga i wilayah sesusi yang mendapatcan putusan pidana
standar jara _
3. Pemanlase kban Anak 3%
terpenuinl hak pendidkann ya
E. | Meningkatrya Femenuhan 1. Pemaniase Anok yang mengicus %
Hak Pendidican Anak di kegatan Pendidikan keterampilan
LPHCA dan Pengentasan dan bersertifikat
Anak di wilayah sesusi 2. Perseniase Aunai yang 1007%
standar meiripenoleh hak inlegrasi
3. Pamanisss Anak yang
mamparoleh Hek  Pengasuhan
sesuni siandar
4. Persentase anak yang mengikuti
pendidikan formal dan non Tonmal
7. | Memingkainya Kuailas 1. Pesenlase  pengaduan  yang|  80%
Panyekanggarsan diselagaban
Pamasyarakaian di Bidang | 2. Perseniase pencegahan gangguan 0%
Keamanan dan Keleriban kamtib
3. Perseniase kepatuhan dan Disiplin 8%
ferhadap 1aka berhi oleh
TahananMarapidanatdnak Pelaku
i an Kamiih _
4. Pemanigss peamulinan  kondisi %
keamanan pasca gangguan kamtib
socara tuntas
8. | Meningkatrya Pedayanan 1. Perseniase  pengaduan  yang [
Keamanan dan Kelerliban dilindaklanjuli sesus slandar .
oi wilayah sesusl slandas 2. Pemeniase ganpguen kamib yang | 70%
dapat d ah
3. Pemseniase kepatuhan dan disiplin B%
fterhadag lata bertity cleh
TahananMarapidanatnak  pelaku
Qangguan kamiib
4. Pomsantese pemuliban  kondisi %

keamanan pasca gangguan kamtib

secan tunias




Kegiatan

Anggaran

Pragram Pelayanan dan Penegakan Hukum

Rp. 112.160.7E2.000,-

| Penyelenggaraan Pemasyarakatan di valayah

Rgp. 112.160.782.000,-

Pihak Kedua,
Direkiur Jendaral Pemasyarakatan

Reynhard Sililonga
MAP. 67090332

‘Yogyakarta. T Januan 2022

Pihak Pernama,
Keepala Kantor Wilayah D1, Yogyakana

v

Budi Argap Siungiir
MIF_ 19T510211998031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

HEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DL YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerinishan yang efeklif, transparan dan
akuntabsl serta berofentasi pada hasi, bertanda Langan dibawab ini

Hama : Budi Argap SEungiir
Jabatan . Kepalka Karnior Wilayah Kementerian Hukim dan HAM D1, Yogyakarta

berfanji akan mewujudkan targel kinerja yang ssharssnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai larged kinerja jangka menengah seperli yang lelah ditetapikan dalam
dokLETEn Parencanasn.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinena tersebui menjadi tanggung jawab
ami

Yogyakarta, T Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah 0. Yogyakara

e

Budi Argap Siungkir
MIF. 19751021 1998031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAMN HAM DU, YOGYAKARTA

Datam rangka mewuudkan manajemen pemacniahan yang efektd, trensparan can
akuntabel seta benorientasi pada hasi. kami yang benanda tangan dibawah inl .

Narma . Budi Arganp Silunghkin

Jabatan . Kepala Kanltor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D1 Yogyakarta
Salanjutnya disebut Pikak Pertama

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan P Direkdur Jendaral Imigrasi

Selaku alesan phak pariama, selanjuinys dissbul Pihak Kedua

Pinak parama beran)i akan mewuudian Largal kinerja yang seharusrya sesuai lamgpiran
pananjign i, dalam rangha mencapai targe? kinera jangka menengah seperti yang telah
diedapkan dalam dohumen pefencansan. Kebernasian dan kegagalan pencapaian largel
kirierja tersebul menjadi tanggung Fwab kami.

Piak kedua akan melaioukan supenisi yang diperiukan serta akan medakukan evaliasi
terhadap capaian kinarja dari peranian ini dan mangambil findakan yang diperukan dalam
rangica pambenan penghargaan dan sanicsi

Yogyakarta, 3 Jaruan 2021

Pihak Kedua, Fihak Periama,
il Diekiur Jendersl Imigrasi Kepala Kanbar Wilayah D | Yogyakans
Widodo Ekatiahjana Budi Argap 5

MIP. 18710501188303 1004 NIP, 16751021 169803 1001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLUM DAN HAM D.. YOSYAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRAS!

Mo Sasaran Stratogis | mmm— Targst
|| | OO, | [ RN -
1. | Memastikan pelayanan Indeks n-n.uun rokat | 3.2 inceks
pubili i bidang hukum |Tm|.mmam
BEBuS| dengan asas
parelanggarasn pelayanan
publik
T2 Ik berperan sertn dalam | indeks Pengarmanan | 3,12 Indeks
keamanan dan kedaulatan
HKRI
(L PR N R - |
1. Mmruulnﬂmmm Indaks Kepussan Masyarkst 3,20 Indeks
Mesyarace: ses Layanan | teshadep Layanan Keimigrasian
Kaaimigrasian
" Z | Meningkainya Stabiitas | ndeks Pengamanan | 3,12 indeks |
| Kmamanan mealalui Feeimigrasian
Pencegahan, Pengawasan,
dan Penindakan
Keimigrasian
Mo. |  Sassran Kegistan  Indikator Kinerja Kogiatan Target |
[Cm 3 [E]] __ __0
1 Hm‘rrﬁlnlln Indpks  Wepussan Masyarakal 320 indeks
pelakaanasn ugas dan ietisdap Layanan Keimigrasian
fungsi keimigrasan o di ‘Adlayah
Willzysh Indeks Fergamanan | 3,12 indeks |

Hesmigrasian di Wilayah

2 ﬂ-'mml.m Indeks  Hepisasan  Inemal |i| 312 Indeks
ngan Managman dan  Wilayah

Mrw'hhul-'lmd

Wilayah




[ Kegl | Avagenn ]
Program Pelayanan dan Penegakan Huloum Rp. 13.500.907.000,-

Pemyelenggaraan Fungs: P-mhlﬂl Pelayanan dan | Rp. 13,580 807 000
:Hml'llh.lm K-'h'l di Wilayah [

Yogyakarta, 3 Januan 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Pit, Dirsktur Jendaral [migrasi Kepala Kantor Wilayah O.1. Yogyakara

Widoda Exatanjana Budi Argap Stungidr
NIP, 19710501 1993031001 NIP. 18751021 196803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLUM DAN HAM
DU YOG YAKARTA

Dalam  ranghkas s b P intehan yang efekdf, transparan dan
Aluniake seria berorenbas pada hasd, beranda tangan dibawah ind -

Iarma : Busdhi Adpap Sdunghir
Jabsatan : Kopala Kanlor Wilayah Kermensanan Husourn dan HAM DU. Yogyakaria

berjanj akan mewwkdkan tEgat kinera yang sehadenye SeEusl lempiran perjandan ini,
daiam rangia mancapal targel kinerja jangka menengah sepeni yang telah distapkan dakam
oo MmN peTEnCAnEan.

Kebermasian dan kegagalan percapaian largel kinerja lerisbul menjsd anggung jeal
kami

Yogyakarta, 3 Januar 2022

Pihak Pertama,
Hapala Kartor Wikayah D | Yogyakata

.r._'_‘__._,_ _—— W’-‘

Basdi Argap Sbunghir
MIP. 187851021 1588031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam ranghka mewujdksn manapsmen pemarintahan yang efekdil, transparan dan
akumtabel seda berorientasi pada hasil, kami yang berlanda tangan dibasah e

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kemenigsian Hukum dan HAM Daerah Istimewa
¥ ogyakarta

Selanjuinys deebut Plhak Pertama

Nama : Raziu

Jabatan : PR, Direddur Jenderal Kekayaan inbelelcusal

Selakl AlEAAR pRAK Periama ssianulya desbut Pihak Kedua

Pinak panama bedanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai ampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai tanget onera jangkn menengah seper yang telah
diietapkan dalam dokumen perencanasn, Keberhasilan dan kegagalsn pancapaian target
kinerja tersabut menjad tanggung jawal kami,

Pihak hedus akan melakukan supenis: yang diperiukan oema akan rrelakukan evalsasi
lerhadap capaian kinerja dari pefjanian ini dan mengambid tindakan yang dipariukan datam
rangka pemparan penghargamn dan sankal.

Yogyakarta, 3 Januan 2022

Pihak Medua, Pinak Pertama,
Fit. Direkiur Jenderal Kekayaan Inbebekbual Kepala Kantor Wilayah Dasrah simewa
Yogyakana

{/W
R Budi Argap Situngkir
NIP. 19851 1281891031002 NIF. 16T510211988031007



PERJANJIAN KIMERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOOYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN

s = - B —
|| - 15 B PR, T T T N
1 Tedndungnya Kekaysan Indeks Kepuasan Masyarakal leshadap in
Inbelekiual di Selunah Layanan Kekayaan Intelektual
Indonesia [
Mo. |  Sasaran Keglstan Indikator Kineda Keglatan Target
111.] Terselenggaranya M. Jurriah E‘I{:j'ﬂ'l-'l Kl yang £1
Pelayanan Feayaan difasilies Karor Wilayah Pearmohonan
Intedaktual yang Berkuslitas ) ) :
ci Kantor 'Wilayah /2 Jumish Pelaksansan Diseminasi| 1 Lokus
Kamentanan Hukum dan dan Promosl Kekaysan |rebskiual
| HAM oleh Kantor Wilayah
z, | Tersalenggaranya Persentasse Penanganan  Aduan | 100 %
Penegakan Huom di Felanggaran Fakayaan Inlelekiual
Intelekiu’ cheh Kantor Jumish  Pelaksanaan  Kegiatan | 2 Lokus
Wilayah Kementerian Pancegshan Felanggaran Kekayaan
Hukum dan HAM yang Imedektual yang Diakukan “‘i:
Handal Kankor Wilaysh [

Kegisian  Pemantauan  Produk | 3 Laporsn
Kakayaan Ineiskiual di Wilayah




Keglatan Anggaran
' Program Penegakan dan Pelayanan Hukum © Rp. 1.387.171.000,-
| S— —
ﬁwmwamm Rp. 1.367.171.000~

‘Yogyakaria, 3 Januar 2021

Pihak Kedua, Pihak Petama,
Pit. Dinektur Jarderal Kedayaan imisbskdual Hepals Kanbor Wilayah Daecah Istimewa
Yogyakara
/q!h/‘/”

Budi Argap Situngkir
NIP. 168511281991031002 NIF. 16751021 159803 1001



PERJANJIAN KIMERJA TAHUN 2022
EEFALA KANTOR WILAY AH KEMENTERIAN HUKLIM DAN HAM

DUl YOG YAKARTA
Calam  ranghas puacian ASTESN TR vang siekilf, frarsparan dan
alniabel sarta beronentasi pacda hasd, berlanda largan dibavwah in
Narma - Busdi AIgap Stunghir
Jakainn : Kapala Kanicr Wilayah Kemaenbenan Hulcum dan HAM DU, Yogyakana

berjang akon mewujudkan tagel kineqa yang setanisnya sesuai lempiran perjanjian i,
dalam ranga mancapal langet kirk g jangke menengah sepen yang tetah dieiachan datam
dokumen pesenoanaan

Kebarmasian dan kegagalan pencapaian targel kingrja lereebul menjas langgung jawaly
kami

Vogyakaria, 3 Januarl 2022

Pihak Pertama,
Hapala Kartor Witayah D) Yogyakana

e
—— W_

Budi Argap 5 Bunglir
NIP. 18751021 1998031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka mewuudkan manajemen pemedinlahan yang efokiil, transparan dan
aluriabel serta berarentas: pada hasd, kami yang bevtanda tangan dibawan ini ©

Nama : Budi Argap Saunghor

Jabgtan Kapala Kantor Wilayah Kementerian Hulum dan HAM DU, Yogyakarta
Sedanpuinya disebut Pihak Pertama

MNama : HR. Banry Riyanta

Jabatan . Dwekiur Jenderal Peraturan Parundang-Undangan

Galaku atasan pihak pettama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak periama beranp akan mewujudkan target nera yang seharusnya sesuai lampran
perjanjian ini. dalam rangss Mencapal targe! kineha jangka menengah seperh yang belah
dbgtapkan dalam doxumen perencansan. Kesberhasilan dan kegagalan pencapaian tanget
Kinena tarsenut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan malakukan evalssi
terhadap capaan konena dan parangan ni dan mengambs lindakan yang diperiukan dalam
rangks pembarian panghargaan dan sanksi

Wogyakarta, 3 Januar 2022

Pihak Fedua, Pihaix Partama,
Diresctur Janderal Kepala Kantor Wilayah D.. Yogyakaria
Paraturan Perundang-Undangan ﬂM

H.R. Banny Riyanic Budi Argap Silungkic
NIP. 198204 101987031003 NIP, 18761021 169803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. |  Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Targst
n | 12 | [ | 4
1 Terpenubinya peraturan Indaks kualias perundang 318
penndang-undangan undangan
¥ENg sEsuEl Bongan &8s
pembentukan peraturan
perundang-undangan
Mo. |  Sasaran Program Indikator Kinara Program Target
VN Bl : i)
1. | Terbentuknya persiuran- 1. Persantsss (%) Rancangan B
piruanaan §- urdangan Peraturan Pe -
yang berkualitas yang diselessian sesuai dengan
peTencanaan
2 Jumish paringkstan kapasitas 200 Qrang
dan pembinaan tenaga
perancang peesturan perun dang-
..J_. —— [‘.ﬁ] = 0% 4
Feraturan Femundang-undangan
yang Cisolesa kan sesuai dengan
. - permshonan ] |
‘Mo. | Sasaran Kegistan Indikator Kinada Kegiatan Target
HUN i I 3
1. | Terfssklasiya rancangan | Parssriase parda yang 80%
produl hukum o dasrah | difasiitesi oleh kantor wilayah
errndoum ham
2. | Tersslanggaranya | Jumiah  perancang  permturan 2% Orang
pambinaan perancang | perundang-undangan  d  dasrah
g T [ Yemamendipan pumtines
u




Yogyakarta, 3 Januarn 2022
Pihak Kedua, Finak Pertama,
Direktur Janderal Kepala Kartor Wilayah DI, Yogyakarna
Peraturan Perundang-Undang /,/W

H R Banny Riyanio Budi Argap SRunglor
HIP, 186204101587031003 NIP. 19751021 195803 1 001



PERJANJIAN KIMERJA TAHUN 32032
FEPALA KANTOR WILAY AH KEMENTERIAN HUKLM DAM HAM
O.1. YOGYAKARTA

Dalam rangks mewujuedcan mana@man pemedinkshan yang efellll, rensparan dan
skunisbel seria barotientasi pada hasd, berianda largan dibevwab i

Mama : Budi Arpap Shungiir
J abatan : Kapala Fanlcr Wilayah Kemenbanan Huoum dan HAM DU, Yeogyakans

berjary akar mewajdkan tigel kiners yang eehansnys sesual bmpiran pesjangan ini,
i FANghE encapal 1argel Rire ja jangha menengah seper yang tetah dlelapkan datam
ORI pedRTICANEEn

Kebarhasian dan kegagalan pencapaian target kinerja terssbut menjadi tanggung jewab
kA

Yogyakarta, 3 Januar 2022

Pihai Parama,
Fapaia Karbor Wilayah O | Yogyekarta

-— ;'Q'!;"“-»"

Busdi Argap 5 i
MNIP. 18751021 1288031001



PERJAMJIAN HINERJA TAHUM 2022
HEPALA KANTOR WILAYAH HEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DL YOGYAKARTA

Dalam rangka mesujudkan manajemen pemeriniahan yang efektif, framsparan  dan
akuriabel serta beronentasi pada hasl, kami yang bettanda tangan dibawah ni

Hama Bud Argap Siturghin

Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenietan Hukum dan HAM D1 Yogyakaria
Setanjutiya feebut Pikak Pertama

Hama Wdodo Ekahahjana

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak perlama, selatjuinga disebul Pihak Kedua

Pinak pertarna berjanji akan mewujudican targel kinefa yang sehansmya sesuai lamgiran
pafanjian ni, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menangah eepartl yang telah
dietapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasian dan kegagaian pencapaian tanged
kinarja tersabut manad ianggung @wab kami,

Pifak ksdua akan melakukan supendei yang dipariukan serta akan melakukan ovaliesi
terhadap capaian kinerja dar perg@anjian ir dan mengambil tindakan yang diperiukan daiam

Yogyakaria 3 Jarsari 2002

Prihak Kadua, Pihak Perama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasenal Kipala Kantar Wilayah O |, Yogyakara
Widoda Ekatjahjana Budi fgap S tunghir

MIF, 18710301 1983031001 MIP, 19731021 1898031001



PERJANJAN KINERJA TAHUN 2022
KEFALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DL YOGYARKARTA DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAM HUMLIM NASIONAL

Sasaran Strategls | Indikator Kinerjs Utama Tage |

§ T NA  | il [E]] (L]
Terpenutenya paraiuran Indeks kualitns perundang-undangan 315
pefurdang-undangan yang

| mﬂw- |

| pembentukan peraburan
perundang-undangan

2 | Maningkatkan kesadaran | 1. indeks hepuasan masyerskal @ias | TEE1

Prukum masy ke pedayanan gokumentas hukum

e R
hukum yang ierbeniuk di masing-
asing wilsyah
|3 Porsentase permohonan bantuan  B1%
hukum litigasi yang dilayamn sesua
dengan  perafuran  perundang-
undangan
4. Porsantase permohonan bantuan | BO%
hukum non Bgasl yang diayani
L] dengan paraturan |
perundang-undangan |

D e ———— e 1 A

Mo Sasaran Program ' Iredlikirbisr Hinerja Program | Target
[} [Ei] 2 N TR |
Terselenggamny s 1 Persantase hasd pemantauan dan 20%
parencanaan hukum, peningEuan analisis dan evaluasi
pemantauan dan
perinjsuan'analisis dan yarg dimantaatican aleh pemibuat |
evaluas nukum sk I

Tahunan
2. | Terwuudnya Kesadaran 1. Indeks kepuasan masyarskal atas 7661
dan Pemahsman Hukum pelayanan dolumentasi hukem




No. |  Sesaren Kegistam Indikator Kinerja Kegaistan |  Target
(1] [ : P E
1. Tersslenggaranya Fasidas: | Jumiah megiatan perencanaan | 2 Kegiatan
perencanaan seta pambeniuken dan permantsuan produk
pemanisuan dan hukum dasrah
peninjauan/analss dan
evaiis produk hukum di
wilaryah
2 | Meni kesacaran %
hulum sera lemenuhinya
ks keadian dan
infiarmasi hukum
masyarasat o wilayash B0%
7881
hukum yang terbeniuk o masing- To%
o
s s
Program Pembentukan Regulasi Rp.  168.967.000,
n Fasiitasi Perencansan, Pemantauan can| Rp. 158857000
Evalissti Produl Hukumn di Wiaysh
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp.  2.682.674.000,-
Penyelengparain Wesadaran dan Pemahaman Huem o | Rp.  2.BB2.674 000,
| varyah
Yogyakana, 3 Januan 2022
Pihak Kedua, Pihak Partama,
Hapala Badan Pembinaan Hukum Nasonal Kepala Kantor Wilayah 0 | Yogyskarta

e

Ekatahjana Budi Argap Situngkic
MIP. 19710501 1953031001 HIP. 19751021 1968031001



PERJANJIAN KIMERJA TAHUN 202
HKEFPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLIM DAN HAM
DL YOG YAKARTA

Dalam rangka mewupsdean manajemsn pemeinishan yang efeldif, rarsparan dan
akuniabel $eria beronentasi paca hasid, bertanda tangan dibaveh -

Nama : Budhi Arpap Stungkic
Jabatan - Kapala Kanler Wiayah Kemenbangan Huloum dan HAM DU, Yogyakars

berjany akar mewujedikan taigel kinera yang sehanutys Sesual empiran pedanjan ini,
dalam rangia mancapai langet kirsja jangka menengah sepen yang telah dilelagian dalam
dokumesn perencansan.

Kebarhasian dan Kegagalan percapasan target kingrja iersabut manjacs langgung |awat:
kami

‘Vogyakarta, 3 Januar 2022

Pihak Periama,
Hapala Kandor Wilayah D). Yogyakata

e

Budi Argag 5 Bunghir
MNP, 18751021 1598031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA
DL YOGYAKARTA

Dalam rangka mewuudkan manajeman pemanniahan yang elekdd, iransparan dan
akuntabel sera berorientas) pada hasil, kamd yang berianda tangan dbawah ini

Nama . Budi Argap Situngkir

Jabatan : Heopala Kantor Wilayah Kementeriam Hukum dan Hak Asasi Manusia
D1, Yogyakarta

Galanjutnya desabul Pihak Pertama

Mama i Puguh Budi Utami

Jabatan Kepaia Badan Peneltian dan Pengembengan Hukum dan Hak Asasi

Mar isia

Seiaku alasan phak paramna, selanjuinya dissou Pikak Kedua

Pinak perama bedjan)i akan mewuudian kEigal kinéf@a yang seharusmya sesusi lampiran
perjanjian i, dalam rangka mencapai tarpet kinerja jangka mensngah sepani yarg telah
dietapkan dalam dokumen perencanaan. Kebemasdan dan kegagalan pencapasan target
kinerja tersabut meryad: (BnggUng Ewab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakuken evaluasi
‘terhadap capalan kineria dari pedjanjian ini dan mangamiil tindakan yang diperiuken dalam
rangka pembenan penghargaan dan sankcsi

Yogyakaria, 3 Januari 2023

Fihak Kedua, Pihak Perama,
Hepata Badan Penelitian dan Kepala Kantor Wilayah D |, Yogyakarta
Pengembangar Hukum dan Hak Asasi
kanusia

Sri Puguh Budi Uitami Buick Argap Stunghir
HIF. 196207021987032001 NI, 187510211568031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2032
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSA
DL YOGYAHARTA DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN FENGEMBANGAN

HUKLUM DAN HAK ASASI MAMUISIA
B - 3 [T
[] budaya | Persentase KT| yang disitasi 20%
kena yang beronentasi
kirerja organisasi yang
printegrLas,
dan efisien o
Mo, Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
] . T BTV £ | AR i3 Vi
1. |T 1. Persentase rekomendas! hasil penelitian B0 %
perumusan  kebiakan  dan pengembangan yang dimanfaalkan
Kemenlenan  Hukm  sebagal Gahan pembangunan hukum
dan HAM beroass nsat ramonal dan  perumusan  kebsakan
Hamanterian Hukwm dan Hak Asasi
2. Parsentase peninghatan sies KT1 yang 20%
cipubiikasian i Jurmal N
| No. | Sessran Kegiatan Indiikator Kinerja Kegiatan | Target
i1 vl ]

age bahan | pengambangan hukum can hak GBASI |
penaitan dan | manusis
pengembangan hukum | Hasd penaliian  hukum dan has  Asasi 1 Buku
- dan hak asas manusa | manusia yang disosiali i wilayah |
Kigiatan Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp. 260893000,
— o o dan Fangenbargan it dan | Tig.— 280,893,000,
HARA di Wiy
‘Yogyakaria, 3 Januar 2022
Pihak Hedua, Pihak Partama,
Fepala Badan Penslfan dan Pengembangan Kepala Kantor Wiayah O, Yogyakana
Hukum dan Hak Asasi Manusia
/,W
5n Puguh Budi Liami Budi Argag Shungkir

NIP. 19620702158T032001 NIP, 15751021 1958031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN Db
KEFALA KANTOR WILAYTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DU YOG YAHARTA

Dalam rangks mewujudean manajemen pemadinishan yang efebd, iransparen dan
aluniabel seria berorientasi pada hasd, bertanda tangan dibawah irs :

Idama - Budi Argap Sdungkir
o Bl : Kepala Kantor Wilayah Kemanbenan Huloum dan HAM D ¥ogyakans

barjanj akan mewujedkan taget kinena yang sehansnya sesual lampiran perjanjian ini,
dialam ranglka mencaps target kinsia jangka menengah sepeni yang belsh diletapkan dalam
0T perenCanaan

Kebernasilan dan kegagalan percapaian targel kinefa tersebut menjadi nggung jIeab
|

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pihak Parnama,
Fapala Kantor Wikyah D, Yogyakana

f*"_;""—'?.'#hv’_ ‘

Argap: S bungkir
MIP, 15781021 1858031001



PERJANJIAM KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
01, YOGYAKARTA

Dalam rangka mewwudkan manajemen pemenntahan yang ofexdd, transparan dan
aicuntabel sera beronentas pada hasi kami yang berianda tangan dibawab ini

Mama * Bl Aagap Situngkin
Jabaian Kepala Kanor Wilsyah Kemanterian Hukum dan HAM D . Yogyakarta
Salanjulnya disebut Pikak Pertama

Kama - Mualiman Abdi
Jabaian Direktur Janderal Hak Asasi Manusia

Sedaku slaean phak pertama. selanginys deabul Pinak Kedua

Pihak pertama beqani akan mewujudkan farget kinena yang seharusnya sesual lampran
per@anjan i, dalam rangka mencapal langel kinera jangka menengah sepedi yang lelah
diletapkan dalam dokumnen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pancapaian targat
wineja tersebul men|ad tanggung jawab kami.

Pinak hecua akan melakukan supenisi yang dpedukan serla akan melakuban evaluasi
tertadag capasan hinedja dari pafjanjian ini dan mengambid tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 3 Januani 2021

Finak Kedua, [Pihak Periama,
Dwreiclur Jerdar sl Hak Azssi Manuss Kepata Kanlor Wilayah D . Yogyakana
//?*}F—ﬁ\/(/

Mualimin Abdi Budi Argap Situngiic
HNiP. 186211211982031001 WIP. 197510211688031001



PERJAMMAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
. YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JEMDERAL HAK ASAS| MANUSIA

No. Mnmh [ indikator Kinerja Utama Target |
| T -
70,0%
penghonmatan, pedindungan, Pomanntah  Pusst  mamenuhi
dan pemanuhen HAM target
2 Pementasa capaian Aksi HAM 40,0%
Pamanntah Damrahb
mesmanuhi HAM
!Ho. Sasaran Program Indikator Kinerda Program Target
| . [ [ T T S W - |
1.:mmm.ll 20%
M
bamrespekiil HAM LT T T 5%
pelanggaraan HAM  yang
ditin dakdaryut
e g
3. Persentase instansi p-'nlﬂrld\ 5%
yang  menindaklanjdi  hasil
| dan Penguatan HAM
| dalam beniuk pelayanan publi
| berbasis HAM

No. Seseren Keglslen indikator Kinerja Kegistan | Target

11 [E] l ]

1. | Memingkatnya pemamniah 1. Jumiah pemerntah daerah yang | 3 Inlans
daerah yang melaksanakan melaksanakan  program ks Pemerintah
program aksi HAM HAM

Z. Jurniah kab/kota peduli HAM 3 Insta nsi

Pamerintah

| 3, Jumiah instansi pemeriniah yarg | 2 Instansi

| menindaklaniuli hasil diseminasi  Pemerintah
dan ponguatan  HAM  melalu

B - mmtmmu
- - =y l

Pmrumm‘n-;unmmm P-m.lm\ dan Pemenuhan Hak nmm
Hak Asas Manusia Ch Asas) Manusa D Wiayah
Wilayah




P (e
Program Pemajuan dan Penegakan HAM | Rp. 229,395,000
Penysienggaraan Pamajan Ham o Wilayah Rp. 220,335.000 ]

‘Yogyakarta, 3 Jenuan 2021

Fihak Kedua, Pihak Pertama,
Dirsktur Jenceral Hak Azasi Manusta Kepala Kantor Wilayah O |. Yogyakara
Mualirmin Abdi Budi Argap S&

HIF. 18621121 1862031004 NIP, 1875102 11898031001



PERJANJMAN KIMERJA TAHUN 2022
HKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLIM DAM HAM
DU YOG TARARTA

Dalam rangks mewujudian maraamen pemsinkshan yang eleksf iransparan dan
mkuniabel seria beovienbasi pada hasi, beranda tangan dibawah ini ©

INama  Bnchi Arpap Sbanghir
Jabatan - Kopala Kanior Wilayah Kemenbanian Hulum dan HAM DU, Yogyakara
besjan akan mewujedkan igel kinera yang seha sesual lampiran perjangan ini,

dﬁnm#wmmmmwmwmmm
o LT PR aTIANSAN

Kebprnpsitan dan kegagalan percapaian tangel kners Mersebul menjadi Wnggurg (swab
kami

Yogyaharta 3 Januan 2022

Pihak Parama,
Kapalas Kanbor Wikiyah D Yogyakers

i
e W_

NIP. 19751021 1888031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERLAN HUKLM DAN HAM
DL YOGYAKARTA

Cialarm rangsa mengudkar maraamen pemenntahan yang ebakif, Irarspanan dan akurtabel
BEria Doriertasi padn hasi, kami yang bedtanda tangan dibreah ind

Mama - Agung Rekiono Sato

Jabatan Hepala Kanlor Wilayah $oemantean Hulorn dan HAM D Yogyakaa
Searjuliya deebul Pilak Pertama

Rama : Komjen Pol Andap Budhi Revisnto, 5.0 K, MH,

-akatar i Gakratoris Jondomil

Selaky atasan pihak pertama, solanjuings disabut Pikek Kedua

Pk o janjl alcan ujudkan target kinorja yang sshansnys sesuai mmpinen
pananiian ini, dalam rangka mancapal largel kinora jangka monangah sepertl yang telak
diteingkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan den hegagsken pencapalan targes
hinasin tarastut menjadi targgung jewals kami,

Pikak kadua akan melskuaan supendsl yang dipefukan sena akan melskukan ovaiuas
tewhadip capaian kinera darl peranian ini den mengambil Bndakan yang diporukan datam
rangia pesmbarian panghergaan dan sanksl

Jokartn, 02 Januan 3023

Pinak Partama,
Kapaln Kantar [l Yogyakarta

Agung Rekiono Seto
NIP, 16701202 198803 1 001




FERJAMNJIAN KINERLA TAHUN 2023
KEPALA HANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DU YOG YAKARTA

DENGAN SEKRETARIS JENDERAL
Mo. Sasaran Strategls Indikatcr Kingra Target
L | [F] L ] [T
1 Mambargun budays kefa | 1. Bim Feformas Biokrasi, BT
yang bororantosl  kiredns
ceganisasl
S iegrhas, MT:E 2. Wil Aluntabiies Kinera w2
eftsion
Tu._ l-;r;Lm o Indikater Kineda Program Target
T [ o
1. | Mewajudkan Tain Helola | 1. Pemssniase Saluan Hesja yang Nilai [TET
Pemesintaban yang Efwktil AKIF mirimal BE*
dan Efisien di Lingkungan 3 = R
. Pefsertass Satuan yang nilai B %
H,"“H"‘“h Hekurm '*’: capatan RE minieal 80
Mergoptimaian  Huaias
Laynnan Basbasia. T1
I_z__rmnm pengeloisan | Opinl Audil  Ekslemal  Atas  Laporsn WIF |
RBUBRNGEN Kamenierian | Keuangan Kemankumbham
Hukumn dan HAM yang
B abal
Mo. Sasaran Keglatan Indiicatar Hinerja Kegiatan Target
i} [£] T B [} =l ] "
1 | Tersupudma layaran | Indeks  kepuasan layanan imemal  di | 3,1 Indeks
administrall dsn Sasilitatil | Engkungan santor Wilayas
Haerior Wikayah yarg ekl
dan efainn
—_— S
| Keglatan Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp. 21,860,741,000,
|P5thnhdmmt-7'm#;|mrw Bp. 21.”?“@-

Fopmrarriiriar Hulam dan HAM

Pihak
Hapala Kardor Wil

dakaria, 02 Januae 2023

Salo

Agung
MNIP, 197071202 190803 1 0

Periama,
Dl Yogyaans



FERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
HEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLUM DAN HAM
DU YOGYAKARTA

Cratam rangka mesyujudsan manajeman pamearintahan yang afektif, rarspaman dan akuntabal
serla bermofentasl pada basl, betanda langan dibiswsh inl @

Marra : Aguny Reklono Salo
Jabainn : Kespala Kanlor Wilayah Kemanbesian Hubum dan HAM DU Y ogyakans

berjaryl akan movwujudkan tagol kinoja yang sohansstya Boewa lampran parjanjan ini,
dalam rangka mancapal targel kinara jangks menangah saperl yang talah diatpkan dalam
cherkeu T [EsENCATEAN

Haberhasilan dan kegagalan pencapaan largst kinerja lemssbul men@adi Enogung |Ewsk
kami.

Sakana, (2 Januar 2023

PPinak Pertama.
Kepala Kantor Wiksysh DU Yogyakarin

Agurg St
NIP, 167041202 199603 1 001



PERJAMJIAN KINERJA TAHUM 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DI YOGYAKARTA

[Dalam rangka mawudkan manajemen pemennshan yang efe kit transparan dan askuriabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini -

Nama - Agung Rekiono Seto
Jabatan : Kepaka Karor Wilayah Kemeanberian Hukirn dan HAM DU Yogyakarla

Selanjuinya disebul Pihak Pertama
Hama . Cahyo Rahadian Muzhar
Jabatan - Direkbur Jenderal Administras! Hukum Umum

‘Selaku slasan pihak perlama, selanjuinya dsabul Pihak Kedua

Pihak perlama berjanji akan mewujudkan teget kinerja yang ss=harusnya sesusl lampiran
peranjian ini, dalam rangka mencapai lagel kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditelapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian largel
Einedja tersebul menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dipsrukan serta akan melakukan evalussi
ferhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan mengamibil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanks

Jakaria, 02 Januari 2023

Pih,
Direket
Administrasi \Urmum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D] Yogyakarta

Cahyo ian Mughar Agung Seto
NIP. 12650915 1599403 1 001 NIP. 15701202 199803 1 001



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLUM DAMN HAM D YOGYAKARTA

PERJAMJIAN KINERJA TAHUM 2023

DENGAN IMREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS] HUKLM UMUM

Na. Sasaran Strategis Indikatos Kinerja Utama Target

[l [£]] [E]

1 Mermaslikan pelayanan 1. Indeks Kepuasan Masyaraksl Terhadap 3125
jpublik di bidang hukum Layanan Publik Bidang Hukum. {Indeks)
sasual dangan asas
penyalengganaan
pelayanan public

2. | Memaslkan penegakan |2, Persentass panmaniasn baniuan Dmbal balk | 88%
hukum yang mampu dalam masalah pidana dan eksrads yang
menjadi pEndomong novasi te=lah ditindakcdanguti
dan kreatifitas dalam
pertumbuhan ekanami
naskxnal

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target

T IF1} TF1] T

1. | Terwujudnys Palayanan Parsentase panyelessian penmanonan B8 %
Pulslic i Bidang layanan adminisérasi hukum umum yang
fdministrasi Hukum Umum | berkepastian hulum
yang Berkepasfian Hukum

2 Teraujudnya Otorilas Pusal | Persentase pemmintaan bantuan Bmbal balic 8E%
yang Efeklif dan Tepast dalam masalah pidana dan sksiradisi yang
Sasaran letah diindaklanjuli

Mo, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

111 [l [F1] ]

1. | Terwujudnya layanan 1. Porsentase peningiatan [ 5%
adminitrasi hukum umum d Administrasi Fukum Lmum di wilayah
wilayah yang berkepasian
ke

2 Meningkatnya sfekhvias 1. Persend penyelesaian laporan B8 %
pelaksanaan lagas MKMW, pengaduan masyarakal lefail dugaan
MIPW dan MPD pelanggaran perlaku dan pelaksanaan

|abatan Motaris di wikayan




Kegiatan Anggaran

Pregram Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp 2.479.930.000,-

Penyslergparaan AGrinistas] Hdkm Limom o Wiy ah Rp 2.429 950,000,

Jakarta, 02 Januar 202302

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DU Yogyakarta

Apgung Rektons Seio
WIF. 15701202 199503 1 001




PERJAMJIAN HINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DL YOEYAKARTA

Dalam rangka mewuudkan manajemen pemerinahan yang efeklil, ransparan dan akunlabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini -

Mama - Agung Rektono Sato
Jabatan : Kepala Karior Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 0. Yogyakarts

penang akan mewujudkan target knera wang sehansnya sesual lampran peganjian ini.
dalam rangka mencapai targed kinerja jangka menengah seperti yang tedah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan

Kebernasian dan kegagalan pencapalan target kinena tersebui menjadl langgung jawab
kami.

Jakarta, 02 Januar 2023

Kepaia Kantor Wikayah D] Yogyakarna

Agung Rekiono Sato
NIP. 18701202 189903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DI YOG Y AKARTA

Dalam rangka mewuiudkan manajemen pemetiniahan yang efe kil ransparan dan akunlabel
serta bercrientasi pada hasil, kami yang benanda tangan dibawah ini

Nama - Agung Reklono Seto

Jabatan - Kepala Karor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakaria
Selanutnya fEebut Pikak Pertama

Hama " Reynhard Sditonga

Jabatan - Direkiur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pinak pertfama, selanuinyn dsebut Pihak Kedua

Pihak periama berdan|l akan mewujudkan iarget kinera yang seharsnya sasual lampiran
penanjian ini, dalam rangka mencapal target kinera jangka menangah sepertl yang iedah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian farget
kmena tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisl yang diperukan serta akan melakukan evaluss
ternadap capalan kineda dan pedanjian ini dan mangambil tindakan yang diperukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanks,

Jakarta, 02 Januar 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantar yah D Yogyakarta

Agung Rekiono Sabto
NIP. 19701202 159903 1 001




PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2023

HEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLUM DAN HAM

DI YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No. Sasaran Strategls Indikator Kinerja Utama Target
T F FT L
1. | Memastikan  pelayanan | Indeks Hepuasan Masyarakat Terhadap 80 [Indeks)
publik di bidang hukum | Layanan Publik Bidang Hukum.
sesua  dengan  asas
penyelengganaan
pelayanan publk
2. | Memastican penegakan | 1. Persentase klien Pemasyarakatan yp 50,0 %
hukum  yang  mampu produk, mandin dan berdayaguna
ml dan m 2 Persentase benda sitaan dan barang 80,0 %
dalm  peumbuhan | (RS yang  isiaga kandias
ekonomi nasicnal {urniah] dan snya (nilal)
3 Persentase menuurnya residivis 1.0 %
4 Persentass iashanan yang mendapatican 90,0 %
perlindungan dan perasatan
a Ikt berperan sena dalam | Indeks keamanan dan keteriban UET | B0U0 {indeks)
mengaga stabditas | Pemasyarakatan
keamanan dan kedsulatan
KEKRI
Mo Sasaran Program Indikater Kinerja Program Target
[0 73] [E]] L]
1. | Tersujudnya 1. Indeks Kepuasan Layanan 85 [Ndai Indeks)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan
BH' "k:z;':hh" ¥¥8 (5 Indeks Priaksanasn Kegasama BB (Wil Indeka)
Pemasyarakatan
3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT | 85 (Nidai indeks)
Femasyarskatan
4. Indeks Parameter Derajal Kesehalan E3|’hl-lallnd-aun|
Marapidana, Anak, dan Tahanan
2 | Tersujudnya 1. Indeks Keberhaslan Pembinaan 36 [Milal Indaks)
Penyeienggaraan Marapidana
F""'F'.{'n";“‘"“ YD (5T eks Pemenunan Hak Naragidana 82,5 (Ml
Mendukung  Permagakan Indeks)
Hukum Berbasis HAM [3. Indeks Keberhasian Program 60 [Nilai Indeks)
Terhadap Tahanan, Banda Pemibimbingan Kien Pemasyarakatan
Rampesan m 3. Indeks Pembinaan Khusus Anak 74 (il Indaks)
H!mﬂmﬂl. Anak. dan [5  Indeks Penpelolaan Basan Baran B0 [Milai Indeks)
Klien Pemasy B Indeks Pelayanan Tahanan B0 (Wiai Indeks]




Mo Basaran Program Indikator Kinerfa Program Target
[0 [E]] ]
3 | Terwujudnya Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT B0 [Wilai Indeks)
an Pemasyarakatan
Pemasyarakatan yang
Aman dan Terlil
o, Sasaran Keglatan Indikator Kineria Keglatan Target
T [F]] [E]] L]
1. | Terwujudnya Indens panyelenggaraan | B2 (Indeks)
penyalenggaraan pemasyarakatan di wilayah
pelayanan
pemasyarakatan yang
berkualitas d wilayah
2 | Maningkainya Pekayanan Persantass menununnya lahanan yang 90%
Tahanan di wilayah sesual overstaying
Standar
Persanlase Tahanan yang mempercbsh 90%
Layanan Panyulshan Hukum
Persentase Tahanan yang mempercheh 0%
Fasilitasl B:antuan Hukum
3 | Menngkainya Pelayanan Persentase naragidana yang T
Pembinaan Kepribadian, memperoleh nilai baik dengan predicat
Pelatihan Viokasi, memuaskan pada instrument penilaian
Pendidikan dan kepribsadian
Penanganan Nars -
Rﬂﬂlkﬁmﬂl pidana persentase narapidana yang 95%
mendapalican hak remisi
pereantass narapidana yang 5%
mendapatian hak intagrasi
persantass narapsdana [T a0%
mendapatian hak Pendidian
Persentase Narapidana nesiko  fingg 1%
yang berubah perilakumya mengad
Sadar, Paluh dan Dispiin
Persentase narapidana yang %
memperoleh Pendidikan dan pelatihan
vokasi barsertifikasi
Persentase narapidana yang bekerja TH%
dan produkdl
Manngkainya Pelayanan 0%

Pengelolaan Basan Baran
ol wileyah s&suai standar

. Persaniase benda sllaan dan barang

FEMpaBan yang lenapa Kuaktas dan
uantEasnya




o, Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
1‘!1! [£1] [E]] L]
. Persaniase Denda sfsan dan barang 80
TETpEEan wang dieluarkan
berdasarkan putusan yang berouatan
udourn fetap
5. | Menngkainya pelayanan Persentase kien usia produktd yang B0
pembimbngan klien mempencieh atau miedanjutkan
pemasyarakatan dan pexerjaan di uar lembaga
peSmaRUnaN hak Perseniase Menurunnya Anak  yang 55%
pendidikan kiien anak d " i i
pada |uar lembaga di med apathan putusan pidana penjar
wilayah sesual standar Fersentase kien Anak yang lepenuts 5%
hai pendidicannya
& | Menngkainya Pemenuban Persentase  Anak yang mengikul B0
Hak Pendidikan Anak di mapgiatan Pendidikan keleramgilan dan
LPHA @an Pengaentasan bersartifikat
muwm Basual  Persanase Anak yang memperoien hak T00%
Integrast
. Persaniass Anak yang mamperobeh Hak e
Penpasuhan sesuai standar
Fersentase anak  yang mengikul 9%
penddikan formal dan non fomal
T. Menngkatnya Kualias Persentase pengaduan yang 85%
Penyelenggaraan disedesalkan
Pemasyarakatan di Bidang
Keamanan dan Ketariban . Persentase pancegahan  gangguan B80%
amtib
Persentase  kepatuhan dan  Disipliin B5%
terhadap tata tertit oheh
Tahanan/MNarapcdanal Anak Pelaxu
gangguan Karmii
Persantass pemulihan konde Bl
keamanan pasca  gangguan  kamlib
sscara lunlas
B Menngkatnya Pelayanan Persarinss pengaduan yang B5%
Keamanan dan Keleriban ditindabdanjuli sesusi slandar
i wilayah sesual standar
Persenfase gangguan kamlbb  yang 80
dapal dicegah
. Perseniase wepatuhan dan  disiplin a83%

ternadap tata tertit oleh
TahananMarapsdanalAnalk pelaku
gangguan kamiib




Indikater Kinerja Kegiatan

(€]

= E

. Persanioss

pamulhan  konosl
WEBMENAN DESCE QANGOUSN  kamtib
SOCArA fNtas

2 1§

Sasaran Keglatan

Indikster Kinerja Keglatan

IET]

NF

Maningkainya Pelayanan
Perawalan
Maragpidana:Tahanan/Anak
, Penpendakan Penyakt
Menular dan Pening

Tahanan
dengan

miakanan bagi
IMarapadanalAn ek BEEUAI
standar

it

Kualitas Hidup
Marapidana Peserta
Fehabillasi Narkokita O
wilayah

. Parsontase Tahanan /Marapidana'Anak

mencapatean  layanan  kesehatan
[preventif) secara berkualitas

4%

. Perseniase Tahanan dan Narapidana

perempuan (iby hami dan menyusui)
mendapat  akses  layanan  keschatan
mate=rral

Persentase  Tahanan/Marapicdana’Anak

yang mengalami gangguan mental dapat
lertangani

. Persentase tabananmarapidana lansia

yang mendapafcan |ayanan kesshatan
sesuai slandar

85%

. Persentase  tahanan/marapidana‘anak

berkebulihan khusus (Disabiitas) yang
mendapatiean layanan kesehalan seaus
Standar

85%

. Persantase keberhasilan penanganan

penyaki menular HNWV-AIDS (dRkekan
Jwmiah virusrya) dan T8 Positif [bemasi
sembuh)

8. Persentase parubahan Ru@itas hiup

pecandu/penyalahgunakoran




Hegiatan Anggaran

Program Pelayanan dan Pensgakan Hukum

Pomvelenpraran Pomasyarakatan i Wilayah Rp. 213886400000

Program Dukungas Yanajomen

Thukempan nunayemen des Tekas Loy s & UPT Penmyarskatn Rp  B3.600.456 000

Jakarta, 02 Januar 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kanfor Wilayah Dl Yogyakarta

Agung Rekiono Selo
NIP. 18701202 199203 1001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLUM DAN HAM
Dl YOG YAKARTA

Dalam rangka mewjudkan manaj=men pemeiniahan yang sfektif. fmnsparan dan alourtasbel
serta berorientasi pada hasil, berianda tangan dihawah ini -

Hama - Agung Reklono Selo
Jabatan - Kepala Karor Wilayah Kemeanberian Hukwn dan HAM DI Yogyakarta

benanjl akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampran pedanjian ini,
dalam rangka mencapai tanged kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapan dalam
dokumen perencanaan

Kebarmhasilan dan Kegagalan pencapalan targat kinena tarsebul manjadi 1anggung |awal
kami.

Jakarta, 02 Januan 2023

Kepala Kantor YWilayah DN Yogyakarta

ono Salo
NIP. 18701202 189903 1 001



PERJAMNJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D1 YOGYAKARTA

Dralaim rangka mawljudkan manajamen pamarnimahan yang afekif, ransparan dan akuriabel
sorta berorientasl pada hasil, kami yang beranda tangan dibawah inl -

Hama - Agung Rekiono Seto

Jabatan - Kepala Kanior Wilayah Kemenierian Hukem dan HAM D, Yogyakarta
Selanuinya disebut Pihak Pertama

Hama - Widoda Ekatjabjana

Jdabatan Pit. Direkdur Jenderal Imigrasi

Selaku sta=an pihak perlama, sefanjuinya dsabul Pihak Kedua

Pihak pertama besjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharmusnya sesual lampiran
penanjian ini, dalam rangka mencapal tanget kinesja jangka menengah seperti yang ielah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian farget
[inesja tlersebul menjadi tanggung jewab kami

Pihak kedua akan medakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan evaluasi
fterhadap capaian kinena dan pesanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakana, 02 Januari 2023

Pinak e, [Pihak Pestama,
Pit. Direkifr Jenderal Imigrasi Kepala Kantor Willayah DU, Yogyakarta

f.... - o
e &

W fjajana Agung Rexiono Seto
NIP. 1871050} 169303 1 001 NIP. 18701202 189903 1 001
A
L



PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2023
HEFPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI, YOGYAKARTA

DENGAN DIREETUR JENDERAL IMIGRATI

Ho. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
[l [E] [L]] (L]
1 Memastikan pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakal Terhadap | 3,25 (Indeks)
publik di bidang bukum | Layanan Publik Bidang Hulum
sesusi dengan | asas
penyalenggaraan
pelayanan pubik
2. Ikid berperan seta dalam | Indeks Pengamanan Kermigrasian 3,13 [Incleksl
menjaga slabilitas
kgamanan dan kedaulatan
HFRI
No, Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
[i] i 1] i ] []
1 Meningkatrya  Kapuasan | Indeks Kepuasan Masyarakal terhadap 3,26 (Indeks)
Masyarakat aias Layanam | Layanan Keimigrasian
Keimigrasian
Z. | Meningkainya  Stabiitas | indeks Pengamanan Keimigrasian 313 [Indeks)
Keamanan melalui
Pencegahan
Pengawasan, dan
Panindakan Kaimigrasian
Moo Sasaran Kegistan Indikator Kinerja Kegiatan Target
[l] 1) [ET] (]
1 Meningkatnya kualitas | 1, Indeks Kepuasan Masyamkat ferhadap | 3,25 (Indeics)
pelaksamnaan lugas dan Layanan Keimigrasian di Wilayah
fungsl  keimigrasian  di _ _
Wilavah 2, Indeks Pengamanan Kemigrasian o | 3,13 (Indeics)

Wilayah




Keglatan Anggaran
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 3.133.302.000,-
| Penyelergoaraan  Fungs  Penghooidnasian, Pelyanan  dan Rp. 3.153.302.000 -
Penegakan Hukum Kemigrasian di Wilayah

Jakarta, 02 Januan 2023

Pihak " Pihak Pertama,
P Dir enderal Imigrasi Kepala Kanlor Wilayah D1 Yogyakarta

Wid
NIP. 1571 050|

hjana Agung Rekbono Selo
188303 1 001 HNIP. 19701202 199803 1 001

A




PERJAMJIAN KINERJA TAHUM 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D YOGYAKARTA

[Dalam rangka mewiudkan manajemen pemennishan yang efektf. transparan dan askuriabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dihawah ini -

Hama - Agung Rekiono Seto
Jabatan . Kepaka Karor Wilayah Kementerian Hukwmn dan HAM D). Yogyakarta

penani akan mewujudkan target kinera wang sehansnya sesual lampran peganjian ini.
dalam rangka mencapal target kinerja jangka menasngah sepertl yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian langel kinerja tersebul menjadi langgung jawab
Kami.

Jakaria, 02 Jarsan 2023

Kepala Karlor Wilayah D Yogyakaia

lono Selo
NIP. 18701202 189203 1001



PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YOGYAKARTA

Cralam rangka mawwudkan manaj@men pemerinishan yang ale kil transparan dan akuritsbel
sarta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ©

Hama - Agung Rektono Seto

Jabatan - Kepala Kardor Wilayah Kementerian Hukem dan HAM Yogyakarta
Selanjuinya dsebut Pikak Perlama

Maima . R

Jabatan - Pt Dirattur Jenderal Kekayaan inbelektual

Selaku stasan pihak perlama, selanjulnya disebul Pihak Kedua

Pihak pertama beranji akan mewujudkan farget kinerja yang seharusnya sesua lampiran
penangian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah sepesti yang ielah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian farget
inesja bersebut menjadi tanggung jawab kami

PFihak kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan ovaluasi

fterhadap capaian kinenja dan peranjian ini dan mengambil tindakan yang diperukan dalam
rangka pemberian penghangaan dan sanksi

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pestama,
Pit. Dirgktur Jenderal Kekayaan intelekdual Kepala Kantor Wilayah Yogyakarta

LS

—

Razil Agung Resdono Seto
NIP, 19851128 189103 1 002 NIP. 15701202 199903 1001



PERJAMJIAN HINERJA TAHUN 2023
HEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTLAL

Na. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
] [ci] L] i
1. Memastikan pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakal Terhadap | 325 (Indeks)
publik di bidang hukum | Layanan Publik Bidang Hulkum.
SesuaEl Jdangan asas
penyaienpIaraan
pelayanan pubsl
No, Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
] [Fi] ] L]
1. | Tedindunginya Kekayaan | indeks Kepuasan Masyarakal lerhadap 31,3 (Indeks)
Inbakeitual di Seluruh Layanan Kekayaan intalekiual
Indonesia
Na. Sasaran Keglalan Indikater Kinerja Kegialan Target
11 1] L] [
1. | Terselenggaranya 1. Jumilah permobonan Kl yang difasilasi | 732 Layanan
palayanan kakayaan kambor wilayah
intakaitual yang
herkuainas i Kanbar 2. Jumnlah pelakisnaan dissmnasi dan 1
Wilayah kementerian proamepel kekayaan inteleitsal oleh Lokus
hukum dan HAM kantor wilayah
2 Tersaslenggaranya 1. Persentase Pananganan Aduan 100%:
Penegakan Hukum di Palanggaran Kekayaan Inekakiual
Bidang Kekayaan
Irvistektusl oish Kantar 2. Jumiah Pelaksanaan Kegiatan 2 Lokus
Wilayah Kemenierian Pencegahan Pelanggaran kekayaan
Hukum dan HAM yang Infelekiual yang Ditakukan oleh Kantor
Handal Wikayah
3. Kepalan Pemanauan Produl 5 Laporan

Kekayaan Imedekiual di Wilayah




L Kegiatan Anggaran

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 2.140.998.000,-

1 Paryalanggaraan Wakaysan inlskekilal di Ranior Wiayan Rp. 2.140.983.000,-

Jakarta, 02 Januan 2023

Phak Kedus, Pihak Perama,
PIL. Direktur Jenderal Kekaysan intelekiual Kepala Kanior Wilayah Yogyakara
-
——

Razilu Agung Rekiono Sate
NIP. 19651128 189103 1 DOZ MIP. 19701202 198903 1 D01




PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2023
HEPALA KANTOR WILAYAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YOGYAKARTA

Dalam rangka mewuudkan manajemen pemerinlahan yang efeklil, ransparan dan akunlabel
seria berorientasi pada hasil, beftanda tangan dibawah ini -

Hama - Agung Reklong Seba
Jabatan : Kepaka Kanor Wilayah Kementerian Hulwm dan HAM Yogyakarta

benanj akan mewujudkan target kinerja yang seharesnya sesuai lampran peranjian ini,
dalam rangka mencapai larged kinerja jangka menengah seperli yang lelah ditetapian dalam
dolkumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinena tersebut menjadi tanggung jawab
kami

Jakarta, 02 Januari 2023

Hapals Kantor Wilayah Yogyakaris

Agung Rekiono Seto
NIP. 15701202 159503 1001



PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DL YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklil, ransparan dan akunlabel
serla berorientasi pada hasil, kami yang bestanda tangan dibawah ini ©

Hama - Agung Reklona Selo

Jabatan - Kepaka Karor Wildyah Kemenierian Hukwm dan HalM Daerah Istimewa
‘Yogyakarta

Selanjuinya fsebut Pinak Pefama

Nama : Dhahana Putra

Jabatan - Pt Diireldur Jenderal Perateran Perundang-Undangan

Selaku atasan pinak perlama, setanjuinya dsebul Pinak Kedua

Pihak perlama besrjanji akan mewujudkan larget kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perfanjian ini, dalam rangika mencapai largel kinerja jangka men=ngah seperti yang fedah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinedja lersebul menjadi langgung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan evaluasi
ferhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengamibil tindakan yang diperukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakaria, 02 Januari 2023

Pihak Kadua, Pihak Pertama,
PH. Dl'zH:.lerdl:ri " Kepalka Kanior Wilayah D, Yogyakarta
Peraturan Perunda

Dhahana Pulra Agung Reklono Sebo
NIP. 18620909 189303 1 001 HIP. 18701202 183803 1 0



PERJAMJIAN KINERJA TAHUM 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DL YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Na. Sasaran Strategls Indikatar Finsr|a Ltama Targat
| i1 i@ i (3 41
1 Terpenuhinya peraturan Indelks kualitas perundang-undangan 3.2 (indeks)
pefindang-undangan yang
sesusl dengan asas
pembentukan paraturan
peundang-undangan
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
[ [H] [E]] 4)
1 Terbenbukrya peraburan- 1. Persentase (%) Rancangan Peraluran 80w
perundang-undangan yang Parundang-undangan yang diselesakan
barkualilas seual W parencanaan
2. Jumiah peningkatan kapasitas dan 200 Orang
pambinsan |Enaga perancang peraluran
paruncang-undangan
3. Persentase (%) Hamnonisasi Peraluran a0%
Parmuncang-undangan yang diselesakan
BEBUAl dengan permohonan
Mo, Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
[L1] i2) [E]] 14}
1. | Terfasitasinya rancangan | Persanase rancangan parda yang difasiias: 80%
produlk ukum o daerah alen kanor wilayah kamenkumham
2. | Terselenpgaranya Jumish peningkatan kapas#as pembinaan 25 Orang
pembinaan perancang | fenaga perancang  perfuran perundang-
peraturan perundang- | undangan




Kegiatan Anggaran

Program Pembentukan Regulasi Rp. 320,000,000 -

Panyelenggaraan Faslitas Pembentukan Regulasi di Wilayan Rp. 320,000,000 -

Jpiarta, 02 Januan 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PiL. Direklur Jenderal Kepala Kanlor Wilayah DU Yogyakarta
Peraturan Perundang-Undangan "

o

_—

Dhabana Pulra Agung Rektono Selo
NIP. 196209089 189303 1 001 NIP. 18701202 1898903 1 001



PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2023
HEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DL YOGYAKARTA

Dalam rangka mewuudkan manajemen pemediniahan yang aleklif. ransparan dan alkurniabel
serta berorientasi pada hasil, berianda langan débawah ini -

Nama - Agung Rektono Seto
Jabatan - Kepala Kardor Wilayah Kementerian Hukem dan HAM Daerah Istimewa
Yogyakarta

beranji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai lampiran pesjanjian ini,
dalam rangka mencapai larged kinerja jangka menengah seperli yang lelah ditetapkan dalam
dokumen parencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian farget kinena bersebut menjadi fanggung jawab
kami

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Fantor Wilayah DU Yogyakarta

Agunp Rexiono Seto
NIP. 15701202 159903 1 001



PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
0. YOGYAKARTA

Cralam rangka mawwudkan manaj@men pemerinishan yang ale kil transparan dan akuritsbel
sarta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini -

Hama - Agung Rektono Seto

Jabatan - Kepala Kandor Wilayah Kemenierian Hukum dan HAM D0, Yogyakarta
Selanjuinya dsebut Pikak Perlama

Maima * Migalimin Abdi

Jabatan - Dirgktur Janderal Hak Asas) Manusia

Selaku stasan pihak perlama, sefanjulnya disebul Pihak Kedua

Pihak pertama beranji akan mewujudkan farget kinerja yang seharusnya sesua lampiran
penangian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah sepesti yang ielah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian farget
inesja bersebut menjadi tanggung jawab kami

PFihak kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan ovaluasi
fterhadap capaian kinenja dan peranjian ini dan mengambil tindakan yang diperukan dalam
rangka pemberian penghangaan dan sanksi

Jakarta, 02 Januan 2023

Pihak Kedua, Pikak Pertama,
Direkiur Janderal Hak Azasi Manusia Kepaka Kanbor ah 0. Yogyakata
. —
-~
Mualimin Abd Agung Rekizno Sata

NIF. 18821121 198203 1001 NIP. 15701202 199903 1 001



PERJAMJIAN HINERJA TAHUN 2023
HEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D YOGYAKARTA DENGAN IREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

o Sasaran Strategis Indikator Kinerja Litama Target
T IFl 1¥) 1)
1 Mengoptimalkan peran 1. Perseniase capaian  Aksi  HAM 75.0%
dalam penghormatan, Pemanntah Pusat memenuhi tanget
P’"‘“"‘:’"',:u": Z Porsemasc  capaan | AKEl | HAM 35.0%
pemenunan Pemanntah Daerah
Provinsikabupaten®oka memenuhi
HAM.

Me., Sasaran Pragram Indikater Kinerja Program Target

L] Ici] L]

1 Mennghastnya kebjakan 1. Persentass Kahiota Peduli HAM 25%
pembangunan yang
berprespaklil HAM 2. Persentass pananganan dugaan 0%

pelanggaraan HAM yang ditindakianuti
olah pemangku kepentingan
3. Parsentase Instans| pemanntan yang 7%
menindakianjul has!l Diseminas! dan
Penguatan HAM dalam benbuk
pelayanan publik berbasis HAM
Mo Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target

[il] [Ei] [E]] (L]

1 Menngkainya pemerntah 1. Jumiah pemerintabh  dasrah  yang 4 |ntarsi
daerah yang melkakaanakan e lakaanakan program aksi HAM Peirerinlah
program aks] HAN T Jurmiah kab'kota pedull FAAM T Instans

Peinefintah
3 Jumiah instansi pemeringah  yang 1 Instansi
menindaklanjuti hasi diseminasi dan | Pemerintah
pengualan HAM melahd pelayanan
publik barbasis HAM

2 | Menngkainya rekomendasi | Tersedianya rekomendasi Palindungan dan 3
Pelindungan dan Pernenuhan Hak Asasi Manusia Di Wikaysh | Rekomendasi
Pemenuhan Hak Asasi

Manusa DI Wilayah




Kagiatan Anggaran

Program Pemajuan dan Penegakan HAM Rp. 239,805,000

Pernyelenggaraan Pemayuan Ham di Wilayah Rp. 239 855000

Pihaik Kadua,
Cirektur Jenderal Hak Asasi Manusia

-

Musiimin Al
NIP. 19527121 188203 1 001

Jakarta, 02 Janua 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kanior h 0.1, Yogyakarta

Agung Rekiono Sein
MIP. 19701202 1929303 1 001




PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2023
HEPALA KANTOR WILAYAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DL YOGYAKARTA

Dalam rangka mewuudkan manajemen pemerinlahan yang efeklil, ransparan dan akunlabel
seria berorientasi pada hasil, beftanda tangan dibawah ini -

Hama - Agung Reklong Selo
Jabatan . Kepaka Kanlor Wilayah Kementerian Hulwm dan HAM D). Yogyakarta

benanj akan mewujudkan target kinerja yang seharesnya sesuai lampran peranjian ini,
dalam rangka mencapai larged kinerja jangka menengah seperli yang lelah ditetapian dalam
dolkumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinena tersebut menjadi tanggung jawab
kami

Jakarta, 02 Januari 2023

Kegpaka Kantor ah DU Yogyakarta

Agung Rekiono Seto
NIP. 15701202 159503 1001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKLUM DAN HAM
DU YOGYAKARTA

Dalam rangka mewjudkan manaj=men pemeiniahan yang sfektif. fmnsparan dan alourtasbel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini -

Hama - Agung Reklono Selo

Jabatan  Kpala Karor Wilayah Kemenierian Hukurn dan HAM DU, Yogyakarta
Selanuinya disebut Pihak Pertama

Hama - Widodo Ekagabjana

Jabatan - Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku stesan pihak pertama, selanjuinya dsabut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan taget kinerja yang ss=harusnya sesua lampiran
peranjian ini, dalam rangka mencapai tangel kinesja jangka menangah seperti yang lelah
dilelapkan dakam dokumen perencanasn. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian largel
kinevja tersebut men|adl tanggung jewab kami.

Pihak kedus akan melakukan supervisi yang diperdukan serta akan melakukan evaluasi

terhiadap capaian kinesja daii perjanjian ini dan mengambil lindakan yang diperukan dalam
rangka pemberian penghargasn dan sanksi.

(//_'_‘ Jakaria, 02 Januan 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Masional Kepala Kanlor Wilayah DU Yogyakarta

Agung Rekisno Seto
NIP. 15701202 189903 1 001




PERJAMJIAN KINERJA TAHUM 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DA YOGYAKARTA DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUHUM NASIOMAL

Mo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
L] (2} (3) {4}
1. | Terpenuhinga  peraturan | Indeks kualitas perundang-undangan 3.2 (indeks)
perundang-undangan yang
sesual dengan asas
pembaniukan peraburan
penundang-undangan
2 Meningatican  kesadaran Inde=ks kepuasan masyarakal  atas 1T (Indeks)
ik rasyarakal pelayanan dokumentasi Fuloum
Persentase desak=lrahan sadar TO%
heukuim yang lesheniuk di masing-masing
wikayah
Persentase permahonan banbuan B2 0%
hukum [iligasi yang dlayani sesuad
dengan peraturan penundang-undangan
Persentase permohanan bankuan B0, 0%
hukum mon litigas! yang diayani sesual
dengan peraluran perundang-undangan
Indaks kepuasan layanan banbuan | 76735 (Indaks)
heukuim
L3 Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
[l (2 (41
1. Tarselangparanya . Pereenlase hasil analEis dan evaluasi %
pEEnCanasan hidkuam, paraturan perundang-undangan yang
pemantauan dan dimanfaaikan cleh pembeat kebljakan
B % O8N I3 Perseniase jumian RUU prakarsa %
pemerinlah dalam Prolegnas Jangka
Menengah 2020-2024 yang masuk
kedalam Prolegnas Priorites Tahunan
2. | Tarsujudnys Kesadaran |1. Indeks kepuasan masyarakst alas 7T (Indeks)
dan Pemahaman Hukum pelayanan dokumentasi hukum
Persemizse  permohonan  bantuan 3%
hukum litgas! yang diayani sesual
dengan [Erasuran penndang-
urdangan
. Persentase pErmohonan bamntuan 0%
hukwm non litigasi yang dilayani sesuai
dengan peraturan penundang-
undangan
Indeks  kepuasan  layanan  bantuan | 76,75 (indeks)

hukwm




Mo. Sasaran Keglatan Indikator Kinerja Kegalatan Target
| (1) () [3) 14}
1. | Terselenggaranya Faslitas | Jumiah kegatan perencanaan pembentukan 2 Kogiatan
Perencanaan Serta | dan pemantauan produk hukum dasmah
Pemanisuan dan

Peninjauan | Analisis dan
Evaluasi Produk Hukum di
Wilayah

2. | Meningkalnya kesadaran | 1. Pemseniase permohonan baruan hukum =3
hukum sefa terpanuninga Migasi yang diayani secwal dengan
aksos  keadlan  dan perahuran penundang-undangan

Informasi hukum —
masyarakat di wiktgah 2. Parsentase  permohonan  banbuan 0%

hukum non Ifigasl yang diayan sosua
dengan peraturan perundang-undangan

3. Indeks  kepuasan  layanan bantuan | TE.73J (Indaks)

haukum
4. Parsentase  desakelrahan  sadar Ti%
hukum yang ierbenbuk di masing-masing
wikayah
3. Parsentase angpota  JOIHM - wang 20%
barpartisipasl akif
Kirglatan Anggaran
Program Pembentukan Regulasi Rp. 136.957.000,-
Penyelenggaraan Fasiltasi Perencanaan, Pemantauan | Rp 156.957.000, -
dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 2.360.324.000,-
Panyelenpgaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukwm di | Rp. 2.3560.324.000,-

Wilayah

(/""' Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kadua, Pihak Pertama.
Kepala Kanior Wilayah D). Yogyakarta

Agung Rakiono Seto
HIP, 19701202 199903 1 009




PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DL YOGYAKARTA

Dalam rangka mewuudkan manajemen pemeriniahan yang efeklil, ransparan dan alurlabel
sera berorientasi pada hasil, bartanda angan dbawah ini -

Nama : Agung Reklono Sata

Jabatan - Kopala Karor Wilayah Kementenan Hukum dan HAM D.. Yogyakarta
berfanji akan mewujudkan targel kinerja yang seharusnya sesuai lampiran peranjian ini
dalam rangka mencapai langet kinerja jangka menangah seperti yang letah ditetapkan dalam
dokuimen parencanaan.

Keherhasilan dan kegagalan pencapaian farget kinena bersebut menjadi fanggung jawab
fcami.

Jakarla, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah DU Yogyakarta

Agung Seto
NIP, 19701202 199903 1 001



PERJAMJIAN KINERJA TAHUM 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D YOGYAKARTA

[Dalam rangka mawudkan manajemen pemennshan yang efe kit transparan dan askuriabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini -

Hama - Agung Rektong Seto

Jabatan - Kepala Kardor Wilayah Kementerian Hukemn dan HAM D, Yogyakarta
Selanutnya dsebut Pihak Pertama

Nama - hwan Kumigwan

Jabatan - Pit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukwm dan HAM

Selaku atazan phak pertama, selanjinya dsabul Pikak Kedua

Pihak perlama berjanji akan mewujudkan larget kinerja yang seharusnya sesual lampitan
pefanjian ini, dalam rangka mencapai largel kinerja jangka mensngah seperti yang felah
dilelapkan dakam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian larget
Einedja tersebul menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperdukan serta akan melakukan evaluasi
ferhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperdukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pestama,
Pit. Kepala Badan Penelitian dan Kepala Kantor ah DU, Yogyakarta
Pengembangan Hukum dan HAM

Agung Rekiono Seto
NIP. 15701202 199803 1 001




PERJAMJIAN KINERJA TAHUM 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Oul YOGYARARTA DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAM PENGEMBANGAN

HUKUM DAN HAM
Na. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
] L [
1. | Membangun budaya kefja | Perseniase K1 yang disibs) 20%
yang beroneniasi kineda
organisas yang
benntegritas, efekiif dan
efisi=n
Mo, Sasaran Program Indikator Kinera Program Target
] ] ] %
1. Mewujudkan pemantaalan | 1. Persanlase pemanfaalan rekomsendasi BD %
rekomendasi hasil analisis kebiakan hasil analsis stralegi kebijakan
kebijakan sebagai bahan sebagal bahan pembangunan hukam
pembangunan nukum nasional  dan  perumus=an  kebijakan
nasional dan  pensmusan hukum dan hak asas manusia
kebijakan hukum dan Rk [ indeks Kuaitas Kebyakan Kementerian | B1 (Inoeks)
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Na. ‘Sasaran Kegistan Indikastor Kinerja Kegistan Targel
] [E]] Ei Il
1. | Rekomendas] hasil analisis |1. Persenlase rekomendasi hasil kajian & a0%
sirabegi kebijakan hukum wilayah sebagai bahan penslilian dan
dan hak asasl manusia di pengembangan hukum dan hak asasi
wilayah manusia
2, Hasil penslifian  hukum dan hak ssasi 1 Bulw

manusia yang deosialisasikan di wilayah




Kegiatan Anggaran

Program Dukungan Manajemsn Rp. 261.246.000.-

Penyslerqparaan Persiian dan Pengembangan Hokum oan HAM | Rp. 261 246,000,
& VWikayah

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertarma,
Pl Kepala Badan Penslilian dan Pengambangan Kepala Kantor ‘Wilayah D.1. Yogyakaria
Hukurm dan HAM

kiono Seto
MNIP. 19701202 192903 1 001




PERJAMJIAN HINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DL YOG YAKARTA

[Dalam rangka mawudkan manajemen pemenntahan yang ek, transparan dan akurabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dihawah ini -

Nama - Agung Rekiono Seto
Jabatan - Kepala Kardor Wilayah Kementerian Hukemn dan HAM D, Yogyakarta

benany akan mewujudkan target kinera wang seharusnya sesual lampiran pedanjisn ind
dalam rangka mencapal tanged kinerja jangka menengah sepert yang telah ditetapkan oalam
dokumen perencanaan

Kebemasilan dan kegagalan pencapaian largel kinera lersebul menjadi tanggung jawab
wami.

Jnkcarta, 02 Januari 2023

Kepaka Kanlor ah Dl Yogyakarta

Agung Rekipno Sato
NIP. 15701202 159503 1001



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA

JI. Gedongkuning 146 Yogyakarta 55171
Telpon (0274) 378431 Faximile (0274) 378432
Website jogja.kemenkumham.go.id




